GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 72 /KEP/HK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Menimbang

Mengingat

a

L 8

DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif
dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya Dinas Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan  sebagai pedoman  dalam
pelaksanaan tugas;

bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 365/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa terdapat perubahan dan penambahan terhadap
dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Dinas Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur;,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

2. Undang-Undang ...



Menetapkan
KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun

2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas

Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

SOP Penanganan Surat Masuk;

SOP Penanganan Surat Keluar;

SOP Penanganan Nota Dinas;

SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas;

SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala;

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler ASN;
SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun ASN;

SOP Pengajuan Cuti ASN;

SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);

SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA):
SOP Penyusunan LAKIP;

SOP Administrasi Pencairan Gaji dan Tunjangan
ASN;

SOP Administrasi Pencairan Anggaran Belanja
Langsung;
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SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan
Tahunan;

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan
Tahunan;

SOP Pelaksanaan Audit Internal Sertifikasi ISO
9001:2015;

SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen,;

SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas;

SOP [jin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Undian Berhadiah (UGB dan PUB);
SOP Pemberian Rekomendasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial;

SOP Jjin Ziarah Taman Makam Pahlawan;

SOP [jin Pemakaman Jenazah di Taman Makam
Pahlawan;

SOP Peringatan Hari Pahlawan 10 November;

SOP Penyuluhan Sosial Keliling;

SOP Penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD;
SOP Pengusulan Calon Pahlawan Nasional;

SOP Pengusulan Satya Lancana Kebaktian Sosial;
SOP-AP Pengusulan Calon Perintis Kemerdekaan;
SOP Kelompok Usaha Bersama (KUBE);

SOP Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan
Perdesaan;

SOP Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara;
SOP Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial;

SOP Opname Persediaan Alat Bantu Penyandang
Disabilitas;

SOP Pengangkatan Anak Antar Warga Negara
Indonesia;

SOP Pengangkatan Anak melalui Adopsi Khusus
(Private Adoption);

SOP Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
(Singgle Parent);

SOP Pengusulan Penggantian Data Penerima
Bansos Bagi Anak Terlantar dan Lanjut Usia
Terlantar;

SOP Penanganan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi ke Daerah
Asal;

SOP Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Penyandang
Disabilitas;

SOP Penyediaan dan Penyaluran Logistik Bencana;
SOP Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial;
SOP Penanganan Barang Persediaan Logistik
Bencana;

SOP Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
SOP Penerbitan Surat ljin Belajar dan Tugas
Belajar;

SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
SOP Pengendalian Dokumen;

SOP Pengurusan Pembuatan Kartu Istri/Kartu
Suami;

SOP Pelaporan Absen Online;

2. SOP ...



XK SOP Pengelolaan Absen Online;
yy. SOP Penomeran Kodefikasi Barang Milik Negara;,
zz. SOP Penerimaan Barang Milik Daerah;
aaa. SOP Penatausahaan dan Inventarisasi;
bbb. SOP Otorisasi Dokumen;
cce. SOP Masa Simpan Dokumen;
ddd. SOP Pengendalian Arsip;
eee. SOP Penyimpanan dan Penyaluran Barang;
fff. SOP Penyusunan Kartu Inventarisir (KIR);
ggg.  SOP Administrasi Pencairan Belanja

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Darah
yang bersumber dari APBD Provinsi NTT;

hhh. SOP Evaluasi RENSTRA;
| iii. SOP Penyusunan LKPJ, LKIP dan LPPD;
| iii- SOP Mekanisme Penilaian Kinerja SDM PKH Untuk
| Kegiatan P2K2/FDS;
| kkk. SOP Mekanisme Respon Cepat Layanan Informasi
| dan Pengaduan PKH;

111 SOP Pelaksanaan Kegiatan Desa Prioritas PKH

untuk Intervensi Stunting, Pendidikan,

Kesejahteraan Sosial Disabilitas dan Lansia;
mmm. SOP Mekanisme Pemberian Insentif Bagi SDM PKH;

nnn. SOP Pelaksanaan Diseminasi Regulasi PKH;

000. SOP Pelaksanaan Graduasi KPM PKH;

PPP. SOP Pendampingan Kelompok P2K2 yang
Berkembang Usahanya;

qqq. SOP Rekonsiliasi Bantuan Sosial PKH;

TIT. SOP Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial PKH;

SSs. SOP Laporan Kegiatan pada UPTD Kesos Lansia;

i SOP Seleksi Calon Penerima Manfaat;

uuu. SOP Penerimaan Calon Penerima Manfaat;

VvV, SOP Terminasi Hidup Penerima Manfaat;

WWW, SOP Terminasi Meninggal di Ambil Keluarga;

XXX SOP Terminasi Meninggal tidak diambil Keluarga;

yyy. SOP Bimbingan Rohani, Sosial dan Konseling
Kesehatan;

zzZ. SOP Kehadiran ASN di UPTD Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia di Kupang;

aaaa. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti PNS di UPTD
Kesos Lansia di Kupang;

bbbb. SOP Penanganan Surat Masuk di UPTD
Kesejahteraan Sosial Lansia;

ceee. SOP Penanganan Surat Keluar di UPTD
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

dddd. SOP Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan;

eeee. SOP Penyediaan Permakanan;

ffft. SOP Penyediaan Sandang;

gggeg. SOP Reunifikasi;

hhhh. SOP Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan;

iiii. SOP Penyediaan Alat Bantu;

1iii- SOP Pranata Jamuan di UPTD Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia di Kupang;

kkkk. SOP Permintaan  Barang/Bahan di UPTD
Kesejahteraan Sosial Lansia di Kupang;

111, SOP Laporan Kegiatan UPTD Kepala Dinas;

mmmm. SOP Kehadiran ASN di UPTD Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia di Kupang;

nnnn. SOP ...



nnnn. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti PNS di UPTD
Kesos Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang;

0000. SOP Penanganan Surat Masuk di UPTD
Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di
Kupang;

PPPP- SOP Penanganan Surat Keluar di UPTD
Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di
Kupang;

qqqq- SOP Penyusunan Laporan Bulanan dan Laporan
Tahunan di UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra
dan Karya Wanita di Kupang;

ITIT: SOP Penyediaan Permakanan;
SSSS. SOP Penyediaan Sandang;
tttt. SOP Reunifikasi;

uuuu. SOP Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, dan Pelatihan
Keterampilan Kerja;

VVVV. SOP Penyediaan Alat Bantu;

wwww. SOP Laporan Kegiatan UPTD Kesejahteraan Sosial
Anak di Kupang;

XXXX. SOP Kegiatan Seleksi Calon Penerima Manfaat pada
UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;

AAAAL SOP Penerimaan Calon Penerima Manfaat UPTD
Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;

2zzZ. SOP Kegiatan Terminasi SMA pada UPTD

Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;

aaaaa. SOP Bimbingan Rohani dan Konseling pada UPTD
Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;

bbbbb. SOP Kehadiran ASN UPTD Kesos Anak di Kupang;

ceecc. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti PNS di UPTD
Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;

ddddd. SOP-AP Penanganan Surat Masuk UPTD
Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;

ecece. SOP Penanganan Surat Keluar UPTD Kesejahteraan
Sosial Anak di Kupang;

iiiil SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,
Semesteran dan Tahunan UPTD Kesos Anak di
Kupang;

g2ggeg. SOP Penyediaan Permakanan pada  UPTD
Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;
hhhhh. SOP Penyediaan Sandang bagi Anak Terlantar di

Dalam Pati; -
i1iii. SOP Reunifikasi Keluarga pada UPTD Kesejahteraan
Sosial Anak di Kupang;
- SOP Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan
Keterampilan di UPTD Kesejahteraan Sosial Anak
di Kupang;

kkkkk. SOP Pranata Jamuan pada UPTD Kesejahteraan
Sosial Anak di Kupang;

11111, SOP Pengajuan Bantuan Stimulan Bagi Eks
Penerima Manfaat;

mmmmm.SOP-AP Kegiatan Terminasi Atas Permintaan
Penerima Manfaat;

KETIGA : ...




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan:

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan
Gubernur ini dan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor : 365/KEP/HK/2020 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kupang

pada tanggal FERRUAR 2023
tf GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ﬂ. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Wakil Gubenur NTT di Kupang.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 32 /KEP/HK/2023

TANGGAL  : 2 TFeRuan) 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Tanggal Efektif
Disahkan QOleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar;

1. Alat Tulis Kantor;

2. SOP Pengendalian Arsip. 2. Buku Agenda Surat Masuk;
3. Telepon/Faximil.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak
pada terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

1. Pada buku agenda surat masuk;
2. Disimpan dalam bentuk hardcopy.

R o R et e

Nomor SOP | Tahuw Qo020
Tanggal Pembuatan 25 Movember 2020
Tanggal Revisi




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Kegiatan Pengadministrasi Sekretaris/ Bagian/ Sub . Keterangan
umum i e Kepala Bidang | Koordinator " igon e Ot
Substansi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |[Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda Surat 5menit |Surat masuk dan
surat dalam buku agenda surat masuk, masuk dan lembar lembar Disposisi
memasang lembar disposisi dan meneruskan disposisi
kepada Kepala Dinas.

2. |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan Surat masuk dan 10 menit  |Surat masuk dan
memberikan petunjuk kepada lembar Disposisi Disposisi
Sekretaris/Kepala Bidang yang dituju untuk
tindaklanjut dan dikembalikan ke|
pengadministrasi umum.

3. |Mencatat disposisi Kepala Dinas dan Surat masuk dan 5menit |Surat masuk dan
meneruskan ke Sekretaris/Kepala Bidang Disposisi Disposisi
yang dituju.

4. |Menelaah dan mendisposisi surat kepada L__l Surat masuk dan 10 menit | Surat masuk dan
kasubag/sub koordinator untuk ditindaklanjuti I P | Disposisi Disposisi
dan dikembalikan ke pengadministrasi -
umum

5. |[Menindaklanjuti disposisi sekretaris/kabid Surat masuk dan 5menit [Surat masuk dan
terkait surat masuk dan memerintahkan Disposisi Disposisi
Pengadministrasi Umum untuk
mendokumentasikan dan mengarsipkan.

6. [Mendokumentasikan dan mengarsipkan Surat masuk dan 1 Jam Dokumen
Surat Masuk Disposisi Tindaklanjut, bukti

dokumentasi




Nomor SOP 2 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 26  Novembrer 2020

Tanggal Revisi W Januan 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

SN2

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

SEKRETARIAT N e T 105
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Nama SOP Penanganan ‘S :
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 1. Pendidikan minimal SLTA;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- | 2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Menguasai Komputer.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat tulis kantor;

2. SOP Pengendalian Arsip. 2. Buku agenda surat keluar;
3. Komputer dan printer;
4. Stempel.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada | 1. Pada buku agenda surat keluar;
terlambatnya tindaklanjut surat keluar. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag TU/
A . Sekretaris/
. L ofions v K oo?dui:ator Pongal;l:‘:rr:‘istrasl IB(;::.M Kepala Dinas| Kelengkapan Waktu Output FR——
Substansi 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Memerintahkan pengadministrasi umum Disposisi Surat 5 menit |Disposisi Surat
untuk menyiapkan bahan kelengkapan [m masuk/petunjuk masuk/petunjuk
surat keluar atasan atasan
2. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat Disposisi Surat 30 menit |Bahan
keluar, menyusun konsep surat keluar Jal masuk/petunjuk kelengkapan
dan menyerahkan kepada Kasubag/Sub 1_:| atasan surat keluar dan
koordinator subtansi. konsep surat
keluar
3. [Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Bahan 20 Menit |Konsep surat
setuju, memaraf dan disampaikan kepada \ il kelengkapan surat keluar
Sekretaris/Kabid. Apabila tidak setuju —-< keluar dan konsep
dikembalikan kepada pengadministrasi il surat keluar
umum untuk memperbaiki.
Ya
4. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Konsep surat 20 menit |Draf surat keluar
setuju, memaraf dan disampaikan kepada keluar
Kepala Dinas. Apabila tidak setuju Tidak /\ Ya
dikembalikan  kepada  Kasubag/Sub T~
koordinator subtansi untuk memperbaiki.
5. [Menelaah dan mengoreksi draf surat Draf surat keluar 10 menit |Surat keluar
keluar. Apabila setuju, ditandatangani dan
diteruskan kepada Pengadministrasi . < >
umum dan apabila tidak setuju N
dikembalikan kepada Sekretaris/Kabid Ya
untuk diperbaiki.
6. [Mengagendakan, mendistribusikan dan Surat keluar 10 menit |Surat keluar dan
mengarsipkan. ISeIesai I dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

3 Tawua 2020

Tanggal Pembuatan

26  pNovemiger  2o2o

Tanggal Revisi

W Joaquae  2e2

Tanggal Efektif

:

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

2

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk.

1. Alat tulis kantor;

2. Buku agenda surat keluar;

3. Komputer dan Printer.

Peringatan .

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Nota Dinas Kepala Dinas terlambat diproses akan berdampak pada
penyampaian informasi sesuai isi nota dinas.

1. Pada agenda surat keluar;
2. Disimpan dalam softcopy dan hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
4 Tahap Kegiata
= e e Sekretaris K Baglan_ Pengelola Gaji |Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output e
epegawaian
dan Umum
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10
1. [Menugaskan Kasubag Kepegawaian Surat Masuk, 10 menit Disposisi, petunjuk,
dan Umum untuk menyiapkan Konsep| | Mulai Disposisi, Petunjuk penugasan
Nota Dinas.
2. [Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat Masuk, 10 menit Disposisi, petunjuk,
menyusun konsep Nota Dinas dan A Disposisi, Petunjuk penugasan
menyiapkan kelengkapan bahan nota I )
dinas.
3. |[Menyusun dan menyiapkan konsep \ Surat Masuk, 1 jam Konsep Nota Dinas &
Nota Dinas beserta kelengkapan I Disposisi, Petunjuk bahan kelengkapan nota
bahan nota dinas. dinas
4. |Menelaah, mengoreksi, memaraf dan " Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas sk N ek
kepada Sekretaris.
Ya
5. |Menelaah, mengoreksi, memaraf dan Konsep Nota Dinas 10 menit  |Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas Y
kepada kepala Dinas.
- o
6. |Menelaah, mengoreksi dan y Konsep Nota Dinas 10 menit Nota Dinas
menandatangani Nota Dinas. Tidak <>
7. |Mengirimkan dan mengarsipkan nota [rr— Nota Dinas 5 menit Nota Dinas dan bukti —
dinas. : dokumentasi erka
Pengarsipan
Dokumen

/Naskah Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
. SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 4  Tdhun Zo20

| Tanggal Pembuatan

26 November 2020

Tanggal Revisi W Janvas 2023
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Pengajuan TOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Luar
Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai Tidak
Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya,

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Nota Dinas;
2. SOP Pengarsipan Dokumen dan Naskah Dinas.

1. Alat tulis kantor;

2. Buku agenda surat keluar SPT dan SPPD,;
3. Komputer;

4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan TOR perjalanan dinas tidak sesuai prosedur akan berdampak
pada keterlambatan penerbitan SPT dan SPPD.

1. Buku Jaga Perjalanan Dinas;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Y Kepala Sub ‘
No. ahap Kegiatan Pengadministrasi Bagian eterangan
" Kepegawalan Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
dan Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |[Membuat konsep TOR perjalanan dinas, Konsep TOR 30 menit Disposisi, agenda
kemudian menyampaikan ke kasubag. perjalanan dinas kerja dan nota
Mulai dan nota dinas dinas perjalanan
‘_T_“ perjalanan dinas dinas
2. IMemeriksa dan memaraf TOR perjalanan Disposisi, agenda 5 menit Konsep TOR
dinas yang diajukan. Apabila setuju kerja perjalanan dinas
memaraf dan diteruskan kepada Tidak /\ e
Sekretaris,  apabila  tidak  setuju .
dikembalikan kepada pengadministrasi X
umum.
3. [Memeriksa dan memaraf TOR perjalanan Disposisi, agenda 5 menit Konsep TOR
dinas yang diajukan. Apabila setuju Tidak /k Va kerja perjalanan dinas
memaraf dan diteruskan kepada Kepala|
Dinas. Apabila tidak setuju dikembalikan \(
kepada Kasubag untuk diperbaiki.
4. |Menelaah, mengoreksi dan \ Konsep TOR 10 menit TOR perjalanan
menandatangani TOR perjalanan dinas Tidak . perjalanan dinas dinas
yang diajukan. \
Ya
5. [Memproses TOR Perjalanan Dinas TOR perjalanan 5 menit TOR perjalanan
menjadi SPT dan SPPD dan dinas dinas
menyerahkan kepada ASN yang Selesai

ditugaskan.




Nomor SOP S  Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 26 November
Tanggal Revisi it Jeavan
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Nama SOP Pengusulan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan
belas atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

5. Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-lIl;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat tulis kantor;
2. Buku agenda surat;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kenaikan gaji berkala menjadi terhambat dan
ASN tidak menerima haknya.

Disimpan dalam softcopy dan hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Kegiatan Bagian Pengelola Kepala Keterangan
Kepegawaian | Kepegawaian Sekretaris Dinas Kelengkapan Waktu Output
dan Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menugaskan pengelola kepegawaian untuk Pedoman Peraturan 30 menit |Penugasan,
menginventarisir data ASN yang memenuhi C_‘ :] Perundang-undangan arahan dan
syarat kenaikan gaji berkala dan menyusun| Mulai dan penugasan petunjuk
konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji
berkala.
2. |Menginventarisir data ASN yang memenuhi Penugasan, arahan dan |2 Jam Konsep Surat
syarat kenaikan gaji berkala kemudian menyusun petunjuk PKGB dan
konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaiji syarat
Berkala (PKGB) dan menyampaikan kepada kelengkapan
kasubag.
3. |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan ¥ , dan syarat kelengkapan PKGB dan
administrasi lainnya, jika setuju membubuhkan| \ Tenh syarat
paraf dan meneruskannya ke Sekretaris, jika 4 kelengkapan
tidak setuju mengembalikannya ke pengelola
kepegawaian untuk diperbaiki Ya
4. IMemeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan dan syarat kelengkapan PKGB dan
administrasi lainnya, jika setuju membubuhkan Tidak /\ - syarat
paraf dan meneruskannya ke Kepala Dinas, jika kelengkapan
tidak setuju mengembalikannya ke Sekretaris \/
untuk diperbaiki 1
5. IMemeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit |Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan - / dan syarat kelengkapan Pemberitahuan
administrasi, jika setuju menantangani dan Kenaikan Gaji
meneruskannya ke pengelola kepegawaian, jika Berkala (PKGB)
tidak setuju mengembalikannya ke Sekretaris Ya
untuk diperbaiki
6. |Membubuhkan Cap dan mengirim Surat Surat Pemberitahuan |1 jam Surat Terkait SOP
Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala kepada . ] Kenaikan Gaji Berkala Pemberitahuan |Penanganan
Kepala Badan Keuangan Daerah dan ASN yang ' Selesai l (PKGB) Kenaikan Gaji  |Surat keluar
bersangkutan serta mengarsipkan. ma Berkala (PKGB) |dan SOP
Pangarsipan
Dokumen/

Naskah Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP b Tawun 2020
Tanggal Pembuatan 2¢  November 2020
Tanggal Revisi W Danven 2022

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

ﬁ.

Nama SOP

I\- .
ANP 197006 9031005

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-llI;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Pengendalian Arsip.

1. Alat tulis kantor;
2. Buku agenda surat;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kenaikan pangkat regular ASN tidak dapat
diproses.

Disimpan dalam softcopy dan hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Kegiatan Bagian Pengelola Keterangan
Kepala Dinas Sekretaris Kepegawalan dan| Kepegawalan Kelengkapan Waktu Output
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menelaah dan mendisposisi SE Kepala BKD tentang Surat Edaran 15 Menit |Surat Edaran dan Terkait SOP
Usulan Kenaikan Pangkat ASN. m Disposisi Penanganan
Surat Masuk
2. |Menelaah disposisi dan menugaskan Kasubag untuk Surat Edaran dan 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
menyiapkan Usulan Kenaikan Pangkat ASN. Disposisi dan petunjuk
3. |Menelaah disposisi dan menugaskan pengelola W Surat Edaran, 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
kepegawaian menyiapkan administrasi usulan kenaikan Disposisi dan dan petunjuk
pangkat bagi ASN. petunjuk
4. |Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat disertai Surat Edaran, 2 Jam Konsep surat usulan
lampiran kelengkapan/berkas kenaikan pangkat ASN. Disposisi dan kenaikan pangkat dan
petunjuk lampiran berkas ASN
5. |[Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan | 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan A kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan ke Sekretaris. Apabila tidak setuju, Ya idak dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
dikembalikan kepada Pengelola kepegawaian untuk Y ASN
diperbaiki.
6. |[Memeriksa konsep surat usulan kenalkan pangkat dan b Konsep surat usulan | 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan /\ kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Apabila tidak setuju, Ya Tidak dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
dikembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki. ASN
7. [Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan A Konsep surat usulan | 20 Menit |Surat usulan kenaikan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, menandatangani dan kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
diproses lebih lanjut oleh pengelola kepegawaian. Apabila L. dan lampiran berkas berkas ASN
tidak setuju, dikembalikan kepada Kabag Tata Laksana ASN
untuk diperbaiki.
Ya
8. |[Memproses surat usulan kenaikan pangkat ASN ke BKD 1 Surat usulan 1 Jam Surat usulan kenaikan | Terkait SOP
dan mengarsipkan. kenaikan pangkat pangkat dan lampiran  |Penanganan
Selesai dan lampiran berkas berkas ASN Surat Keluar dan
ASN SOP
Pengarsipan
Dokumen/

Naskah Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 7 ahun 2020

Tanggal Pembuatan 25  November 2020

Tanggal Revisi W Jenvan 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Soale Dinas Sosial

I\‘\-
T8

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Pengajuan §%sulan P@Wn Aparatur Sipil Negara
Dy
e A

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer/Printer,;
3. Buku Agenda Surat.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penyampaian Kelengkapan Administrasi Usulan Pensiun Pegawai
terlambat maka akan berdampak pada tertundanya hak pensiun Pegawai yang
bersangkutan.

1. Buku Jaga Pensiun Pegawai;
2. Disimpan dalam softcopy dan hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
— Kepala Sub
No. egiatan Bagian Keterangan
e Kepegawaian x:;.“::::n Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan | Waktu Output
dan Umum
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. |Menugaskan pengelola kepegawaian Agenda kerja 10 Menit |Disposisi/penug
menyiapkan administrasi usulan pensiun | Mulai l asan
bagi ASN pada Dinas Sosial.
2. I[Menyusun konsep surat usulan pensiun \ Disposisi/ 2 Jam Konsep surat
disertai  lampiran  kelengkapan/berkas penugasan usulan pensiun
pensiun ASN dan disampaikan kepada TI dan lampiran
kasubag. berkas PNS
3. |Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, b usulan pensiun usulan pensiun
memaraf dan menyampaikan ke Sekretaris dan lampiran dan lampiran
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk berkas PNS berkas PNS
diperbaiki. ”
4. |[Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, ) usulan pensiun usulan pensiun
memaraf dan menyampaikan Kepada Kepala T Ya dan lampiran dan lampiran
Dinas. Apabila tidak setuju, dikembalikan \ / berkas PNS berkas PNS
untuk diperbaiki. A
5. |Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |[Surat usulan
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, usulan pensiun pensiun dan
menandatangani dan diproses lebih lanjut Tidak dan lampiran lampiran berkas
oleh pengelola kepegawaian. Apabila tidak berkas PNS PNS
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.
Ya
r
6. |Memproses surat usulan pensiun ASN ke ¥ Surat usulan 1Jam |Surat usulan Terkait SOP
BKD dan méﬁiprsipkan. Selesai pensiun dan pensiun dan Penanganan
lampiran berkas lampiran berkas |Surat Keluar
PNS PNS dan SOP
\ Pengarsipan
Dokumen/

Naskah Dinas |




T

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 8 Tawwam 2020

Tanggal Pembuatan 2¢ Novembrer 2020

Tanggal Revisi W Janvas 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.

o o sw

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

1. Pendidikan minimal D-lII;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang

perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar, 1. Alat tulis kantor;
2. SOP Pengelolaan Absen Online; 2. Komputer dan Printer;
3. SOP Pelaporan Absen Online. 3. Buku Agenda Surat;

4. Blanko Cuti.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada pelanggaran regulasi.

1. Buku kontrol cuti pegawai;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
. —— Kepala Sub
0. egiatan K
ag x:;:::hhl K’”;‘mi dan | Kelengkapan | Waktu Output S———
Umum
1 2 3 “ 5 6 7 8
1. |Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang Permohonan 30 menit |Permohonan
telah mendapat persetujuan pejabat satu Cuti Cuti, lembar
tingkat dan pejabat dua tingkat diatasnya, Mulai disposisi
melakukan verifikasi jenis dan sisa cuti
pemohon dan menyampaikan hasil verifikasi
kepada kasubag.
2. [Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti Permohonan 10 menit [Permohonan
pemohon. Apabila sisa cuti yang bersangkutan Cuti, lembar Cuti, disposisi
telah habis, dikembalikan kepada pemohon disposisi
melalui pengelola kepegawaian. Apabila sisa Tidak
cuti yang bersangkutan masih ada,
memerintahkan pengelola kepegawaian untuk
memproses surat usulan cuti ke BKD.
Ya
3. |Memproses surat usulan cuti ke BKD, Permohonan 1Jam |Surat usulan
mengambil Surat Izin Cuti di BKD, Cuti, disposisi cuti ASN
menggadakan untuk arsip dan menyampaikan ¥ ;
Asli Surat Izin Cuti kepada ASN yang Selesai

mengajukan permohonan Cuti.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR SUBTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP 4 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 26  Noveembee 2020

Tanggal Revisi N Jaques 2023
Tanggal Efektif >

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

PenyusunaWs (RENSTRA)
R
Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Pembangunan Nasional,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 — 2023;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

tentang Sistem Perencanaan

1. Pendidikan Minimal Sarjana;

2. Menguasai Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Memahami Regulasi Terkait Perencanaan (RPJPD, RPJMN, RPJMD, Perencanaan
Sektoral) dan Penganggaran.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar,
2. SOP Penyusunan Renja;
3. SOP Penyusunan RKA.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Renstra Terlambat disusun dan disampaikan kepada Gubernur akan
berdampak pada kualitas penyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen
perencanaan lainnya.

Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala
Bidang

TIM Penyusun
Renstra

Sub Koordinator
Subtansi
Program, Data
dan Evaluasi

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

5

6

7

8

10

13

Menelaah surat edaran Sekda,
disposisi ke Sekretaris, kepala
bidang dan membentuk TIM
Penyusun Renstra

()

Surat Edaran

5 menit

disposisi

Menerima, Menyiapkan
bahan/materi RENSTRA Dinas dan
menyampaikan ke TIM Penyusun
Renstra

disposisi

60 menit

Materi

Menerima Bahan/materi renstra
dan melakukan proses
penyusunan, mempresestasikan
draft renstra ke seluruh pejabat
untuk koreksi dan masukan untuk
penyempurnaannya.

Materi

1 minggu

Draft
Renstra

Menerima, menelaah Draft Renstra
menandatangani dikembalikan ke
TIM untuk di kirimkan ke
BAPPELITBANGDA.

Draft Renstra

1 hari

Draft
Renstra

Mengirimkan Draft Renstra Ke
BAPPELITBANGDA

Draft Renstra

10 menit

Arsip Draft
Renstra




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR SUBTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP o Tahva 2020

Tanggal Pembuatan 28  November 2020

Tanggal Revisi It aa:wan'

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Pembangunan Nasional,

tentang Sistem Perencanaan

1. Pendidikan Minimal Sarjana;
2. Menguasai Perencanaan Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 3. Memahami Regulasi Terkait Perencanaan (RPJPD, RPJMN, RPJMD, Perencanaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Sektoral) dan Penganggaran.
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan
Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 -Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025; ,
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 — 2023,
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar; 1. Alat Tulis Kantor;

2. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

2. Komputer dan Printer;
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penyusunan RENJA tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada
kualitas penyusunan RKA dan DPA.

Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
N Tahap Keoalata Subkoordinator Analis -
0. anap Kegiatan : . Kepala Subtansi Perencanaan, eterangan
Kepala Dinas | Sekretaris Bidang | Progran, Data | Evaluasi dan Mutu Baku| Waktu | Output
dan Evaluasi Pelaporan

1 2 3 E 5 6 T 8 9 10 11

1 |Menelaah surat edaran Sekda dan mendisposisi Surat 5 menit |disposisi
penyiapan RENJA dinas ke Sekretaris ( Mulai } Edaran

2 |Mendistribusikan SE penyusunan RENJA ke ‘LI disposisi (20 menit |Bukti tanda
seluruh kepala bidang terima

3 |Menyiapkan bahan penyusunan RENJA Dinas dan \ Bukti tanda|20 menit |Bahan
menyampaikan ke Sekretaris 1 I terima Renja

4 |Mendisposisi bahan penyusunan RENJA Dinas Bahan 20 menit |Bahan
yang disampaikan seluruh Kepala Bidang ke Renja Renja
Subkoordinator Subtansi Progran, Data dan
Evaluasi

5 |Mengumpulkan bahan penyusunan RENJA dinas Bahan 20 menit |Bahan
seluruh bidang, mengonsep RENJA Dinas dan Renja Renja
menugaskan Analis Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

6 |Konsep RENJA Dinas dan meneruskannya ke Bahan 10 menit |Konsep
Subkoordinator Subtansi Progran, Data dan Renja Renja
Evaluasi

7 |Memeriksa konsep RENJA Dinas dan v |- Konsep 60 menit |Konsep
meneruskannya ke Sekretari dan apabila ada ya / L Renja Renja
koreksi maka dikembalikan untuk perbaiki \A

8 [Memeriksa Konsep RENJA Dinas, memaraf dan < Y . Konsep |60 menit|Konsep
meneruskannya ke Kepala Dinas dan apabila ada . Renja Renja
koreksi maka dikembalikan untuk perbaiki | X

9 |Memeriksa Konsep RENJA Dinas dan "\ tidak Konsep |60 menit|Renja
menandatanganinya dan apabila ada koreksi < Renja
maka dikembalikan untuk perbaiki

10 |Menindaklanjuti pengiriman RENJA Dinas ke va Renja 20 menit |Arsip

selesai

s (oo )




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR SUBTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP i\ Tahen 2010

Tanggal Pembuatan 26 Novembree 2020

Tanggal Revisi t Jawas 2023 e

Tanggal Efektif 7~ ANTAH p

Disahkan Oleh MRS

Nama SOP Penyusunan \"Sm ?f' nggaran (RKA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |
periode 2018-2022,;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana;
2. Menguasai Perencanaan Kesejahteraan Sosial;

Sektoral) dan Penganggaran.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar,
2. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
3. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.

3. Memahami Regulasi Terkait Perencanaan (RPJPD, RPJMN, RPJMD, Perencanaan




Pelaksana Mutu Baku
: Sub Koordinator
No. Tahap Kegiatan Keterangan
S Kepala Dinas | Sekretaris o Subtansi Program, A Kelengkapan| Waktu | Output 8 v
Bidang Perencanaan
Data dan Evaluasi

1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11

1 |Menelaah surat edaran Sekda dan Buku Agenda | 5 menit |disposisi
mendisposisi penyiapan RKA dinas ke [ Mol } Surat masuk
Sekretaris dan lembar

disposisi

2 |Mendistribusikan SE penyusunan RKA ke disposisi 5 menit |disposisi
seluruh bidang

3 |Menyiapkan bahan penyusunan RKA Dinas disposisi 10 menit|Bahan
dan menyampaikan ke Sekretaris RKA

4 |Mendisposisi bahan penyusunan RKA Dinas Bahan RKA |10 menit|Bahan
yang disampaikan seluruh Kabid ke Sub RKA
Koordinator Subtansi Program, Data dan
Evaluasi

5 |Mengumpulkan bahan penyusunan RKA Bahan RKA |1 jam Konsep
dinas seluruh bidang, mengonsep RKA RKA
Dinas dan menugaskan Analis Perencanaan
untuk melanjutkan prosesnya

6 |Mengetik konsep RKA Dinas dan Konsep RKA |1jam |Konsep
meneruskannya ke Sub Koordinator RKA
Subtansi Program, Data dan Evaluasi

7 |Memeriksa konsep RKA Dinas dan ya tidak Konsep RKA  |1jam  |Konsep
meneruskannya ke Sekretaris RKA

\ \ /

8 |Memeriksa Konsep RKA Dinas, memaraf ya \ tidak 1\ KonsepRKA [1jam |Konsep
dan meneruskannya ke Kepala Dinas RKA

9 |Memeriksa Konsep RKA Dinas dan tidak Konsep RKA |1 jam RKA
menandatanganinya

10 |Menindaklanjuti pengiriman RKA Dinas ke ya | RKA 10 Menit |Arsip
Sekda




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR SUBTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP \2  Tahw 2020
Tanggal Pembuatan 2¢c Novesber 2020
Tanggal Revisi W Jpoued 2023 .

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana;

2. Menguasai Perencanaan Kesejahteraan Sosial.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar;
2. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
3. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka SKPD tidak dapat mengukur kinerja
program kegiatan.

1. Pada agenda Surat Keluar;
2. Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Sub
Analis
Koordinator
Tahap Kegiatan
. Kepala Dinas Sekretaris Subtansi PRImhOay, Kelengkapan Waktu Qutput .
Evaluasi dan
Program, Outa Pelaporan
dan Evaluasi s
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menelaah surat Sekda perihal penyusunan Agenda Surat 15 menit  |Disposisi
LAKIP dan mendisposisikannya kepada l Mulai : Masuk, lembaran
Sekretaris disposisi dan surat
edaran Sekda
. [Menelaah surat Sekda, disposisi Kadis dan L| Lembaran disposisi| 15 menit |Disposisi
diteruskan ke Sub Bagian Program, Data dan dan surat edaran
Evaluasi Sekda
Kasubag Program, Data dan Evaluasi Lembaran disposisi| 15 menit |Disposisi
menugaskan Analis Perencanaan, Evaluasi dan f—L dan surat edaran
Pelaporan untuk  menghimpun dokumen- Sekda
dokumen pendukung dan menyusun LAKIP
Menghimpun dokumen-dokumen pendukung dan Lembaran disposisi, 10 hari Draft LAKIP
menyusun LAKIP. '_‘ surat edaran Sekda
e dan dokumen-
4 dokumen pendukung
penyusunan LAKIP
Menyampaikan Draft LAKIP untuk dikoreksi Draft LAKIP 1 hari Draft LAKIP
Kasubag Program, Data dan Evaluasi. Apabila )
setuju dilanjutkan kepada Sekretaris dan apabila Ya / Tidak
tidak setuju dikembalikan kepada Analis \
Perencana, Evaluasi dan Pelaporan y
Menyampaikan Draft LAKIP yang telah dikoreksi \ Draft LAKIP 1 hari Draft LAKIP
Kasubag Program, Data dan Evaluasi kepada /\
Sekretaris Dinas Sosial. Apabila  setuju Yo Tidek
dilanjutkan kepada Kepala Dinas dan apabila \/
tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag
Program, Data dan Evaluasi.
. |Penandatanganan LAKIP %[ Draft LAKIP 1 jam LAKIP
Penyerahan LAKIP ke Biro Pemerintahan Setda LAKIP 30 menit |LAKIP
Provinsi NTT. | Selesai }
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 3 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 25 November 2020

Tanggal Revisi I Jatvad 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Administrasi R Tunjangan ASN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode
2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Administrasi Keuangan.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar;
2. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer/Printer;
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pencairan Gaji dan Tunjangan ASN
akan terlambat.

1. Pada agenda Surat Keluar;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
: Bagian
- RO Sagtn Staf Bendahara Kasubag- | Fengguns Kgu Kelengkapan Waktu Output R
Keuangan | Anggaran .
Setda
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11
1 |Menyiapkan Draft SPP/SPM dan SPM 10 menit |SPM
meneruskannya ke bendahara ksl
2 |Memeriksa SPP/SPM, menandatangani dan SPM 10 menit |SPM
meneruskannya ke Kasubag Keuangan
-
3 |Memeriksa SPP/SPM, menandatangani dan tidak /\ ya SPM 10 menit |SPM
meneruskannya ke PA
4 |Memeriksa SPP/SPM, menandatangani dan tidak . SPM 15 menit |SPM
mendisposisi tindaklanjutnya ke bendahara
ya
5 |Membawa SPP/SPM ke bagian Keuangan v SPM 20 menit |SPM
Setda =
1
6 |Proses penerbitan SP2D (pencairan melalui h J, SPM 1jam |[SP2D
bank)
7 |Menerima SP2D sebagai dasar pencairan SP2D 10 menit |SP2D

uang belanja tidak lansung
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 14 Tawen 2020

Tanggal Pembuatan 25  (Novembec Zo2p
Tanggal Revisi W Jaavag 20232

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode
2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Administrasi Keuangan.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Telephone/Faximili;

3. Komputer dan Printer;

4. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tahap ini terlambat dilakukan maka kegiatan akan terlambat dilaksanakan.

1. Pada agenda Surat Keluar;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
. Staf Kasubag. Keuangan| Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output v
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Menyiapkan Draft SPP UP/TU/GU Buku Agenda 5 menit |disposisi
berdasarkan dokumen pendukung yang _)( Mulai I Surat masuk dan
ada lembar disposisi
2 |Memverifikasi SPP UP/TU/GU, menguii disposisi 5 menit |disposisi
kelengkapannya dan menandatangani, )
membuat SPM berdasarkan SPP dan tidak ya
Menyerahkan ke Kadis \/
3 |Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan disposisi 30 menit |Draft surat
SPM dan melakukan pengesahan selaku pengantar
pengguna anggara untuk kemudian ( s ]
diajukan ke Bendahara Daerah yang akan
menerbitkan SP2D




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 15 Tahua 2620
Tanggal Pembuatan 25  Nowember 2020
Tanggal Revisi W Jaquen 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Pendidikan Minimal Sarjana;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi | 2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
Birokrasi 2010-2025; 3. Menguasai Administrasi Keuangan.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode
2018-2022;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
6. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer,;
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan mengganggu pelaksanaan
pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan kegiatan.

1. Pada agenda Surat Keluar;

2. Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Sekretaris Kosubag Bendahara Staf Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output "8
Keuangan
1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 [Memerintahkan Kasubag Keuangan Menyusun disposisi 5 menit |disposisi
Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan l Mulai ;
2 |Menugaskan bendahara untuk membuat laporan disposisi 5menit |disposisi
keuangan semesteran/Tahunan
3 |Mengumpulkan data Pendukung Laporan dan ; disposisi 10 menit  |disposisi
menugaskan staf membuat draf laporan
4 |Membuat Konsep laporan keuangan dan disposisi 30 menit |Konsep laporan
menyerahkan ke bendahara
5 |Menguji kesesuaian laporan keuangan dengan BKU v / \ ek Konsep laporan 20 menit |Konsep laporan
6 |Mengevaluasi laporan keuangan dan menyerahkan ) Konsep laporan 20 menit |Konsep laporan
ke Pengguna anggaran untuk ditandatangani tidak
7 |Menandatangani laporan semester/Tahunan ke ya Konsep laporan 10 menit [Laporan
kepala dinas i




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR SUBTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP

6 Tahen 2020

Tanggal Pembuatan

2¢  November 2020

Tanggal Revisi

I Jdaavad 2023

Tanggal Efektif

Disahkan QOleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; .

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode
2018-2022;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Memahami Sistematika Penyusunan Laporan.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan ini tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu penyampaian Laporan.

Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Analis
A Sub Koordinator
i T Tepwan Sekretaris | Subtansi, Program, sy ot Kelengkapan Waktu Output Iesangas
. evaluasi dan Dinas
Data dan Evaluasi
pelaporan

1 2 4 5 6 T 8 9 10

1. |Menugaskan Sub Koordinator Subtansi Program, Data Agenda Kerja 10 menit  [Disposisi
dan Evaluasi untuk diperbaiki untuk mempersiapkan
konsep laporan Bulanan/Triwulan/Tahunan.

2. |Memerintahkan analis  perencanaan,evaluasi dan Disposisi 10 menit  |Disposisi, nota
pelaporan untuk mengumpulkan bahan penyusunan dinas
laporan Bulanan dari tiap bidang teknis/UPTD dan
menyusun konsep laporan Bulanan/Triwulan/Tahunan.

3. |Mengumpulkan bahan laporan, menyusun konsep laporan J__‘ Disposisi, nota 1 minggu |Bahan laporan,
dan menyampaikan kepada Sub Koordinator Subtansi A dinas konsep laporan
Program, Data dan Evaluasi untuk diperbaiki. Bulanan

4. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju, memaraf dan v Bahan laporan, 1 hari Konsep laporan,
menyampaikan kepada sekretaris. Jika tidak setuju 3 / \ - konsep laporan disposisi
mengembalikan kepada analis perencanaan,evaluasi dan (/ Hiaek Bulanan
pelaporan untuk diperbaiki.

5. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju, memaraf dan Konsep laporan, 2 jam Draf laporan,
menyampaikan kepada kepala dinas/badan. Jika tidak s disposisi disposisi.
setuju mengembalikan kepada Sub Koordinator Subtansi
Program, Data dan Evaluasi untuk diperbaiki untuk ya
diperbaiki

6. |Memeriksa draft laporan. Jika setuju menandatangani dan vidak Draf laporan, 1 jam Laporan, disposisi
menyerahkan kepada sekretaris Jika tidak setuju disposisi.
mengembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki.

7. |Menyerahkan laporan kepada Sub Koordinator Subtansi Laporan, disposisi |10 menit |Laporan, disposisi
Program, Data dan Evaluasi untuk diperbaiki

8. |Menyerahkan laporan kepada analis perencanaan, h 4 Laporan, disposisi |10 menit [Laporan, disposisi
evaluasi dan pelaporan. =

9. |Menggandakan, mendistribusikan, mengarsipkan dan Laporan, disposisi |1 hari Laporan Bulanan

mendokumentasikan Laporan.

Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan, bukti
dokumentasi




Nomor SOP \7  Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 25  Noembec 2020
Tanggal Revisi W Daovas  202%
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh
R imur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL ;s
SEKRETARIAT £149903 1 005
Nama SOP Pelaksanaan Audwdntarnat Sértifikasi 1ISO 9001:2015
e

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,

3. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Strategi Standarisasi Nasional Tahun 2015-2025;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode
2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana;

2. Memahami sistematika penyusunan notulen;

3. Memahami peta proses bisnis Dinas Sosial Provinsi NTT;
4. Memahami regulasi terkait ISO 9001:2015.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar,;

3. SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas;

4. SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.

1. Alat Tulis Kantor,;
2. Komputer/Printer;
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015 tidak dilaksanakan maka
Perangkat Daerah tidak dapat melakukan evaluasi kualitas dan mutu pelayanan
Perangkat Daerah.

Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
. Kasubag
s T Nt Kepala Dinas| Sekretaris | Kepegawaian| TimISO |Lead Auditor| Auditor smrt.l Kelengkapan| Waktu | Output i
dan Umum
1 2 3 4 5 6 z 8 9 10 11 12 13
1 |Menugaskan Sekretaris untuk Mempersiapkan Agenda Kerja | 15 menit | Disposisi
Audit Intemal Sertifikasi ISO 9001:2015
i |
2 |Memerintahkan kepada Kasubag Kepegawaian g Disposisi 15 menit | Disposisi
dan Umum untuk mempersiapkan Rapat PN
Persiapan Audit Internal Sertifikasi ISO
9001:2015
3 |Melaksanakan Rapat Persiapan Audit Internal R Disposisi 1Jam |Pembagian
Sertifikasi ISO 9001:2015 S 'I L_ 4 L Tugas
e = ' i
4 |Menyusun Program Audit Intemnal Sertifikasi ISO I—L- Pembagian 3 Jam |Program
9001:2015 dan menyampaikan kepada Lead Tugas Audit
Auditor Internal
5 |Membuat Jadwal dan Daftar Periksa Audit 5 Program 3 Jam [Jadwal dan
(Check List) Sertifikasi Internal 1SO 9001:2019 . l Audit Internal Daftar
Periksa
6 |Pembukaan Audit Sertifikasi ISO 8001:2015 Jadwaldan | 1Jam |Jadwal dan
dengan menyampaikan agenda pelaksanaan Daftar Daftar
Audit Sertifikasi ISO pada masing-masing Periksa Audit Periksa
Bagian Audit
7 |Audit Sertifikasi sesuai jadwal dan lingkup yang 1 | [Jadwal dan 1 Hari |Hasil Audit
telah ditetapkan Daftar Sementara
Periksa Audit
8 |Rapat Auditor yang dipimpin oleh Lead Auditor Hasil Audit 2 Jam |Hasil Audit
dengan agenda penyampaian temuan oleh 'l Sementara
masing-masing Auditor dan Perumusan Hasil
AUDIT
9 |Penutupan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 Hasil Audit 3 Jam |Hasil Audit,
dengan agenda pemaparan hasil temuan Audit Berita Acara
Sertifikasi ISO 9001:2015 T Tindak
10 |Penyusunan Laporan Audit Internal ISO - Hasil Audit, 1 Hari |Laporan
9001:2015 beserta tindaklanjutnya yang telah Berita Acara Audit
ditandatangani oleh auditor dan auditee dan Tindak Lanjut Internal ISO
menyerahkan kepada Tim 1ISO Hasil Audit 9001:2015
11 |Mengarsipkan dan menyampaikan Laporan Laporan Audit| 5 menit |Laporan Tindak Lanjut
Laporan Audit Internal ISO 9001:2015 Kepada ( Selesai I Internal ISO Audit dengan SOP Rapat
Kepala Dinas S 9001:2015 Internal ISO | Tinjauan
9001:2015 [Manajemen




Nomor SOP |8 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 25 Novemberec 2020

Tanggal Revisi W Jacvas 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh \.:3 T‘n) hgs Sosial

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS SOSIAL j
SEKRETARIAT 4903 1 005

Nama SOP Pelaksanaan R

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Strategi Standarisasi Nasional Tahun 2015-2025;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode
2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana;
2. Memahami sistematika penyusunan notulen;
3. Menguasai tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar,;
3. SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer/Printer;
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Rapat Tinjauan Manajemen tidak dilaksanakan maka Sistem
manajemen Mutu di Dinas Sosial tidak berjalan optimal.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Seluruh Pejabat
No ahap Kegilatal Keterangan
TP Vaglvtin Kepala Dinas| Sekretarls | Kepegawaian P"‘";""’:‘l:::’""' Struktural dan | Notulis | Kelengkapan | Waktu Output s
dan Umum Fungsional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Menugaskan Sekretaris untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
Rapat Tinjauan Manajemen
2 |Memerintahkan kepada Kasubag Kepegawaian Disposisi 15 menit |Disposisi
dan umum untuk mempersiapkan Rapat
Tinjauan Manajemen
3 |Memerintahkan Pejabat Fungsional Umum \ Disposisi 15 menit |Disposisi
Untuk mempersiapkan Undangan, Ruang l LI
Rapat, Materi Rapat, Daftar hadir, LCD dan
Snack
4 |Mempersiapkan Undangan, Ruang Rapat, Disposisi 1jam |Undangan, Materi,
Materi Rapat, Daftar hadir, LCD dan Snack, \ Jadwal dan
menyampaikan undangan kepada peserta rapat agenda Rapat
dan menginformasikan kesiapan rapat Tinjauan
Manajemen kepada Kasubag Kepegawaian dan
Umum
5 |Melaporkan kesiapan pelaksanaan rapat Materi, Jadwal 15 menit |Materi, Jadwal dan
Tinjauan Manajemen Kepada Sekretaris dan agenda agenda Rapat
Rapat
6 |Menyampaikan kesiapan rapat Tinjauan 3 Materi, Jadwal 15 menit |Materi, Jadwal dan
Manajemen kepada Kepala Dinas dan agenda agenda Rapat
Rapat
7 |Memerintahkan untuk melaksanakan rapat Materi, Jadwal 15 menit |Materi, Jadwal dan
sesuai jadwal yang telah ditentukan dan agenda agenda Rapat
Rapat
8 |Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen \ Materi 2 Jam |[Notulen
bersama seluruh pejabat struktural dan pejabat l——ll __‘—-—-bt__t
fungsional yang dipimpin oleh Kepala Dinas, [ J:j L_‘:[ ==
Notulis mencatat seluruh pembahasan dalam
rapat dan menyampaikan Notulen kepada
Kasubag Kepagawaian dan Umum
9 |Menyusun Konsep Rencana Tindak Lanjut dan Notulen 2 Jam |Draft Rencana
menyampaikan kepada Sekretaris untuk Jl__:_' Tindak Lanjut
dikoreksi Tinjauan
Manajemen
10 [Mengoreksi konsep Rencana Tindak Lanjut jika Ya y Draft Rencana 20 menit |Draft Rencana
setuju memaraf dan menyampaikan kepada \‘\ Tidak Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Kepala Dinas untuk ditandatangani, Jika tidak Tinjauan ijaqan
mengembalikan kepada kasubag Kepegawaian Manajemen Manajemen

dan Umum untuk diperbaiki




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Seluruh Pejabat
o Taheg fagian Kepala Dinas| Sekretaris | Kepegawaian | "°"O% """ | Struktural dan | Notulis | Kelengkapan | Waktu ouss | wmeam
mum
dan Umum Fungsional
1 2 - 5 6 7 8 9 10 11 12
11 |Mengoreksi konsep Rencana Tindak lanjut jika Draft Rencana 5 menit |Rencana Tindak
setuju menandatangani dan menyerahkan Tindak Lanjut Lanjut Tinjauan
kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti, Jika Tidak Tinjauan Manajemen
tidak mengembalikan kepada Sekretaris untuk (\ — Manajemen
diperbaiki N
12 |Memerintahkan Kasubag Kepegawaian dan Rencana Tindak | 5 menit |Rencana Tindak
Umum untuk menginformasikan Rencana Lanjut Tinjauan Lanjut Tinjauan
Tindak Lanjut Tinjauaan Manajemen kepada Ya : [_":] Manajemen Manajemen
Seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat T
Fungsional di Dinas Sosial
13 |Menginformasikan Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak | 20 menit |Rencana Tindak |terkait SOP
Tinjauan Manajemen kepada Seluruh Pejabat Lanjut Tinjauan Lanjut Tinjauan Pengarsipan
Struktural dan Pejabat Fungsional di Biro { Selesad ) Manajemen Manajemen Dokumen
Organisasi, mendokumentasikan dan dan Naskah
mengarsipkan Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 13 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 26 November 2020

Tanggal Revisi I danvad 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025,;

2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas tidak dilaksanakan akan berdampak
penelusuran Dokumen/Naskah Dinas.

1. Pada Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana

Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan Kasubag Kepegawaian| Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output Keterangan
dan Umum Umum
1 2 3 4 5 6 £ 8
1. |Memerintahkan Pengadministrasi Dokumen / Naskah 10 menit Dokumen / Naskah
Umum untuk mengarsipkan Dinas Dinas, Disposisi,
Dokumen/Naskah Dinas Mulai Petunjuk
2. |Mengecek Dokumen/Naskah Dinas dan Dokumen / Naskah, 30 menit Dokumen / Naskah, Kode

memberikan Kode pada
Dokumen/Naskah Dinas sesuai jenis
dan pokok urusan, Mencatat pada
Menyimpan dokumen/naskah dinas
pada tempat pengarsipan yang
tersediaa buku agenda/File Arsip dan

Kode Arsip, Agenda,
File Arsip

Arsip, Agenda, File Arsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nomor SOP 20 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 25 Novemnber 2020
Tanggal Revisi | Janvan 2023
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
imur
IP 197006 "!IT" 1005
Nama SOP ljin Undian Gré vgan Pengumpulan Uang dan
atau Barang (U 1_1-_5;1_' 7

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Undian Gratis Berhadiah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Buku Agenda Surat Keluar dan Masuk;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila ijin tidak ada maka tidak melakukan

pengundian/pengumpulan.

penyelenggara dapat

1. Pada Buku Agenda Surat Keluar dan Masuk;
2. Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Mutu Baku

Kepala Bidang

Sub Koordinator

Tahoo Kagtewn Pemberdayaan Kelembagaan Staf Penyelenggara Kap;igllnau Kelengkapan Waktu Output K-
Sosial Sosial dan SDBS
2 3 4 5 6 i 8 9 10 11
Menerima Surat Masuk Permohonan ljin Buku Agenda 5 menit [Surat masuk
Undian dan menugaskan Kasie untuk m Surat masuk dan dan lembar
melakukan pendaftaran online / ofline dan ’ lembar disposisi Disposisi
menyiapkan rekomendasi ijin undian
1
Menerima, menelaah dan menugaskan staf] \]f Surat masuk dan 5 menit |disposisi
untuk bersama-sama penyelenggara lembar Disposisi
melakukan pendaftaran online / ofline serta
mempersiapkan draf rekomendasi ijin undian
Melakukan pendaftaran online / ofline disposisi 10 menit |bukti
bersama penyelenggara dan Membuat draft pendaftaran
rekomendasi ijin undian dan memberikan —>| online dan draf
kepada kasie untuk dikoreksi L rekoemendasi
Menerima, memeriksa, memaraf draft / , bukti pendaftaran | 10 menit |draft
rekomendasi ijin undian dan diberikan m o online dan draf rekomendasi
kepada Kabid. Dikembalikan apabila ada \ rekoemendasi
koreksi l 4
Menerima, memeriksa, dikembalikan apabilal 4 draft rekomendasi| 5 menit |draft
ada koreksi. Apabila setuju memaraf draft \ tidak rekomendasi
rekomendasi ijin undian dan diberikan
kepada Kadis untuk ditandatangani. ya
Menerima, memeriksa, dikembalikan apabila draft rekomendasi| 10 menit |surat
ada koreksi. Apabila setuju menandatangani tidak rekomendasi
rekomendasi ijin undian dan diberikan
kepada staf untuk dikiimkan kepada
penyelenggara. e
Menerima surat rekomendasi ijin undian, dan surat 15 menit |surat
kirimkan ke Kementerian Sosial. rekomendasi rekomendasi

Selesal




Nomor SOP 2\ Tlabun  Zo2e
Tanggal Pembuatan 26 Novembrec 020
Tanggal Revisi W dawas 2023
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL A ;
Nama SOP Pemberian R&kds fbaga Kesejahteraan Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Mampu berkomunikasi dengan baik.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Buku Agenda Surat Keluar dan Masuk;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila rekomendasi LKS terlambat maka akan berdampak pada pelayanan LKS.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk;
2. Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
2 Kepala Bidang Subtansi
s TAniR agieten Penga:’,dr;nl:r;s:rasl Kepa&l’a;i[:‘l‘nas Pemberdayaan | Pemberdayaan Staf Kelengkapan Waktu Output Kasebgen
Sosial Kelembagaan
Sosial dan SDBS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Menerima tembusan surat permohonan ijin Buku Agenda 5 menit Surat masuk
Operasional LKS, meagendakan, memasang i Surat masuk dan lembar
lembar disposisi dan mengajukan kepada Kadis dan lembar Disposisi

disposisi

2 [Menelaah surat dan mendisposisi kepada Kabid Surat masuk 5 menit Surat masuk
untuk ditindaklanjuti l L—L dan lembar dan lembar

Disposisi Disposisi

3 |Menelaah disposisi dan memerintahkan Sub Surat masuk 5 menit Surat masuk
Koordinator untuk memverifikasi kelengkapan dan lembar dan lembar
persyaratan tentang pemberian rekomendasi Disposisi Disposisi
LKS.

4 |Menelaah disposisi dan melakukan verifikasi Surat masuk 10 menit Surat masuk
awal berkas persyaratan, apabila tidak lengkap dan lembar dan lembar
diserahkan kembali kepada pengadministrasi 4 Disposisi Disposisi
umum untuk dikembalikan kepada LKS. tidak PN
selanjutnya memerintahkan pejabat pelaksana \/
untuk melakukan verifikasi lanjutan dan
membuat konsep surat rekomendasi LKS

5 |Melakukan verifikasi berkas persyaratan, Surat masuk 10 menit draft
apabila lengkap membuat konsep surat ya dan lembar rekomendasi
rekomendasi LKS dan diberikan kepada Sub Disposisi LKS
Koordinator

6 |Mengoreksi konsep surat rekomendasi LKS, Y draft 10 menit draft
memaraf apabila tidak ada perbaikan dan ya / \ tidak rekomendasi rekomendasi
diteruskan kepada Kabid. Apabila ada perbaikan LKS LKS
dikembalikan kepada pejabat pelaksana \/

7 |Mengoreksi konsep surat rekomendasi LKS, ya tidak draft 10 menit draft
memaraf apabila tidak ada perbaikan dan rekomendasi rekomendasi
diteruskan kepada Kadis. Apabila ada perbaikan \ / LKS LKS
dikembalikan kepada Sub Koordinator /

8 |Mengoreksi konsep surat rekomendasi LKS. ¥ draft 10 menit surat
menandatangani apabila tidak ada perbaikan \ tidak rekomendasi rekomendasi
dan diteruskan untuk ditindaklanjuti. Apabila LKS LKS
ada perbaikan dikembalikan kepada Kabid.

ya

9 |Mengagendakan, mendistribusikan surat surat 10 menit surat

rekomendasi LKS rekomendasi rekomendasi
(e ) ks ks




Nomor SOP 22 Tanve 2020
Tanggal Pembuatan 2¢  November 220
Tanggal Revisi W Jooves 2023
Tanggal Efektif P
Disahkan Oleh K ais
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama SOP ljin Ziarah }

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan
Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |
periode 2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Buku Agenda Surat Keluar;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak ada persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi maka ziarah tidak dapat
dilakukan.

Pada Buku Agenda Surat Keluar;




. Kepala Bid .
e AR Pembeniaym g K:;;;mm Staf Pelaksana | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keernnen
Sosial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menerima, menelaah surat permohonan izin Buku Agenda Surat 5 menit |disposisi
ziarah dan didisposisikan ke kepala seksi Mulai masuk dan lembar
disposisi
2 |Menerima, mengkaji maksud permohonan dan disposisi S menit |disposisi
memerintahkan staf membuat surat balasan
persetujuan ziarah
e |
3 |Menerima, membuat konsep surat persetujuan ijin i( disposisi 10 menit |Konsep surat ijin
ziarah dan mengkoodinasikan dengan petugas =
penjaga taman makam pahlawan Y,
4 |Menerima draf persetujuan ijin ziarah, memeriksa, v Konsep surat ijin 10 menit  |draft surat ijin
menelaah. Memaraf. Dilanjutkan ke kepala - / tidak
bidang. Dikembalikan apabila ada koreksi \ /
A
5 |Menerima draf persetujuan ijin ziarah, memeriksa, Y draft surat ijin 10 menit  |draft surat ijin
menelaah, memaraf. Dilanjutkan ke kepala dinas. \ tjdak
dikembalikan apabila ada koreksi
ye ———
6 [Menerima draf persetujuan ijin ziarah, memeriksa, Y draft surat ijin 10 menit  |Surat ijin
dikembalikan apabila ada koreksi. Apabila setuju tidak
ditandatangani, diberikan kepada staf untuk
dikirim ke pemohon ijin ziarah. Y ya
7 |Menerima Surat persetujuan ijin ziarah dan Surat ijin 10 menit  [Arsip Surat ijin
meyampaikannya kepada pemohon ijin ziarah




Nomor SOP 22, Tahun 2o20

Tanggal Pembuatan 26 Novemper 2020

Tanggal Revisi I Jawas 2023
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

imur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR / S
DINAS SOSIAL e RAST A E
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL %& NIP. 19700629 99903 1 005
Nama SOP ljin PemakaradnJens faman Makam Pahlawan
N CGART
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : “EJ

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- | 1. Pendidikan Minimal SLTA,
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan | 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
Tanda Kehormatan;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan
Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor;

2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Buku Agenda Surat Keluar;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak ada surat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi maka pemakaman | Pada Buku Agenda Surat Keluar;
tidak dapat dilakukan di TMP.




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Kepala Bidang
Pemberdayaan
Sosial

Sub Koordinator
K2KS

Staf Pelaksana

Penjaga Makam

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

P

4

5

6

8

10

11

Menerima, menelaah surat permohonan ijin
pemakaman jenazah beserta bukti tanda jasa
dan didisposisikan ke kepala seksi

Buku Agenda
Surat masuk dan
lembar disposisi

5 menit

disposisi

Menerima, memeriksa, mengkaji maksud
permochonan ijin dan memerintahkan staf untuk
membuat surat ijin pemakaman

disposisi

5 menit

persiapan surat
ijin

Menerima, membuat konsep surat ijin
pemakaman dan berkoodinasi dengan petugas
penjaga taman makam pahlawan

persiapan surat ijin

5 menit

draft surat ijin

Menerima draf ijin pemakaman, memeriksa,
menelaah, memaraf. Dilanjutkan ke kepala
bidang. Dikembalikan apabila ada koreksi

tidak

w
h

draft surat ijin

15 menit

draft surat ijin

Menerima draf ijin pemakaman, memeriksa
menelaah, memaraf. Dilanjutkan ke kepala
dinas. dikembalikan apabila ada koreksi

tidak

draft surat ijin

15 menit

draft surat ijin

Menerima draf ijin pemakaman , memeriksa,
dikembalikan apabila ada koreksi. Apabila
setuju ditandatangani, diberikan kepada staf
untuk dikirim ke pemohon ijin pemakaman.
Memerintahkan kepala seksi berkoordinasi
dengan petugas penjaga taman makam
pahlawan dan pihak keluarga untuk penentuan
tempat / blok pemakaman.

tidak

ya

draft surat ijin

5 menit

Surat ljin

Menerima surat ijin pemakaman dan
disampaikan ke pihak keluarga/lembaga untuk
melihat lokasi/blok pemakaman. Membantu
proses pemakaman di lokasi hingga selesai

Surat ljin

3jam

proses
pemakaman




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nomor SOP 24  Tdwn 2020

| Tanggal Pembuatan

2¢ November 2020

Tanggal Revisi W Janvae 20232

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |

periode 2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang

perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA,;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Buku Agenda Surat Keluar,
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Kegiatan dilaksanakan sesuai pedoman dari pusat.

Pada Buku Agenda Surat Masuk;




Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Bidang | g}, Koordinator Kepala Dinas |  Panitia Keterangan
anm K3KS Staf Sosial Peovinal Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Menerima, menelaah surat Pedoman Buku Agenda Surat 5 menit |disposisi
Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan dari ( Mulat } masuk dan lembar
Kementerian Sosial, memerintahkan Sub disposisi
Koordinator untuk mempersiapkan SK
kananitiaan

2 |Menerima, memeriksa, mengkaji jenis kegiatan disposisi 20 menit |konsep SK
yang akan dilaksanakan dan memerintahkan staf t—
untuk membuat draft SK kepanitiaan

3 |Menerima dan membuat draft SK Kepanitiaan Konsep SK 20 menit |Draft SK
dan dilanjutkan ke Sub Koordinator untuk di
koreksi : ,L

4 |Menerima draf SK, memeriksa, menelaah. " / tidak Draft SK 20 menit |Draft SK
Dilanjutkan ke kepala bidang. Dikembalikan Y
apabila ada koreksi

5 |Menerima draf SK, memeriksa dan menelaah. Draft SK 20 menit |Draft SK
Dilanjutkan ke kepala dinas. dikembalikan apabila tidak
ada koreksi

6 |Menerima draf SK, memeriksa, dikembalikan [y Draft SK 10 menit |Surat undangan
apabila ada koreksi. apabila setuju diberikan elektronik
kepada staf untuk dilanjutkan ke sekretariat dak ya
daerah dan Gubemur untuk ditandatangani. -

Setelah SK ditandatangani, panitia melakukan
rapat persiapan tingkat provinsi.

7 |Melakukan rapat persiapan untuk pembagian Surat undangan 60 menit |Jadwal Kegiatan
tugas pelaksanaan kegiatan, membuat surat 2 elektronik dan undangan
undangan kepada peserta upacara. l I

8 |Menerima surat undangan, mencetak dan Jadwal Kegiatan dan 2 jam Undagan tersebar
distribusikan kepada peserta upacara undangan

9 |Pelaksanaan Upacara peringatan Hari Pahlawan. Undagan tersebar 60 menit |Kegitan berjalan

Pelaporan dan dokumetasi kegiatan.

Selesal




P
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N, g
NN, P

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nomor SOP 25 w2020

Tanggal Pembuatan 25 November 2020

Tanggal Revisi W Jdanvas 2023

Tanggal Efektif ;

Disahkan Oleh S
(3 > SIS0 ur

e

M&& bs. m.
YP. 19700629/899903 1 005

Nama SOP Penyuluhan Sos{ ":'H'“"'

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyuluhan Sosial.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal D-lI;

Fungsional Penyuluh;

Menguasai prosedur pelaksana kegiatan;
Menguasai materi penyuluhan;

Mampu berkomunikasi dengan baik.

R 50

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Komputer dan Printer;

3. Sound sistem;

4. Kendaraan roda 2 dan 4.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kabupaten/kota belum siap maka kegiatan dialihkan ke Kabupaten lain.

Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidang o
No. Tahap Kegiatan i Keterangan
RReS Pemberdayaan Staf Kosdiostor | Bepaia D s TIM Penyuluh | Kelengkapan Waktu Output 9
subtansi Sosial
Sosial
Penyuluhan
1 2 3 < 5 6 7 8 9 10 11
1 |Menugaskan sub koordinator subtansi Agenda rapat 16 menit Jadwal kegiatan
penyuluhan untuk persiapan
pelaksanaan penyuluhan keliling m
2 |Mengirimkan surat pemberitahuan dokumen 1 hari dokumen
tentang peserta, waktu dan
pelaksanaan kegiatan kepada
kabupaten/kota
3 |Menerima daftar peserta dari dokumen 1 minggu dokumen
kabupaten/Kota dan melaporkan ;l
kepada Kepala Dinas | [
4 |Memerintahkan kepala bidang segera disposisi, 15 menit agenda rapat,
melakukan persiapan rapat dokumen dokumen
pemantapan pelaksanaan kegiatan . I
5 |Menerima perintah, melakukan rapat : disposisi, 30 menit persiapan
persiapan. Mengirimkan surat _—_)IZI: dokumen narasumber
pemberitahuan kepada Narasumber 2:
6 |Tim Menuju lokasi dan melaksanakan dokumentasi dan 3 hari dokumentasi dan

kegiatan

pelaporan

pelaporan




-

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 26 Tahu 2020
Tanggal Pembuatan 26 Novegber 2020
Tanggal Revisi W Jaovan 2023
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Penerbitan g

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il

periode 2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang

perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-lII;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan,;
2. SOP Pengelolaan Absen Online.

1. Alat tulis kantor;
2. Buku agenda surat keluar;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Surat Perintah Tugas tidak diterbitkan maka perjalanan dinas tidak dapat
dibiayai oleh negara.

1. Pada agenda surat keluar;
2. Disimpan dalam softcopy dan hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
NO. Tahap Kegiatan : Kasubag | oo ceiola : -
Kepala Bidang | Kepegawaian K ; Sekretaris | Kepala Dinas| Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
epegawaian
dan umum

1 |Kasubag kepum menerima Nota Dinas usulan perjalanan Buku agenda |15 menit |Buku agenda
dinas dari Kepala bidang

2 |Menerima Nota Dinas Usulan perjalanan Dinas yang sudah v Buku agenda, |5 menit Buku agenda,
didisposisi oleh kepal dinas . dokumen dokumen

3 |Membuat Surat Perintah Tugas sesuai isi Nota Dinas yang Lembar 5 menit Lembar
telah didisposisi oleh pimpinan, Memberikan penomoran disposisi, disposisi,
pada lembar Surat Perintah Tugas dan lembar SPPD - Dokumen Dokumen
kemudian mencetak SPT dan SPPD dan Mengajukan Surat
Perintah Tugas dan SPPD untuk diparaf oleh Sekretaris

4 |Memaraf Surat Perintah Tugas dan lembar SPPD dan Lembar 5 menit Lembar
mengajukannya kepada Kepala Dinas 3 disposisi, disposisi,

Dokumen Dokumen

5 [Menerima dan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan ! Dokumen 20 menit  |Dokumen
lembar SPPD dan meneruskannya kepada pengelola
kepegawaian

6 |[Menerima Surat Perintah Tugas dan SPPD yang telah Buku agenda, |5 menit Buku agenda,
ditandatangani oleh Kepala Dinas, Mengarsipkan Surat ‘ dokumen dokumen
Perintah Tugas dan SPPD dimaksud dan Mendistribusikan i
kepada penerima tugas, kepada Operator Absen Online, Seles
dan kepada Sub Bagian Keuangan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nomor SOP 27 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan 2¢  Noveeber 2020
Tanggal Revisi I damap 2023
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Peng

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Sosial Repubik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Buku Agenda Surat Keluar;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Calon Pahlawan Nasional harus benar-benar sesuai persyaratan.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk;
2. Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Bidang Sub Keterangan
Pemberdayaan Koordinator Staf Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Sosial KZKS Sosial

1 2 3 - 5 6 7 8 9 10

1 |Menerima, menelaah surat usulan calon Buku Agenda 5 menit  |disposisi
pahlawan nasional dari organisasi g Surat masuk dan
masyarakat/instansi/lembaga. Didisposiskan @ lembar disposisi
kepada kepala seksi untuk melakukan
pemeriksaaan dokumen.

2 |Menerima, memeriksa, mengkaji usulan calon disposisi 30 menit  |disposisi
pahlawan nasional dan memerintahkan staf
untuk memeriksa dan membuat surat pengantar
ke Gubernur Cqg. Biro Pemerintahan Setda Prov.

NTT T

3 |Menerima dan membuat draft surat pengantar disposisi S menit |Draft surat
usulan calon pahlawan nasional. | _m pengantar

4 |Menerima draf surat pengantar, memeriksa, ya ; Draft surat 10 menit  |Draft surat

: : S tidak
menelaah, memaraf. Dikembalikan apabila ada pengantar pengantar
koreksi. Dilanjutkan ke kepala bidang. /

5 |Menerima draf surat pengantar, memeriksa, . Draft surat 10 menit  |Draft surat
menelaah, memaraf. dikembalikan apabila ada tidak pengantar pengantar
koreksi. Dilanjutkan ke kepala dinas.

6 |Menerima draf surat pengantar, memeriksa. | ya Draft SK 10 menit |Surat pengantar
dikembalikan apabila ada koreksi. apabila setuju
ditandatangan diberikan kepada staf untuk
dikirim ke Gubernur Cq. Biro Pemerintahan tidak
uuntuk ditindaklanjuti oleh Badan Pembina \

Pahlawan
ya

7 |Menerima rumusan hasil seminar Badan ; Seminar 1 minggu |usulan
Pembina Pahlawan | I

8 |Mengirimkan usulan calon pahlawan nasional usulan 30 menit |Bukti terima surat

ke Kementerian Sosial




Nomor SOP 28 Tohun Jo2o

Tanggal Pembuatan 26 Nwenoes 2020

Tanggal Revisi U Jawap 2023
Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama SOP Peng

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- | 1. Pendidikan Minimal SLTA;
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan | 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
Tanda Kehormatan;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor;

2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Buku Agenda Surat Keluar;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak ada pengantar dari Dinas Sosial Provinsi maka satya lencana tidak | 1. Pada Buku Agenda Surat Masuk;
dapat diusulkan. 2. Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
5 Kepala Bidang Sub
No. Tahap Kegiatan Keterangan
En. Pemberdayaan | Koordinator Staf K"’sa‘:s?;;"" Kelengkapan | Waktu | Output L
Sosial K2KS

1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10

1 |Menerima, menelaah surat usulan calon Buku Agenda 5 menit |disposisi
penerima satyalancana kebaktian sosial dari Surat masuk
organisasi, kelompok, individu, [ Mulal I dan lembar
masyarakat/instansi/lembaga. Didisposisikan disposisi
kepada Sub Koordinator untuk diperiksa.

2 |Menerima, memeriksa, mengkaji usulan calon disposisi 20 menit |konsep SK
penerima SLKS dan memerintahkan staf untuk
memeriksa dan membuat surat pengantar ke
Gubemur Cq. Biro Pemerintahan Setda Prov.

NTT

3 |Menerima, memeriksa dan membuat draft surat Konsep SK 20 menit |Draft SK
pengantar usulan calon penerim SLKS

4 |Menerima draf surat pengantar, memeriksa, ok Draft SK 20 menit |Draft SK
menelaah, memaraf. Dikembalikan apabila ada i tida
koreksi. Dilanjutkan ke kepala bidang.

5 |Menerima draf surat pengantar, memeriksa, ) Draft SK 20 menit |Draft SK
menelaah, memaraf. dikembalikan apabila ada tidak
koreksi. Dilanjutkan ke kepala dinas.

6 |Menerima draf surat pengantar, memeriksa, | va Draft SK 10 menit |Surat
dikembalikan apabila ada koreksi. apabila setuju undangan
ditandatangani dan diberikan kepada staf untuk idak elektronik
dikirim ke Gubernur Cq. Biro Pemerintahan (tim 2
penilai provinsi)

ya

7 |Menerima surat pengantar beserta persyaratan | Surat undangan | 60 menit |Jadwal
dan mengirimkannya. elektronik Kegiatan dan

undangan




Nomor SOP 29 “whun 2020
Tanggal Pembuatan 25 November 2020
Tanggal Revisi W Jawaé 2023
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL TAS
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL N P. 197006 202 'Q
Nama SOP Pengusulan Wﬁ’ erdekaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1964  Tentang Pemberian | 1. Pendidikan Minimal Sarjana;
Penghargaan/Tunjangan  kepada  Perintis  Pergerakan  Kebangsaan/ | 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
Kemerdekaan; ‘

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor;

2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Buku Agenda Surat Keluar;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Pengusulan calon perintis Kemerdekaan berdasarkan kriteria dan aturan yang |1. Pada Buku Agenda Surat Masuk;
berlaku. 2. Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Bidang T Sub s i Remmngs
Pemberdayaan | Koordinator Staf Dinas Kelengkapan Waktu Qutput n
Sosial K2KS Sosial
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10
1 |Menerima, menelaah surat usulan calon Buku Agenda Surat 5 menit |disposisi
perintis kemerdekaan dari Dinas Sosial [ ik } masuk dan lembar
Kab/Kota. Didisposiskan kepada kepala seksi disposisi
untuk diperiksa.
2 |Menerima, memeriksa, mengkaji usulan calon disposisi 5 menit |disposisi
perintis kemerdekaan dan memerintahkan
staf untuk memeriksa dan membuat surat
pengantar ke Kementerian Sosial
3 |Menerima, memeriksa dan membuat draft disposisi 30 menit  |Draft surat
surat pengantar usulan calon perintis pengantar
kemerdekaan
4 |Menerima draf surat pengantar, memeriksa, . Draft surat 10 menit  |Draft surat
; . . ya tidak
menelaah, memaraf. Dikembalikan apabila pengantar pengantar
ada koreksi. Dilanjutkan ke kepala bidang. /
5 [Menerima draf surat pengantar, memeriksa, i Draft surat 10 menit  |Draft surat
menelaah, memaraf. dikembalikan apabila dak pengantar pengantar
ada koreksi. Dilanjutkan ke kepala dinas.
ya
6 (Menerima draf surat pengantar, memeriksa, L Draft SK 10 menit  |Surat
dikembalikan apabila ada koreksi. apabila tidak pengantar
setuju ditandatangani dan diberikan kepada
staf untuk dikirim ke Kementerian Sosial
7 |Menerima surat pengantar beserta ya |Surat pengantar 1 jam Seminar
persyaratan dan mengirimkannya. l b 'l<




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Nomor SOP 26 Tahwn 2020

Tanggal Pembuatan 25 Novemge<  Zozo
Tanggal Revisi W Jawad 2022
Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh

Dasar Hukum :

Nama SOP Kelompok Us rsa
AN i
Kualifikasi Pelaksana : N ENGGARE 7
-"q-____'/

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar;
3. Telepon/Faximil;

4. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
tidak tepat sasaran.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i i Keterangan
iy Kepala Dinas | Kabid PFM | Kepala Seksi P:;’;:::;a Kelengkapan Waktu Output "

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menerima Proposal Kelompok Usaha Bersama dan menugaskan Proposal 5 Menit Proposal dan
kabid PFM untuk menindaklanjuti permohonan pengajuanH —t| Mulai ' Disposisi
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2 |Kabid Menugaskan kapala seksi untuk memeriksa Proposal 15 Menit Dokumen
berkas/kelengkapan  administrasi permohonan  pengajuan | '
proposal KUBE

3 |Kepala seksi menugaskan pejabat pelaksana untuk Menyiapkan Agenda Kerja 5 Menit Dokumen
data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan daerah asal| H
permohonan pengajuan proposal KUBE [ [

4 |Pejabat pelaksana mengidentifikasi dan memastikan nama KPM| Agenda Kerja 30 Menit Dokumen dan
dalam proposal KUBE telah terdaftar dalam DTKS, apabila tidak ¥ Peralatan
terdaftar maka proposal dikembalikan ke Kelompok Usaha Tidak / pendukung
Bersama (KUBE) untuk melakukan perbaikan pergantian KPM. \

Apabila Setuju Menginput hasil verifikasi proposal calon penerima Ya
bansos KUBE dan menyerahkan ke kepala seksi

5 |Kepala seksi membuat draf sk penetapan bansos kube dan| Agenda Kerja 15 Menit Dokumen
menyerahkan draf sk penetapan penerima bansos kube ke kabid Jf I

6 |Kabid mencermati dan mengoreksi draf SK penetapan bansosw Tidak Agenda Kerja 5 Menit Dokumen
kube, apabila setuju akan dilanjutkan ke Kadis apabila tidak /\
setuju maka di kembaliken ke kepala seksi untuk di perbaiki ,\ /_

Ya

7 |Kadis mencermati dan mengoreksi draf SK penetapan bansos Tidak Agenda Kerja 1 hari kerja  |Dokumen Draf
kube, apabila setuju akan dilanjutkan ke Biro Hukum apabila tidak SK Penetapan
setuju maka di kembalikan ke Kabid untuk di perbaiki /‘ Bansos KUBE

Ya

8 |Menerima draft SK dan dilanjutkan ke Biro Hukum untuk diprosesr Dokumen SK 1 hari kerja  |Dokumen SK

lebih lanjut Penetapan Bansos Penetapan
Kube Bansos Kube




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Nomor SOP 2\ Tahva 220 ——_
Tanggal Pembuatan 26 Nowmﬁﬁx PELORES 2
Tanggal Revisi I

aamﬁﬂus\""p
Tanggal Efektif /i /

Disahkan Oleh

Nama SOP

Penangananmm Perkotaan dan Perdesaan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahateraan Sosial,

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFM) dan
Orang Tidak Mampu (OTM);

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar;

3. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar;
3. Telepon/Faximil;

4. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengolahan data Penanganan Fakir Miskin Perkotaan/Perdesaan tidak berjalan
sesuai dengan tahapan dan mekanisme kerja, maka akan mempengaruhi pelaksanaan
Bantuan Sosial bagi masyarakat tidak mampu.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




-~

Pelaksana Mutu Baku
i Sub Koordinator Output
No. Tahap Kegiatan j Ket.
i Kabid PFM Penanganan FM P:f::::;a Sekretaris ':;:::: Kelengkapan | Waktu
Perkotaan/Perdesaan

1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11

1 |Kabid menugaskan Sub Koordinator untuk memilah Data TerpaduH Agenda Kerja | 1 Jam kerja |Agenda Kerja
Kesejahteraan Sosial FM Perkotaan/Perdesaan ( Mulai }

2 |Sub Koordinator FM Perkotaan/Perdesaan menelaah arahan pimpinan, Agenda Kerja | 1 Jam kerja | Dokumen dan
menugaskan pelaksana untuk melakukan pemilahan Data Terpadu f:l Peralatan
Kesejahteraan Sosial FM Perkotaan/Perdesaan pendukung

3 |Data Terpadu Kesejahteraan Sosial FM Perkotaan/Perdesaan Agenda Kerja | 1 Jam kerja | Dokumen
melakukan pembahasan Sub Koordinator bersama dengan Kabid dan 4

4 |Sub Koordinator FM Perkotaan/Perdesaan melakukan penyempurnaan l Agenda Kerja | 1 Jam kerja |Dokumen
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jika Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial telah diperbaiki maka diajukan ke Kabid untuk di| ’I
koraksi

5 |Kabid mengoreksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial FM Tidak Agenda Kerja | 2 Jam kerja |Dokumen
Perkotaan/Perdesaan. Jika setuju maka ajukan ke Kadis melalui
Sekdis .JIka tidak setuju maka dikembalikan ke Kasi untuk dikoreksi.

Ya

6 [Sekdin memeriksa kembali kualitas Data Terpadu Kesejahteraan ’ ; Agenda Kerja | 2 Jam kerja |Dokumen
Sosial FM Perkotaan/Perdesaan. jika setuju maka meneruskan Tidak }\ Ya
kepada Kadis. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk|
diperbaiki '

7 |Kadis Memeriksa dan Mengoreksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Agenda Kerja | 2 Jam kerja |Dokumen
FM Perkotaan/Perdesaan. Jika setuju maka ditandatangan dan di
tetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial FM Tidak
Perkotaan/Perdesaan. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk
dikoreksi. Ya

8 |Data Terpadu Kesejahteraan Sosial FM Perkotaan siap di gunakan ! Agenda Kerja | 30 hari kerja|Dokumen

Seies_ai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Nomeor SOP 22 Tdwe 2020

Tanggal Pembuatan 25  Novembred 2020

Tanggal Revisi \

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahateraan Sosial;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFM) dan
Orang Tidak Mampu (OTM);

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar;

3. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar;
3. Telepon/Faximil;

4. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengelolaan SOP penanganan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil
dan perbatasan antar negara tidak berjalan sesuai dengan tahapan dan mekanisme
kerja maka akan mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat tidak
mampu.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

Kabid

Kepala Seksi

Pejabat Pelaksana

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

5

7

9

10

Menerima permohonan Proposal KUBE dan
menugaskan kabid untuk menindaklanjuti

Proposal

5 Menit

Dokumen

Kabid Menugaskan kapala seksi untuk
memeriksa berkas/kelengkapan administrasi
permohonan pengajuan proposal KUBE

Proposal

15 Menit

Dokumen

Kepala seksi menugaskan pejabat pelaksana
untuk Menyiapkan data terpadu kesejahteraan
sosial berdasarkan daerah asal permohonan
pengajuan proposal KUBE

i

Agenda Kerja

5 Menit

Dokumen

Pejabat pelaksana mengidentifikasi dan
memastikan nama KPM dalam proposal KUBE
telah terdaftar dalam DTKS, apabila tidak
terdaftar maka proposal dikembalikan ke
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk
melakukan perbaikan pergantian KPM dan
apabila terdaftar maka pejabat pelaksana
Menginput hasil verifikasi proposal calon
penerima bansos kube dan menyerahkan ke
kepala seksi

Agenda Kerja

20 Menit

Dokumen

kepala seksi membuat draf sk penetapan
bansos kube dan menyerahkan draf sk
penetapan penerima bansos kube ke kabid

[
fed

Agenda Kerja

20 Menit

Dokumen dan
Peralatan
pendukung

kabid mencermati dan mengoreksi draf SK
penetapan bansos kube, apabila setuju akan
dilanjutkan ke Kadis apabila tidak setuju maka di
kembalikan ke kepala seksi untuk di perbaiki

Tidak

Agenda Kerja

5 Menit

Dokumen

Kadis mencermati dan mengoreksi draf SK
penetapan bansos kube, apabila setuju
diteruskan ke pejabat pelaksana untuk
diteruskan ke Biro Hukum dan apabila tidak
setuju maka di kembalikan ke kepala Bidang
untuk di perbaiki

Y §

Agenda Kerja

1 hari kerja

Dokumen Draf SK
Penetapan
Bansos KUBE

Menerima draft SK dan dilanjutkan ke Biro
Hukum untuk diproses lebih lanjut

| Selesai '

Agenda Kerja

1 hari kerja

Dokumen Draf SK
Penetapan
Bansos KUBE




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Nomor SOP 22  Tahue 2020

Tanggal Pembuatan 25  Novembper 2e2o

Tanggal Revisi W Janvan 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP du Kesejahteraan Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFM) dan
Orang Tidak Mampu (OTM);

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengelolaan SOP ini tidak dilaksanakan maka penyaluran Bantuan Sosial
secara keseluruhan tidak tepat sasaran.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
NO. Tahap Kegiatan Sub Koordninator Pejabat
Kepala Dinas Kabid PFM Subtansi PFM Poldbdana Sekretaris Kelengkapan| Waktu Output Keterangan
Perkotaan/Perdesaan
1 |Kadis menugaskan kabid untuk menindaklanjuti > Agenda Kerja |5 menit Dokumen
pengelolaan DTKS
2 |Kebid menugaskan pejabat pelaksana untuk ¥ Agenda Kerja |5 menit Dokumen dan
menyiapkan DTKS . peralatan
L pendukung
3 |Pejabat pelaksana menyerahkan DTKS ke Kabid Agenda Kerja {10 menit |Dokumen
4 |Kabid menugaskan Sub Koordinator PFM ¢ Agenda Kerja |7 hari kerja | Dokumen
Perdesaan/Perkotaan untuk memilah DTKS E ]___.I_'___|
sesuai kebutuhan Sub Koordinator
5 |Kabid, Sub Koordinator dan Pejabat pelaksana 1 Agenda Kerja |1 hari kerja |Dokumen
melakukan pembahasan DTKS E:—’l :L:—_E
6 |Sub Koordinator melalukan penyempurnaan ; Agenda Kerja |1 hari kerja | Dokumen
DTKS. Jika DTKS telah diperbaiki maka diajukan
ke Kabid untuk dikoreksi
7 |Kabid mencermati dan mengoreksi DTKS. Apabila tidak Agenda Kerja |2 hari kerja | Dokumen
setuju akan dilanjutkan ke Sekretaris Dinas dan \
apabila tidak setuju maka dikembalikan ke Sub “
Koordinator untuk diperbaiki -
8 |Sekretaris Dinas mencermati dan mengoreksi Agenda Kerja |2 hari kerja | Dokumen
DTKS apabila setuju akan dilanjutkan ke Kepala ik ya
Dinas dan apabila tidak maka dikembalikan ke
Kabid untuk diperbaiki
9 |Kepala Dinas mencermati dan mengoreksi DTKS, |— : Agenda Kerja |2 hari kerja | Dokumen
apabila setuju maka ditetapkan sebagai DTKS tidak
sebagai dasar untuk proses Bantuan Sosial di 4
Provinsi NTT apabila tidak setuju maka : /
dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki ya
10 |DTKS siap digunakan Dokumen 1 hari kerja | Dokumen




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Nomor SOP 24 Tahw~ 2o2e

Tanggal Pembuatan 25 Movemier 2020

Tanggal Revisi "

Jahb-m 2e23=
Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
Periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang
Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SMA;

2. Menguasai berbagai jenis disabilitas dan alat bantu penyandang disabilitas;
3. Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Penyandang Disabilitas;
4. Menguasai peraturan tentang Bantuan Sosial Barang.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar;
3. SOP Pemberian Bantuan Sosial Alat Bantu Penyandang Disabilitas.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Bila pemeriksaan persediaan alat bantu disabilitas tidak dilaksanakan sesuai SOP
maka akan menimbulkan ketidakpastian persediaan alat bantu penyandang
disabilitas.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar;
2. Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
Substansi
No. Tahap Kegiatan et
o v Kepala Bidang Re::?;?" Kelengkapan Waktu Output s
Penyandang
Disabilitas
1 2 3 4 6 - 8 9
1 |Menerima penyerahan Alat Bantu Berita Acara Penyerahan Barang 30 Menit Disposisi Kepala Bidang pada
penyandang Disabilitas dari Kepala Dinas| berupa alat bantu penyandang Berita Acara Penyerahan
selaku Pengguna Anggaran dengan Berita l mulai ' disabilitas Barang berupa alat bantu
Acara. penyandang disabilitas
2 |Menerima dan mencatat kedalam Buku Disposisi Kepala Bidang pada 2 Jam Catatan tentang Barang berupa
Register Alat Bantu penyandang Disabilitas. Berita Acara Penyerahan Barang alat bantu penyandang
berupa alat bantu penyandang disabilitas
disabilitas
3 |Menyimpan dan menyalurkan Alat Bantu Catatan tentang Barang berupa 1 Tahun Buku Register Pengeluaran
penyandang Disabilitas kepada penerima alat bantu penyandang disabilitas Barang Alat Bantu Penyandang
manfaat Disabilitas
4 |Berdasarkan laporan pendistribusian Alat Buku Register Pengeluaran 2 Jam Rekap Pengeluaran Barang
Bantu penyandang Disabilitas, Sub Barang Alat Bantu Penyandang Alat Bantu Penyandang
Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Disabilitas
Penyandang Disabilitas melakukan opname
fisik barang setiap bulan
5 [Melaporkan hasil opname fisik Alat Bantu Buku Register Pengeluaran 30 Menit Rekap Pengeluaran Barang

penyandang Disabilitas ke Kepala Bidang

Selesai

Barang Alat Bantu Penyandang
Disabilitas

Alat Bantu Penyandang
Disabilitas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Nomor SOP 26 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan 25 November 2ozo

Tanggal Revisi W Jawad 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri
Pengangkatan Anak;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l

7. Periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

8. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

9. Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sosial Rl Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan

1. Pendidikan minimal D-lll Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial;

2. Menguasai peraturan yang berlaku.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penangahan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar;
3. Telepon/Faximil;

4. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia tidak dijalankan
sesuai dengan ketentuan, maka akan menghambat proses pengangkatan anak
sekaligus cacat prosedur.

1. Pada buku agenda surat masuk dan keluar,;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Kepala Bidang Sub Koordinator Keterangan
Kepala Dinas 2 Substansi Rehsos Staf Kelengkapan Waktu Output
Rehabilitasi Sosial ik daee | e
2 3 4 5 [ 7 8 9 10
Menerima surat permohonan pengangkatan Buku tamu 10 menit Disposisi
anak, mendisposisi dan memberikan m
petunjuk kepada Kepala Bidang terkait
—
Menerima disposisi surat dan Disposisi dan Dokumen 15 menit Disposisi dan
menindaklanjuti sesuai arahan Dokumen
Mengkaji dan menelaah surat dan Catatan laporan 1 jam Laporan
dokumen permohonan pengangkatan anak
sesuai ketentuan. Jika memenuhi syarat| )
akan dilanjutkan dengan mengeluarkan \
surat pengasuhan sementara. Namun jika Twiak / Lic
tidak memenuhi syarat ada yang masih \\/
kurang, maka akan dinformasikan kembali
ke Dinas Sosial Kab/Kota asal
Membuat SK ljin Pengasuhan Sementara Dokumen permehonan 1 minggu Dokumen permohonan
(6 bulan). Dilakukan Home Visit ke Il pengasukan anak pengasukan anak
Apabila COTA melalaikan kewajibannya I |
maka ijin pengasuhan akan dicabut —
Melaksanakan Sidang TIM PIPA. Apabila Dana yang dibutuhkan, 1 hari Berita Acara, Foto
anggota Tim PIPA menyetujui, maka Dinas Surat Undangan, Dokumentasi
Sosial mengeluarkan Rekomendasi Dokumen permohonan Kegiatan,
ditujukan ke Pengadilan Negeri. Jika tidak [: AT pengasukan anak Rekomendasi Hasil
disetujui dikembalikan ke Dinsos Kab/Kota Sidang dan Laporan
secara tertulis
Mengeluarkan Surat Rekomendasi Sidang Berita Acara dan Laporan 1 Jam Surat Rekomendasi

Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada
pengadilan tinggi bagi berkas yang sudah
diapprove dalam Sidang Tim PIPA.

Sidang Pengangkatan
Anak




c Nomor SOP 26 Tahen 2020
Tanggal Pembuatan 25 Novempec 2020
Tanggal Revisi It Daavaci 2023
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL NP8
Nama SOP Pengangkatarsg X alftAdopsi Khusus (Private
A :
doption) @

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri
Pengangkatan Anak;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
Periode 2018-2022;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan

1. Pendidikan minimal D-lll Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial;

2. Menguasai peraturan yang berlaku.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar,
3. Telepon/Faximil;

4. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Pengangkatan Anak melalui Adopsi Khusus (Private Adoption) tidak
dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka akan menghambat proses
pengangkatan anak sekaligus cacat prosedur.

1. Pada buku agenda surat masuk dan keluar,;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana

Mutu Baku

Tahap Kegiatan

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Sub Koordinator
Substansi Rehsos
Anak dan Lansia

Staf

Kelengkapan

Waktu

Qutput

2

3

4

5

7

9

Menerima surat permohonan
pengangkatan anak melalui Pekerja Sosial,
menelaah, mendisposisi dan memberikan
petunjuk kepada Kepala Bidang terkait

Buku agenda surat masuk

dan lembar disposisi

30 menit

Surat masuk dan
Disposisi

Menerima disposisi surat dan
menindaklanjuti sesuai arahan

Disposisi

30 menit

Disposisi

Mengkaji dan menelaah surat dan|
dokumen permohonan pengangkatan anak
sesuai ketentuan. Jika memenuhi syarat
akan dilanjutkan dengan mengeluarkan|
surat pengasuhan sementara. Namun jika
tidak memenuhi syarat ada yang masih|
kurang, maka akan diinformasikan kembali
ke Pekerja Sosial

Disposisi

1jam

Disposisi dan surat
keluar

Membuat SK ljin Pengasuhan Sementara
(6 bulan). Dilakukan Home Visit ke Il
Apabila COTA melalaikan kewajibannya
maka ijin pengasuhan akan dicabut

Dokumen permohonan
pengasukan anak

1 jam

SK Pengasuhan
Sementara (6 bulan)

Menelaah laporan perkembangan anak,
jika selama pengasuhan sementara COTA
melaksanaka kewajiban dan tumbuh
kembang Anak baik maka dapat diberikan
Rekomendasi pengangkatan anak di
Pengadilan dengan catatan orang tua
kandung dari anak angkat hadir dalam
sidang Pengadilan

Laporan

1 hari

Laporan dan Arsip

Mengeluarkan Surat Rekomendasi Sidang
Pengangkatan Anak yang ditujukan
kepada pengadilan tinggi

Selassl

Dokumen permohonan
pengasukan anak dan
Laporan Home Visit ||

1 Jam

Surat Rekomendasi
Sidang Pengangkatan
Anak




Nomor SOP 27 Tohw 2020
Tanggal Pembuatan 25 November 2020
Tanggal Revisi W Janvad 2023
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
Nama SOP Pengangka
Parent

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri

PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan
Pengangkatan Anak;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022;

7. Peraturan Gubernur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-lll Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial;
2. Menguasai peraturan yang berlaku.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar;
3. Telepon/Faximil;

4. Komputer dan Printer.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal/Single Parent tidak | 1. Pada buku agenda surat masuk dan surat keluar;
dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka akan menghambat proses | 2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.

pengangkatan anak sekaligus cacat prosedur.




No.

Pelaksana

Mutu Baku

Tahap Kegiatan

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Sub Koordinator
Substansi Rehsos
Anak dan Lansia

2

3

4

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

5

7

8

]

10

Menerima surat permohonan
pengangkatan anak oleh orang tua tunggal|
melalui Pekerja  Sosial, menelaah,
mendisposisi dan memberikan petunjuk
kepada Kepala Bidang terkait

Buku tamu

10 menit

Disposisi

Menerima disposisi surat dan
menindaklanjuti sesuai arahan

Disposisi

1jam

Disposisi

Mengkaji dan menelaah surat dan
dokumen permohonan pengangkatan anak
sesuai ketentuan. Jika memenuhi syarat
akan dilanjutkan dengan mengeluarkan
surat pengasuhan sementara. Namun jika
tidak memenuhi syarat ada yang masih
kurang, maka akan diinformasikan kembali
ke Pekerja Sosial

Catatan laporan

1 jam

Laporan

Membuat SK ljin Pengasuhan Sementara
(6 bulan). Dilakukan Home Visit ke Il
Apabila COTA melalaikan kewajibannya
maka ijin pengasuhan akan dicabut

Dokumen permohonan
pengasukan anak

1 jam

SK Pengasuhan
Sementara

Mengeluarkan Rekomendasi Kepala Dinas
Provinsi untuk dikiim beserta dokumenJ
pengangkatan anak kepada Tim PIPA
Pusat di Kementerian Sosial RI.

Selesai

Surat Rekomendasi
dan Dokumen
pengangkatan anak

1 jam

Surat Rekomendasi
dan Dokumen
pengangkatan anak




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Nomor SOP 28 Tohee 2020
Tanggal Pembuatan 25  Noember 2020
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah,;

6. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022,;

8. Peraturan Gubernur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

10. Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-lll Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial;
2. Menguasai peraturan yang berlaku.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

3. Telepon/Faximil;

4. Komputer dan Printer.

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar;

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tahapan ini tidak segera dilakukan maka tidak ada pergantian penerima
bantuan pengganti.

1. Pada buku agenda surat masuk dan keluar;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No.

Pelaksana

Mutu Baku

Tahap Kegiatan

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Sub Koordinator
Substansi Rehsos|
Anak dan Lansia

Staf

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

3

4

7

9

10

Menerima surat rekomendasi pergantian
penerima bantuan dari Dinas Sosial
Kabupaten/Kota, memeriksa, menelaah
dan mendisposisi ke Kepala Bidang untuk|
ditindaklanjuti

‘Mulai

Surat Masuk

1 jam

Disposisi

Menerima disposisi surat rekomendasi
pergantian penerima bantuan dari Dinasi
Sosial Kabupaten/Kota, memeriksa,
menelaah dan mendisposisi ke Sub
Koordinator Substansi Rehsos Anak dan
Lansia untuk ditindaklanjuti

Surat Masuk

1 jam

Disposisi

Menerima, memeriksa, menelaah dan
memerintahkan staf untuk segera merekap
usulan dari Kabupaten/Kota dan membuat
surat pengantar ke Kementerian Sosial Rl

Disposisi

5 menit

Disposisi

Menerima, merekap usulan pergantian
penerima bantuan lanjut usia. Membuat
surat pengantar dan diajukan ke Kepala*
Seksi untuk dikoreksi

Tidak

Disposisi

10 menit

Surat pengantar

Menerima hasil rekapan dan surat
pengantar, mengoreksi, memeriksa.
Apabila setuju memaraf dan dilanjutkan ke
Kepala Dinas. Apabila tidak setuju
dikembalikan

Tidak

Surat Pengantar

5 menit

Draft surat pengantar

Menerima hasil rekapan dan surat
pengantar, mengoreksi, memeriksa.
Apabila setuju memaraf dan dilanjutkan ke
Kepala Dinas. Apabila tidak setuju|
dikembalikan

Tidak

Ya

Draft surat pengantar

5 menit

Draft surat pengantar

Menerima hasil rekapan dan surat
pengantar, mengoreksi, memeriksa.
Apabila setuju menantanganinya dan
menyerahkan kepada staf. Apabila tidak
setuju dikembalikan

Ya

Ya

Draft surat pengantar

5 menit

Surat pengantar

Menerima surat pengantar, usulan dan
segera dikiimkan ke Kementerian Sosial
Rl

Surat Pengantar

5 menit

Surat pengantar




L

PEMERINTAH PROVINS\I;'NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Nomor SOP 20 Tahw 2020

Tanggal Pembuatan 25 MNovember dole

Tanggal Revisi I Jowwar Jeo@z..

Tanggal Efektif ‘

Disahkan Oleh S ala
/ i NG T Timur
- “s |
ONARREL Ko,

G29/199903 1 005
Nama SOP Penanganan Wargg ;’ an Korban Tindak Kekerasan
dari Titik Debark

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah
Perlindungan dan Trauma Center;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 103/HUK/2007 tentang Pendirian
Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;,
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang
7. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke
Daerah Asal;

Peraturan Gubemur NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

10.

11.

1. Pendidikan Minimal D-lII;

2. Menguasai Tata Cara Pelaksanaan Pemulangan Korban Kekerasan dan Warga Negara
Indonesia Migran Bermasalah Sosial,

3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.  SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar,;
3. Telepon/Faximil;

4. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka warga negara migran korban tindak kekerasan tidak
bisa di pulangkan ke Daerah asal dan akan timbul masalah baru.

1. Pada buku agenda surat masuk dan keluar,
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
Tahap Kegiatan Sosial Tuna Sosial, Ket
una
Kepala Dinas Kepala Bidang s sbeone Staf Kelengkapan Waktu Output
Napza dan Korban
Migran
2 3 4 5 (] 7 8 9 10
Berdasarkan surat atau laporan masyarakat, menelaah dan Surat Masuk 15 Menit Disposisi Surat
mendisposisikan / menugaskan kepala bidang untuk Masuk
Menelaah dan menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas dan| Disposisi Surat Masuk 15 Menit Disposisi Surat
menugaskan Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Kepala Dinas hmmpﬁ
Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Migran I '_'l Bidang
untuk melakukan koordinasi ?
Melakukan koordinasi  dengan Dinas Sosial Disposisi Surat Masuk 3 hari Laporan hasil
Provinsi/Kabupaten/Kota asal dan Dinas Sosial w9 | Kepala Bidang koordinasi
Provinsi/Kabupaten/Kota tujuan | et
Menjemput dan mengantar kiien ke Rumah Perlindungan Laporan hasil koordinasi, 8 hari Klien tiba di RPTC,
dan Trauma Center (RPTC) untuk ditampung sementara| kendaraan, Klien, Laporan Hasil
sebelum dipulangkan ke Daerah asal, melakukan| Instrumen dan buku Assesment, Draf
Registrasi, Assesment, rencana penanganan dan Register, Laporan Hasil Surat Keluar
melakukan penanganan di RPTC dan membuat Draf surat Ej Assesment
pemberitahuan yang ditujukan kepada Dinas Sosial
Provinsi/Kabupaten/Kota asaltujuan perihal pemulangan
klien
Paraf dan tanda tangan atasan Draf Surat Keluar 30 Menit Surat Keluar
T o e T g P
Persiapan administrasi pemulangan kiien berupa : berita Surat Keluar 1 hari Surat-Surat,
acara, hasil case record, surat tugas dan SPPD untuk kiien Dokumentasi Klien,
dan pendamping J I Berita Acara dan
L Foto-foto
Pemulangan klien ke Provinsi/Kabupaten/Kota asaltujuan Surat-Surat, 1 hari Laporan Hasil
Dokumentasi Klien, Pemulangan
Selesal Berita Acara dan Foto-




AN P

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Nomor SOP 40 Tohun 2Zo20

Tanggal Pembuatan 25 Noveenbec 2020

Tanggal Revisi N Jaovas 2023
Tanggal Efektif P N
Disahkan Oleh ~ Kepala Ditas
Timur
\ -NIP. T9700629-#99903 1 005
Nama SOP Bantuan Sosﬁf’ﬂg{Bantu nyandang Disabilitas
N\ Vogark Eg

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana : it

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |
Periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur,

8.. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang
Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SMA;
2. Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Penyandang Disabilitas;
3. Menguasai Peraturan tentang Hibah Bantuan Sosial Daerah.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar,
3. SOP Opname Persediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Buku Agenda surat Masuk, Surat Keluar,;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Harus Dilaksanakan Sesuai
Standar Operasional Prosedur agar sasaran penerimanya tepat.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Disimpan Dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
No. T tan Pemohon Substansi K
i it (Penyandang | Kepala Dinas | MePela 0RO | ponabiitasi Sosial staf Kelengkapan Waktu Output -
Disabilitas) Penyandang
Disabilitas
1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11
1 |Surat permohonan bantuan Alat Bantu Surat permohonan dan 15 Menit Surat permohonan dan
Penyandang Disabilitas persyaratannya persyaratannya
2 |Menelaah dan mendisposisi kepada Kepala l Surat permohonan alat 5 Menit Surat permohonan alat bantu
Bidang Rehabilitasi Sosial bantu penyandang penyandang disabilitas yang
disabilitas sudah di Disposisi
3 |Kepala Bidang memerintahkan kepada Sub | Surat permohonan alat 5 Menit Disposisi Kepala Bidang
Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial bantu penyandang
Penyandang Disabilitas melakukan proses disabilitas yang sudah di
lebih lanjut Disposisi
4 |Verifikasi kelengkapan Administrasi Disposisi pimpinan, data 7 Hari Catatan verifikasi
pengajuan bantuan Alat Bantu Penyandang Tidak / \ Ya pemohon dan
Disabilitas kelengkapan administrasi
\ pemohon serta instrumen
ifikasi
5 |Membuat Berita Acara Serah Terima Alat | Catatan verifikasi dan 1 Jam Draf Berita Acara Penyerahan
Bantu Penyandang Disabilitas / persyaratan yang sudah Barang kepada Pemohon
Tidak dilengkapi kembali
6 |Paraf Berita Acara Serah Terima Alat Bantu Draf Berita Acara 1 Jam Berita Acara Penyerahan
Penyandang Disabilitas s Ya Penyerahan Barang Barang yang sudah diparaf
> |' kepada Pemohon
7 |Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Berita Acara Penyerahan 5 menit Berita Acara Penyerahan
Barang Barang yang sudah Barang yang sudah
e & diparaf ditandatangani pemohon.
8 |Penyerahan Barang. Berita Acara Penyerahan 1 hari Penyerahan Barang
Barang yang sudah
i it ditandatangani pemohon.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP 41 Tohun 2020

Tanggal Pembuatan 26 Novergec 2470
Tanggal Revisi W Dacvas 2023

Tanggal Efektif e

Disahkan Oleh

Nama SOP

Penyediaan da Q

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
Penanggulangan Bencana;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi
Korban Bencana;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

tentang

1. Pendidikan minimal SLTA,;
2. Diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.  SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;

3. Komputer dan Printer,;
4. Gudang Bencana.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP penyediaan sandang tidak dijalankan sesuai ketentuan, maka akan
mengganggu pelayanan bagi korban bencana.

1. Pada buku logistik;

2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




dan menyerahkannya kepada korban bencana
serta membuat laporan penyaluran logistik
bencana

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidang | Sub Koordinator
- —— s Kepala Dinas | Perfindungan dan | Subtansi PSKBS staf Kelengkapan Waktu Output e
it Jaminan Sosial dan PSKBA
2 3 5 [} 7 [] 9 10 11 12
. |Berdasarkan alokasi anggaran penyediaan Dokumen Pelaksanaan 3 Hari Harga Perkiraan
logistik bencana bagi korban bencana, PPK| Anggaran (DPA) Sendiri (HPS)
|menyusun rencana kebutuhan dan
penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ( Milel ]
dan membuat surat pemberitahuan kepada ;
pejabat pengadaan untuk proses pengadaan.
Pejabat pengadaan melakukan proses Harga Perkiraan Sendiri 20 Hari Logistik bencana
pengadaan barang sesuai jenis, volume dan (HPS)
Tidak
. |Pemeriksaan oleh PPK dan serah terima Berita Acara 3 Jam Logistik bencana
barang dari Penyedia kepada PPK <\ Pmksm;hnBema
Acara Serah Terima
/ Barang
. |Serah terima barang dari Pejabat Pembuat Va Berita Acara Serah 1 Jam Logistik bencana
Komitmen (PPK) kepada Kepala Dinas selaku 550 Terima Barang
Pengguna Anggaran (PA) i
. |Serah terima barang dari Kepala Dinas selaku Berita Acara Serah 1 Jam Logistik bencana
Pengguna Anggaran (PA) kepada Kepala s | Tackne Berwrg
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan| | I
Sub Koordinator subtansi
PSKBS atau PSKBA untuk melakukan
Ihvmwhaélowkbum
. |Melakukan pendataan korban bencana, Data Korban Bencana 2 Hari Logistik bencana
identifikasi kebutuhan logistik dan | e |
menugaskan staf untuk melakukan
|pencatatan ke buku inventaris barang dan
menyimpannya di gudang logistik bencana
. |Distribusi logistik bencana ke lokasi bencana Logistik bencana 1 Hari Laporan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP 42 Tahwn 2020

Tanggal Pembuatan 25  November 2070
Tanggal Revisi W Jasvad 2023
Tanggal Efektif e

Disahkan Oleh

IP. 197006 @

Nama SOP Penanm dan Sosial

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap
Il periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;

2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan
khusus bagi kelompok rentan;

3. Bisa bekerja sama dengan tim dengan penuh tanggung jawab.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar;
3. SOP Penerbitan Surat Perintah Tugas.

1. Alat Tulis Kantor,
2. Komputer dan Printer;

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila penanganan korban bencana alam dan sosial tidak berjalan, maka
pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat tidak dapat berjalan sesuai
dengan standar pelayanan publik..

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Sub Koordinator
L Subtansi
No. Taha iatan Keterangan
. Kepala Dinas Kepala Bidang Perlindungan Staf Kelengkapan Waktu Output i
Sosial Korban
Bencana Sosial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menerima, menelaah laporan/informasi dari Data/Informasi 15 Menit Data dan Informasi
masyarakat/media cetak/online/kepolisian/pemerintah
tentang  kejadian bencana  alam/sosial  dan ! Mulai |
memerintahkan Kepala Bidang untuk menindaklanjuti

2. |Berkoordinasi dengan para pihak untuk penanganan Petunjuk dan arahan 10 Menit Dokumen Laporan
bencana

3. |[Meninjau lokasi bencana dan evakuasi korban Surat perintah 10 Menit Dokumen Laporan
bencana H

4. |Melakukan pendataan korban bencana dan identifikasi ] Koordinasi Lintas 3 Hari Pelaksanaan sesuai
kebutuhan logistik, Menyalurkan logistic bencana dan Sektor, Tempat tupoksi, tenggap
menangani korban bencana di lokasi bencana bersama I_ __I penampungan terhadap korban
petugas Perlinsos dan melaporkan pelaksanaan bencana
penanganan bencana kepada Kepala Dinas

5 Laporan 1 Hari Dokumen

Menerima laporan pelaksanaan penanganan bencanaw
kepada atasan




Nomor SOP 42 Tamo 2o20
Tanggal Pembuatan 26 Noemoee 2020
Tanggal Revisi W\ Janvaa 2023
Tanggal Efektif
Disahkan QOleh
mur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Gt 948 E_,: 03 1 005
Nama SOP Penanganan Bara ersediaan Logistik Bencana
. é?luw—ww-f*';ff’*
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang | 1. Pendidikan minimal SLTA;
Kesejahteraan Sosial; 2. Mampu mengoperasikan komputer;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi | 3. Memahami sistem manajemen barang persediaan logistik kebencanaan.
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap
Il periode 2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : ‘
1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor; '
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer dan Printer; ‘
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, akan mengakibatkan ketidak pastian | Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.
pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana serta menurunnya kualitas
implementasi tugas dan fungsi perlindungan sosial.




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan ¢ Sub Koordinator Keterangan
Petugas Logistik | Kabid Linjamsos Subtansi PSKBA Staf PSKBA Kelengkapan Waktu Output
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Melakukan perkiraan dan pemetaan kebutuhan| Konsep, Survei lokasi |1 Hari Berkas data
logistik bencana, Menganalisis kondisi dan dan berkas opsik
jumiah logistik bencana pada gudang Kab/Kota @
dan melakukan perkiraan dan pemetaan .
kebutuhan logistik bencana dasar laporan Opsik
Kab/Kota
Membuat permohonan persediaan logistik 1 Berkas data 30 menit Berkas data
Mengirim surat permohonan persediaan logistik, Berkas data Menyesuaikan Berkas data
Penerimaan persediaan logistik #:;::—:#:
Pendataan bantuan logistik yang masuk, | Konsep, Gudang Menyesuaikan Berkas data, Penataan
Penataan barang persediaan logistik bencana, Logistik barang sesuai jenis
Menerima permohonan logistik Kab/Kota,
Rincian pengiriman persediaan
Mengalokasikan pengiriman logistik f Berkas data 30 menit Berkas data
Berita acara menyalurkan ke gedung logistik " Berita acara 30 menit Berita acara
bencana I:.:_I mendistribusikan barang
Menyalurkan ke Korban bencana, Menyiapkan ¥ Perintah 1-2 hari Berkas data, Perintah
personil dan sarana transportasi, Melakukan| dan berkas kegiatan
pendistribusian logistik, |
—
Melakukan pendataan dan pelaporan keluar| 4 Laporan kegiatan 1-2 jam Perintah dan berkas
masuk logistik +> kegiatan
Pelaporan dan pengarsipan berkas Laporan kegiatan 15 menit Berkas data




Nomor SOP A4 whun 2020
Tanggal Pembuatan 25  Novemper 2020
Tanggal Revisi i\ Janvas 2023
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS SOSIAL

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nama SOP Penyediaan Top

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi
Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap
Il periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Memahami sistem dan mekanisme penanganan bencana.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.  SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila penanganan kepada para pengungsi tidak sesuai dengan tahapan akan
berdampak pada evektifitas penanganan dan bantuan bagi para korban.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Sub Koordinator | Staf PSKBA/Petugas Keterangan
Kepala Dinas Kabid Linjamsos Subtansl PSKBA Perll Kelengkapan Waktu Output
2 3 L] -] [} 7 8 9 10
. ||dentifikasi dan pengkajian resiko dan kebutuhan bantuan penanganan DIPA dan TOR 15 menit Memo
| Mulai | pengkajian resiko dan
. kebutuhan bantuan
e
Menerima penugasan dari Kadis untuk analisis resiko kejadian bencana Memo Kepala Kadis 2 jam Lembar Disposisi
PSKBA melakukan identifikasi dan pengkajian bantuan penanganan =
bencana
. |[Membuat draft SK Tim pelaksana identifikasi dan pengkajian resiko dan Disposisi Kadis, DIPA 1 hari SK Tim pelaksana
|bantuan kebencanaan dan TOR identifikasi identifikasi pengkajian
| e pengkajian resiko dan resiko dan bantuan
kebutuhan bantuan kebencanaan
penanganan bencana
. |Membuat draft identifikasi dan pengkajian bantuan kebencanaan SK Tim pelaksana 1 hari Draft identifikasi
 Fpae :] identifikasi pengkajian pengkajian resiko dan
g resiko dan bantuan bantuan penanganan
kebencanaan bencana
Analisis data kebencanaan Draft rencana identifikasi 1 Jam Draft identifikasi
Tidak resiko dan pengkajian pengkajian resiko dan
/\ bantuan kebencanaan bantuan penanganan
bencana yang sudah
A 4 diperiksa dan paraf
Ya Kasie
. |Menentukan kebijakan Mitigasi Draft identifikasi resiko 2 jam Draft identifikasi
Tickak dan pengkajian bantuan pengkajian resiko dan
\ penanganan bencana bantuan penanganan
bencana yang sudah
v diperiksa dan paraf
Ya Kabid
. |Implementasi kebijakan Draft rencana 15 menit Rencana pengarahan
r'l pengarahan Perlinsos Perlinsos dan Tagana
o dan Tagana dalam dalam kegiatan Mitigasi
kegi Mitigasi dan I
. |Pendirian Shelter, Dapur Umum Lapangan dan Evaluasi Tenda/peralatan tempat disesuaikan masa | Tersedianya tempat
pengungsian, Peralatan tanggap darurat  |pengungsian yang aman
DU berupa kompor nyaman dan
manual, mobil DU dan bermartabat,
Cj Permakanan, Logistik Terpenuhinya kebutuhan
Selusn} |bencana dasar berupa




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil
Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-llI;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Buku Agenda Surat.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila data tidak lengkap maka akan ditunda atau tidak dapat diproses SK tugas
belajar atau ijin belajar.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan i .| Kasubbag 2
Bt i Kepegawaian BKD Oiaeiwe Kepala Dinas | Kelengkapan| Waktu Output Keterangan
Umum Dinas
dan Umum
Menerima permohonan ijin belajar/tugas Buku agenda |15 menit |Buku agenda

belajar dari ASN yang akan melakukan ljin
belajar/tugas belajar dan Menginformasikan
secara lisan dan tertulis kepada ASN yang
bersangkutan tentang syarat-syarat ljin
belajar/tugas belajar dan membuat nota
permintaan berkas kepada ASN yang
mengusulkan ijin belajar/tugas belajar

-

Menerima berkas ljin belajar/tugas belajar dan ¥ Dokumen 5 menit Dokumen
melakukan verifikasi berkas, jika memenuhi /
syarat akan diproses lebih lanjut dan jika tidak Tidak
dikembalikan untuk diperbaiki

Ya
Membuat surat rekomendasi Kepala Dinas Draft Surat 5 menit Surat
tentang persetujuan ljin belajar/Tugas belajar ror— ¥ Rekomendasi Rekomendasi
ASN I. "
Menerima surat rekomendasi yang telah Surat 20 menit  |Surat
ditandantangani oleh kepala Dinas dan Rekomendasi Rekomendasi

menyertakannya dalam kelengkapan berkas
ASN calon ljin belajar/tugas belajar dan
selanjutnya membuat usulan ljin belajar/tugas
belajar ASN ke BKD untuk diproses




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

4, Tahon Zo23

Tanggal Pembuatan

I Danvan 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

A

2
3.
4

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan
(DUK);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-lII;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.
2

SOP Penanganan Surat Masuk;
SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat tulis kantor;

2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak adanya suatu daftar yang memuat
nama-nama ASN yang tersusun menurut tingkat kepangkatannya, serta tidak
adanya bahan obyektif dalam pembinaan karir ASN.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




NO.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubbag
Kepegawian
dan Umum

Pengadministrasi

Umum

Sekretaris
Dinas

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
memberikan petunjuk dan menugaskan
Pengadministrasi Umum untuk menyiapkan
Daftar Urut Kepangkatan ASN

Buku agenda

15 menit

Buku agenda

Menghimpun data untuk pembuatan nominatif,
membuat rekapitulasi sesuai urutan
kepangkatan, menginput data tersebut
kedalam format Daftar Urut Kepangkatan ASN
dan mencetak DUK untuk selanjutnya dikoreksi
oleh Kepala Sub Bagian Kepum dan sekretaris

Buku agenda,
dokumen

5 menit

Buku agenda,
dokumen

Mengoreksi Daftar Urut Kepangkatan ASN,
apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk
diperbaiki dan apabila setuju maka memaraf
dan melanjutkan ke Sekretaris

Tidak

il

Ya

Dokumen

5 menit

Dokumen

Mengoreksi Daftar Urut Kepangkatan ASN,
apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk
diperbaiki dan apabila setuju maka memaraf
dan melanjutkan ke Kepala Dinas

Tidak

Dokumen

5 menit

Dokumen

Mengoreksi Daftar Urut Kepangkatan ASN,
apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk
diperbaiki dan apabila setuju maka
Menantangani dan menyerahkannya kepada
staf

Tidak

Dokumen

20 menit

Dokumen

Menerima Daftar Urut Kepangkatan ASN yang
telah ditandatangani Kepala Dinas,
mengarsipkan dan mengirimkannya ke Badan
Kepegawaian Daerah

4

Sclssi

DUK ASN dan
Surat
pengantar

15 menit

DUK ASN
dan Surat
pengantar




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 47 oo 2022
Tanggal Pembuatan N daovas 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025,

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-lll;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Buku Agenda Surat.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan kerusakan dan
kehilangan data-data dan informasi-informasi penting.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




NO.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

ASN Pemohon

Arsiparis

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Membuat surat permintaan dokumen yang dibutuhkan dan
diserahkan kepada arsiparais

G

Dokumen

2 menit

Dokumen

Arsiparis menerima surat permintaan dan menulis permintaan
tersebut ke dalam agenda pinjam dokumen, mencari dokumen
sesuai permintaan dokumen berdasarkan label/penomoran
yang telah diberikan dan mencatat ke dalam buku agenda
pinjam dokumen, memberi kartu kontrol pinjam dokumen,
memilah kelas dokumen sesuai dengan kelas dokumen bebas
akses dan kelas dokumen akses terbatas, selanjutnya
menyerahkan dokumen kepada pemohon

Buku agenda, lembar
disposisi, dkoumen

15 men

it

Buku agenda, lembar
disposisi, dkoumen

Pemohon menerima dokumen dan menandatangani kolom
keterangan pinjam pada buku agenda dokumen keluar

Dokumen

5 menit

Dokumen




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

Ag  Tohon 2022

Jacvan

Tanggal Pembuatan A

202%

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Pengusulan

Agiibuatan Kard
GGARF /

AP - =

-

ri / Kartu Suami

\&M

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-ll;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar, pengurusan pencairan pensiun
akan terlambat.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Aparatur Sipil
Negara (ASN)

Fungsional
Umum

Kasubbag
Kepegawaian
dan Umum

Sekretaris
Dinas

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Mengajukan permohonan pengurusan
Karis/Karsu dengan melampirkan berkas
persyaratan

Dokumen

5 Menit

Dokumen

Menerima kelengkapan berkas pengusulan
pengurusan Karis/Karsu, melakukan verifikasi
berkas, jika berkas telah memenuhi syarat,
maka membuat surat pengantar usulan ke
BKD, jika berkas belum lengkap maka
dikembalikan kepada ASN yang
bersangkutan

Ya

Agenda surat
masuk,
Dokumen

5 Menit

Data
Kepegawaia,
Dokumen

Mengoreksi draft surat usulan pengurusan
Karis/Karsu. Apabila setuju memaraf dan
melanjutkan kepada Sekretaris. Apabila tidak
setuju dikembalikan

Tidak

dokumen

20 menit

dokumen

Mengoreksi draft surat usulan pengurusan
Karis/Karsu. Apabila setuju memaraf dan
melanjutkan kepada Kepala Dinas. Apabila
tidak setuju dikembalikan

Tidak

&
h

dokumen

20 menit

dokumen

Mengoreksi draft surat usulan pengurusan
Karis/Karsu. Apabila setuju
menantanganginya. Apabila tidak setuju
dikembalikan

Tidak

£
N

Ya

Dokumen

20 menit

Dokumen

Menerima surat pengusulan pengurusan
Karis/Karsu yang sudah ditandatangani oleh
Kepala Dinas dan mengirimkan beserta
berkas pendukungnya ke BKD Provinsi NTT
untuk diproses selanjutnya

G=)

Dokumen

20 menit

Dokumen




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 49  Towr 2023

Tanggal Pembuatan W Datvas 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4, Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan
peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-III;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengajuan Cuti Aparatur Sipil Negara;
2. SOP Penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.
3. Scanner dan Finger Print.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar, disiplin jam keluar masuk ASN
menjadi tidak terkontrol.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubbag
Kepegawian dan
Umum

Admin Absen
Online

Sekretaris Dinas

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan admin untuk melakukan Agenda surat 15 menit Agenda surat
rekapan atas kehadiran ASN berdasarkan bukti masuk, Dokumen masuk, Dokumen
printout dan manual ‘ Mulai l

Admin menerima disposisi kasubag Agenda surat 1 Hari Agenda surat
kepegawaian dan umum dan menindaklanjuti, masuk, masuk, Dokumen
Menghimpun surat keterangan sakit, surat Dokumen, surat

keterangan ijin, surat keterangan ijin terlambat, keterangan sakit,

surat keterangan ijin pulang awal, serta surat | keterangan ijin,

perintah tugas dari ASN yang tidak melakukan keterangan ijin

sidik jari pada mesin absen online, Mengunduh terlambat,

surat keterangan tidak melakukan sidik jari pada keterangan ijin

mesin absen online pada apliikasi e-absensi, pulang awal,

Mencetak absen online setiap bulan sebagai serta surat

dasar pelaporan dan membuat laporan perintah tugas

kehadiran ASN

Menerima laporan kehadiran ASN dan data 15 menit data

memberikan paraf 3 kepegawaian kepegawaian
Menerima laporan kehadiran ASN dan Draft laporan 1 jam laporan kehadiran
menandatanganinya ! kehadiran ASN ASN

Menerima laporan yang telah ditanda tangani laporan kehadiran|2 jam laporan kehadiran

kepala dinas untuk dikirim ke badan keuangan
daerah, badan kepegawain daerah dan
Mengarsipkan.

ASN

ASN




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP SO Tohwn
| Tanggal Pembuatan W Ofnues
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Pengelolaan A

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

2
3.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan
peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-IlI;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.
2.

SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan;
SOP Pelaporan Absen Online.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.
3. Scanner.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar, kehadiran ASN tidak terdata
dengan baik.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
: Kasubbag
No. Tahap Kegiatan
o Kepala Dinas | Sekretaris | Kepegawaian Adr:i:“ﬁ :sen Kelengkapan Waktu Output Keterangan
dan Umum

1 |Menerima surat pemberitahuan dari Agenda surat |15 menit Agenda surat
Diskominfo terkait pemberlakuan absen ¥ masuk, masuk,
online menggunakan mesin sidik jari dan DMutwi Dokumen Dokumen
memerintah Sekretaris untuk
menindaklanjuti

2 |Menerima disposisi dan menugaskan data 15 menit data
Kasubag Kepegawaian dan Umum untuk . kepegawaian kepegawaian
menindaklajuti pengelolan absen online

3 |Kasubag kepum memerintah Admin data 15 menit data
absen online untuk menyiapkan data dan 3 kepegawaian kepegawaian
membuat surat pengantar ke Dinas
Kominfo untuk diproses selanjutnya

4 |Kasubag Kepum menginformasikan data 15 menit data
kepada seluruh ASN terkait pelaksanaan ; kepegawaian kepegawaian
rekam sidik jari yang dilaksanakan oleh
Admin Absen Online

5 |Kasubag kepegawaian dan umum Dokumen 1 jam Dokumen
menginformasikan kepada Dinas Kominfo
terkait pelaksanaan rekam sidik jari —
dilakukan sehingga mesin absen online Selesai
dapat digunakan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP Gl Tohon 2023

Tanggal Pembuatan L danwsd

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Qleh

Nama SOP Penomeran K

si Barapgd Milik Negara

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

S

1.
2.
3.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-llI;
2. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penatausahaan dan Inventarisasi.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka ketersediaan Barang Milik Negara tidak
diketahui secara fisik.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
NO. Tahap Kegiatan Pengelola | Kasubbag Sekretaris 3
Barang Kepegawian BKD Dinas Kepala Dinas| Badan Aset | Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Daerah dan Umum
1 |Menerima buku daftar kodefikasi barang dari Buku daftar 15 menit  |Buku daftar
badan Aset dan mempelajari mekanisme kodefikasi kodefikasi
kodefikasi barang
2 |Membuat pemilahan jenis barang yang ada di Buku agenda, (15 menit |Buku agenda,
Dinas untuk dapat diberi kodefikasi barang dokumen dokumen
milik daerah dan mencata dalam buku jaga
3 |Memberi label / kodefikasi pada barang milik Lembar label |5 menit Lembar label
daerah yang sesuai dengan daftar kodefikasi kodefikasi kodefikasi
dan jenis barang
4 |Mencatat barang milik daerah yang telah Buku agenda, |15 menit |Buku agenda,
diberi label ke dalam daftar inventaris barang dokumen dokumen
milik daerah
5 |Membuat laporan dan menyampaiakan secara y Dokumen 20 menit  |Dokumen
berjenjang tentang kondisi barang / aset pada
Dinas Sosial Provinsi NTT




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
' DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP G2 Tahun 2023

Tanggal Pembuatan N Jatvan 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
5
3.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-lI;
2. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penomeran Kodefikasi Barang Milik Negara.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka pertanggung jawaban
aset menjadi tidak terkontrol.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
NO. Tahap Kegiatan Penyimpan Pemeriksa
Barang Barang Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 |Menerima dokumen pengadaan barang yaitu : Buku daftar 15 menit Daftar
1. SPK/Kontrak kodefikasi Pengadaan
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa -+
Barang
2 |Setelah menerima dokumen pengadaan, Penyimpan Barang 5 Buku agenda, |15 menit Daftar
mencocokkan dokumen dengan hasil pengadaan dokumen Pengadaan
3 |Mencatat jumlah dan jenis barang yang diterima ke dalam agenda BAST Barang 5 menit Daftar
barang masuk Pengadaan
4 |Barang yang telah sesuai dengan dokumen SPK/Kontrak, diterima : BAST Barang 15 menit Daftar
Pengadaan
5 |Menandatangani pernyataan bahwa barang telah diterima baik dan Dokumen 20 menit Dokumen
sesuai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 2  Tahun

2023

Tanggal Pembuatan W Jawaa

2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penilaian Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II
periode 2018-2022;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-llI;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penomeran Kodefikasi Barang Milik Negara.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka akan berdampak pada
kualitas pelaporan barang.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
: Pengelola Kasubbag : -
o THOND N Barang Kepegawian BKD Sek_retans Kepala Dinas B""'T‘“ S Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Dinas Bidang
Daerah dan Umum
1 |Menyiapkan buku agenda iventaris barang : Buku daftar 15 menit |Buku daftar
milik dareah Mulai kodefikasi kodefikasi
2 |Mengumpulkan data/dockumen pengadaan . Buku Inventaris{15 menit  |Daftar
barang dan Pengadaan
Pengadaan Barang
3 |Melakukan pencatatan barang ke dalam : Buku agenda, |20 menit |Buku agenda,
a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah dokumen dokumen
b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan
dan Proses Daftar Pengadaan Barang 30
menit KIB, KIR
dan Bl Mesin
c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Gedung
dan Bangunan
d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D. Jalan,
Irigasi
dan Jaringan
e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E. Aset
Tetap Lainnya
f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F.
Konstruksi
Dalam Pengerjaan
g. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
h. Buku Inventaris (BI)
4 |Menerima barang inventaris beserta Buku agenda, [15 menit |Buku agenda,
dokumennya yang dibiyayi dari Dana APBD dokumen dokumen
|
5 |Pemberian kode dan registrasi barang dan X Buku daftar 20 menit  |Buku daftar
melakukan pendataan barang inventaris kodefikasi kodefikasi
kemudian menyusun Buku Inventaris
6 [Membuat laporan secara periodik dan Dokumen 20 menit |Dokumen
disampaikan kepada Kepala Dinas secara ={ Selesai ]

berjenjang




Nomor SOP 64 “Yahue 2023
Tanggal Pembuatan W Jowas 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
3 Fimur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ‘
DINAS SOSIAL ‘.‘. , !
AESKETARIAY NIP. 19700£89//99903 1 005
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Nama SOP Otorisasi Dokamer s

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-lll;
2. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Masa Simpan Dokumen. 1. Alat tulis kantor;

2. Komputer dan Printer.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerusakan dan
kehilangan data-data dan informasi-informasi penting.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
e Teae lageon sutspeng Kapain Sekretaris | Kepala Dinas| Arsiparis | Kelengkapan| Waktu o} t Kete
KEPUM Bidang . . et o o
1 |Arsiparis menginformasikan kepada masing- Dokumen 2 menit Dokumen
masing kepala bidang untuk membuat buku jaga
dokumen/arsip pada masing-masing unit kerja
A
2 |Bidang/sub menindaklanjuti informasi arsiparis Dokumen 2 menit Dokumen
dengan membuat buku jaga dan mencatat semua
dokumen yang diterbitkan untuk diarsipkan
3 |Bidang/sub bidang menyerahkan dokumen yang Buku agenda, |1 menit Buku agenda,
dyang telah dicatat pada buku jaga kepada » lembar lembar
arsiparis disposisi, disposisi,
dokumen dokumen
3 |Bidang/sub bidang bersama-sama dengan Lembar 5 menit Lembar
arsiparis menandatangani bukti penyerahan arsip disposisi, disposisi,
Dokumen Dokumen
4 |Arsiparis menerima dokumen dan ; Dokumen 3 menit Dokumen

mengarsipkannya




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP S$S  Tahue 2023

Tanggal Pembuatan W Jdawas 2023
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Masa Sim

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1
2.
3.

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-IlI;
2. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pengendalian Arsip.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerusakan dan
kehilangan data-data dan informasi-informasi penting.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
NO. Tahap Kegiatan Kasubbag _ | Tim Akses Data
j Pemohon KEPUM Sekretaris | Kepala Dinas| dan Dokumen/ | Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Arsiparis
1 Menerima dokumen kedinasasn dari bidang- Dokumen 2 menit |Dokumen
bidang dalam bentuk surat, SK, Berita Acara,
SPJ, surat tugas, dll
2 Mencatat dalam buku surat masuk dan Buku agenda, |5 menit |Buku agenda,
memberikan lembar disposisi pimpinan lembar lembar
disposisi, disposisi,
dkoumen dkoumen
3 Menyampaikan kepada kepala sub bagian tata Lembar 5 menit [Lembar
usaha untuk diperiksa disposisi, disposisi,
Dokumen Dokumen
4 Memeriksa dokumen berdasarkan sifat untuk Dokumen 5 menit [Dokumen
selanjutnya dapat ditindaklanjuti Ya
Tidak
5 Arsiparis memilah kelas dokumen sesuai dengan it & Dokumen 5 menit |Dokumen
kelas dokumen bebas akses dan dan kelas 2
dokumen akses terbatas
6 Arsiparismengarsipkan dokumen tersebut sesuai Dokumen 5 menit |Dokumen
dengan jenis dokumenke dalam bok arsip
dan/atau rak penyimpanan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP St Tahun 2023
Tanggal Pembuatan N Juad 2023
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |
periode 2018-2022,;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-Ill;
2. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pengendalian Dokumen.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerusakan dan
kehilangan data-data dan informasi-informasi penting.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Tim Akses Data
NO. Tahap Kegiatan Kasubbag : dan
Pemohon KEPUM Sekretaris | Kepala Dinas Dokumen/Arsipar Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
is

1 |Membuat surat permintaan dokumen yang Dokumen 2menit |Dokumen
dibutuhkan dan diserahkan kepada arsiparais m

2 |Arsiparis menerima surat permintaan dan 1 Buku agenda, |5 menit |Buku agenda,
menulis permintaan tersebut ke dalam agenda lembar lembar
pinjam dokumen disposisi, disposisi,

dkoumen dkoumen

3 |Arsiparis mencari dokumen sesuai permintaan Lembar 5 menit |Lembar
dokumen berdasarkan label/penomoran yang disposisi, disposisi,
telah diberikan Dokumen Dokumen

4 |Setelah dokmen ditemukan, mencatat ke dalam Dokumen 5 menit |Dokumen
buku agenda pinjam dokumen dan memberi
kartu kontrol pinjam dokumen

Tidak

5 |Arsiparis memilah kelas dokumen sesuai dengan Dokumen 5 menit |Dokumen
kelas dokumen bebas akses dan dan kelas
dokumen akses terbatas

6 |Arsiparis menyerahkan dokumen kepada 5 Dokumen 5 menit |Dokumen
pemohon .

7 |Pemohon menerima dokumen dan L ; Dokumen 5 menit |Dokumen
menandatangani kolom keterangan pinjam pada Salenil
buku agenda dokumen keluar




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP €1 Tahun 2023

Tanggal Pembuatan I Qanugd 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.
3.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penilaian Barang Daerah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-IIl;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penomeran Kodefikasi Barang Milik Negara.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka pertanggung jawaban
aset menjadi tidak terkontrol.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
i Kasubbag : :
NO. Tahap Kegiatan
g Fewynpan Kepegawian BKD Sekretaﬂs Kepala Dinas B|dap e Kelengkapan| Waktu Output Keterangan
Barang Dinas Bidang
dan Umum

1 Penyimpan Barang menerima barang beserta BAST 15 menit  |Buku daftar
dokumennya kemudian mengelompokkan Barang kodefikasi
sesuai jenisnya

2 Penyimpan Barang mencatat secara tertib dan BAST 15 menit  |Buku agenda,
teratur ke dalam buku/daftar menurut jenisnya, . Barang dokumen
terdiri dari :
Buku Barang Inventaris, Buku Barang Pakai
Habis, Buku Hasil Pengadaan, Kartu Barang,
Kartu Persediaan Barang

3 Menyerahkan / menyalurkan barang sesuai ) BAST 5 menit Lembar label
dengan kebutuhan dan fungsi dari barang. = Barang kodefikasi

4 Menghimpun seluruh tanda bukti / tanda terima Buku 15 menit  |Buku agenda,
dan pengeluaran / penyerahan barang keluar dokumen

barang

5 Melakukan stock opname barang setiap akhir f Daftar 20 menit  |Dokumen

semester z keluarmasuk
barang

6 Membuat laporan mengenai barang dan g3 BAST 20 menit  |Dokumen

menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian i Barang

Kepum




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP S8 Tanun 2023

Tanggal Pembuatan N daovan 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

ur
*
#IR._19700629#49803 1 005

Nama SOP Penyusunan Katd JaventaristBffangan (KIR)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

z

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem
Informasi Manajemen Barang Daerah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D-llI;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Mampu mengoperasikan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penomeran Kodefikasi Barang Milik Negara.

1. Alat tulis kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka pertanggung jawaban
aset menjadi tidak terkontrol.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
; Pengelola Kasubbag - i
NO. Tahap Kegiatan
il Barang Kepegawian BKD Sekfetans Kepala Dinas Blda_n i f b Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Dinas Bidang
Daerah dan Umum

1 |[Melakukan pemantauan ke masing-masing Buku daftar |15 menit |Buku daftar
ruangan lingkup Dinas Sosial untuk mengetahui ( Mulai } kodefikasi kodefikasi
jumliah barang / aset dalam ruangan tersebut "

2 |Konfirmasi dengan masing-masing ruangan Z Buku agenda, |15 menit |Buku agenda,
tentang keberadaan barang / aset yang ada dokumen dokumen
pada masing-masing ruangan

3 |Mencatat dan merekap setiap barang / aset . Lembar label |5 menit Lembar label
yang ada pada masing-masing ruangan yang kodefikasi kodefikasi
bersumber dari APBD

4 |Menginput / mengisi barang milik daerah / aset ) Buku agenda, |15 menit |Buku agenda,
sesuai dengan hasil perekapan ke dalam format dokumen dokumen
daftar Kartu Inventaris Ruangan

5 |Mencetak KIR untuk dikoreksi oleh kepala sub 2 Dokumen 20 menit  |Dokumen
bagian Kepum dan Sekretaris

tidak
ya

6 |Menerima hasil koreksi dan selanjutnya l Dokumen 20 menit  |Dokumen
mencetak Kartu Inventaris Ruangan yang _— |
ditanda tangani oleh Kepala Dinas

. |

7 |Menerima Kartu Inventaris Ruangan yang telah @ Dokumen Dokumen
ditandatangani Kepala Dinas dan -{ Selesal '
mendistribusikan / menempel pada masing-
masing ruangan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 89 Vahun 2023
Tanggal Pembuatan W Jaoves o2z
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
*
Q R
Nama SOP Administrasi P @" nja Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan PerangkatDaérah yang bersumber dari APBD
Provinsi NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

0
2

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode
2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Administrasi Keuangan;

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar,

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer/Printer;
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan Kegiatan akan terlambat.

1. Pada agenda Surat Keluar;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
NO. Tahap Kegiatan Kasubag. Kepala
Staf Keuangan Dinas/PA Kelengkapan Waktu Output ; Keterangan

1 2 3 - 5 6 7 8 9
1 |Menyiapkan Draft SPP UP/TU/GU berdasarkan dokumen Buku agenda 5 menit disposisi

pendukung yang ada surat masuk dan

lembar disposisi

2 |Memverifikasi SPP UP/TU/GU, menguji kelengkapannya dan a /\ " disposisi 5 menit disposisi

membuat SPM berdasarkan SPP dan menyerahkan Kepala e i

Dinas/PA
3 |Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan SPM dan melakukan ‘ disposisi 30 menit Draft surat

pengesahan selaku Pengguna Anggaran untuk kemudian diajukan pengantar

ke Bendahara Daerah yang akan menerbitkan SP2D.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR SUBTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP bo Tahwn 20232

Tanggal Pembuatan W Jotvad 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPTJMD) Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana;

2. Menguasai Perencanaan Kesejahteraan Sosial;

3. Paham Regulasi Terkait Perencanaan (RPJPD, RPJMN, RPJMD, Perencanaan
Sektoral) dan Penganggaran.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

1. Alat Tulis Kantor,
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP belum berjalan maka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana
Strategis (RENSTRA) belum dapat dilakukan.

1. Pada Agenda Surat Keluar;

2. Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




-, & -

No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala
Dinas

Sekretaris

Sub Koordinator
Subtansi Program,
Data dan Evaluasi

Staf
Program

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

6

'

8

9

10

11

Menugaskan Sekretaris untuk maksanakan Monitoring
dan Evaluasi

Disposisi

10 menit

Disposisi

Menugaskan dan memberikan arahan kepada Sub

Koordinator Subtansi Program, Data dan Evaluasi untuk
berkoordinasi dengan bidang-bidang pengelola program
dan kegiatan untuk mendapatkan data progres kegiatan

Disposisi

15 menit

Disposisi

Berkoordinasi dengan bidang-bidang untuk
mengumpulkan, mempelajari, menghimpun data dan
menyusun konsep dokumen Monev serta menyerahkan
kepada Staf Program

Disposisi

3 Hari

Bahan

Melaksanakan pengetikan data dan menyerahkan
hasilnya kepada Sub Koordinator Subtansi Program, Data
dan Evaluasi

Bahan

1 hari

Draft

Memeriksa, meneliti dan mempelajari draf dokumen
Monev, jika YA diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris,
jika TIDAK dikembalikan kepada Staf Program

w_

tidak

Draft

1 hari

Draft

Memeriksa, meneliti dan memberikan masukan terhadap
draf dokumen Moneyv, jika YA di paraf dan diajukan ke
Kadis, jika TIDAK dikembalikan lagi kepada Sub
Koordinator Subtansi Program, Data dan Evaluasi untuk
diperbaiki dan disempurnakan

ya

tidak

Draft

1 jam

Konsep

Menandatangani dokumen Monev dan menyerahkan
kembali kepada Sub Koordinator Subtansi Program, Data
dan Evaluasi untuk digandakan dan didistribusikan

Konsep

15 menit

Hasil
Evaluasi

Menerima dan menugaskan Staf Program. Sub Bagian
Perencanaan dan Evaluasi untuk menggandakan,
mendistribusikan dan mengarsipkan

Hasil Evaluasi

10 menit

Hasil
Evaluasi

Menggandakan, mendistribusikan dan mengarsipkan

Hasil Evaluasi

1 hari

Arsip




=

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR SUBTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP 6l  Tahen 2022
Tanggal Pembuatan W Dacwé 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif AL
Disahkan Oleh =
\ Fimur
03 1 005
Nama SOP Penyusunan LRRJ

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode
2018-2022;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Memahami Sistematika Penyusunan Laporan.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan ini tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu penyampaian LKPJ, LKIP dan LPPD.

Disimpan Dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Analis
; Sub Koordinator
No. Tahap Kegiatan Sekretarls | Suntans) Program, perencanaan, Ke;paia Kelanakasan Wakii Output Keterangan
Pata da Eenliinel evaluasi dan Dinas
pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan Sub Koordinator Subtansi Program, Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
Data dan Evaluasi untuk menyusun konsep
LKPJ/LKIP/LPPD.

2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi 10 menit |Disposisi, nota
pelaporan untuk mengumpulkan bahan dan dinas, dan
menyusun konsep LKPJ/LKIP/LPPD. instrumen

pengumpulan data
LKPJ/LKIP/LPPD

3. |Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep Disposisi, nota dinas, |1 minggu |Bahan dan konsep
LKPJ/LKIP/LPPD serta menyampaikan kepada Sub dan instrumen LKPJ/LKIP/LPPD
Koordinator Subtansi Program, Data dan Evaluasi. pengumpulan data

LKPJ/LKIP/LPPD

4. |Memeriksa konsep LKPJ/LKIP/LPPD. Apabila setuju, Bahan dan konsep 1 hari Konsep
memaraf dan menyampaikan kepada sekretaris. Jika Ve /V\ Tidak LKPJ/LKIP/LPPD LKPJ/LKIP/LPPD
tidak setuju, dikembalikan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk \/
diperbaiki. o

5. |Memeriksa konsep LKPJ/LKIP/LPPD. Apabila setuju, ] Konsep 2 Jam Draf

| memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. Tidak LKPJ/LKIP/LPPD LKPJ/LKIP/LPPD
Jika tidak setuju, dikembalikan kepada kasubag
untuk diperbaiki. Ya

6. |Memeriksa draft LKPJ/LKIP/LPPD. Apabila setuju, Draf LKPJ/LKIP/LPPD |1 jam Dokumen
menandatangani dan menyampaikan kepada Tidak LKPJ/LKIP/LPPD
sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada
sekretaris untuk diperbaiki.

7. |Menyerahkan dokumen LKPJ/LKIP/LPPD kepada Dokumen 10 menit {Dokumen
kasubag untuk diproses lebih lanjut. LKPJ/LKIP/LPPD LKPJ/LKIP/LPPD

8. |Menyerahkan dokumen LKPJ/LKIP/LPPD kepada Dokumen 10 menit (Dokumen
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk LKPJ/LKIP/LPPD LKPJ/LKIP/LPPD
diproses lebih lanjut.

9. |Menggandakan, mendistribusikan dan Dokumen 1 hari Dokumen
mendokumentasikan dokumen LKPJ/LKIP/LPPD. LKPJ/LKIP/LPPD LKPJ/LKIP/LPPD,

bukti dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP €2 Tohun 2023

Tanggal Pembuatan W Janvan 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama Mekanisme Rei i S5DM PKH untuk kegiatan
P2K2/FDS o NGGARD -

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-1V;
2. Memahami Regulasi Terkait Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila operasional pelaksanaan P2K2/FDS tidak berjalan sesuai dengan tahapan dan
mekanisme kerja maka akan mempengaruhi kualitas pembinaan bagi warga KPM PKH.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku KET

No. Tahap Kegiatan by

. Kabid Koordinasi F“;:::?:" Sekdin Kadis Kelengkapan Waktu Output
JSK

1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10 11

1. [Menugaskan SUb Koordinator Jaminan Sosial Agenda Kerja 1 Jam kerja |Agenda Kerja
Keluarga untuk  mempersiapkan format Mulai
penilaian kinerja bulanan SDM PKH terkait -
pelaksanaan P2K2/FDS

2. |Menelaah arahan pimpinan dan memberikan Agenda Kerja 1 Jam Kerja |Dokumen
petunjuk pembuatan format penilaian kinerja \ Teknis
bulanan SDM PKH terkait pelaksanaan I ; I
P2K2,/FDS

3. |[Format P2K2/FDS dilnternalisasikan secara Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
internal seksi dengan Kabid e Teknis

T e

4. |Melakukan penyempurnaan format penilaian Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
kinerja bulanan SDM PKH terkait pelaksanaan l_..1 Teknis
P2K2/FDS. Jika format telah diperbaiki maka i |<—
diajukan ke Kabid untuk di koreksi

5. |Mengoreksi format penilaian kinerja bulanan Kagebda Kerja 2 Jam kerja |Dokumen
SDM PKH terkait pelaksanaan P2K2/FDS. Jika ‘\ ) Teknis
setuju maka ajukan ke Kadis melalui Sekdis Thiak
sebagai format penilaian. P2K2/FDS. Jlka tidak
setuju maka dikembalikan ke SUb Koordinator| Ve
untuk dikoreksi.

6. |Memeriksa kembali kualitas format penilaian ¥ Agenda Kerja 2 jam kerja |Dokumen
kinerja bulanan SDM PKH terkait pelaksanaan 1dak Teknis
P2K2/FDS. jika setuju maka meneruskan gy / \ i
kepada Kadis. Jika tidak setuju mengembalikan \ /
kepada Kabid untuk diperbaiki 4

7. |[Memeriksa dan Mengoreksi format penilaian Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
kinerja bulanan SDM PKH terkait pelaksanaan Teknis
P2K2/FDS. Jika setuju maka ditandatangan dan Tidak
dijadikan pedoman dalam penilaian kinerja SDM
PKH terkait pelaksanaan P2K2/FDS. Jika tidak
setuju maka dikembalikan untuk dikoreksi, Ya

8. |Memerintahkan SUb Koordinator jaminan sosial i Agenda Kerja 1jam kerja |Dokumen dan
keluarga untuk menyebarkan format penilaian | peralatan
kinerja bulanan SDM PKH terkait pelaksanaan pendukung
P2K2/FDS ke Kabupaten/Kota

9. |Menelaah arahan Kabid dan memerintahkan v Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
Pejabat pelaksana menyebarkan ke Kab/Kota Teknis
dan mempersiapkan penilaian kinerja bulanan
SDM PKH terkait pelaksanaan P2K2/FDS

10. |Penilaian kinerja bulanan SDM PKH terkait Agenda Kerja 30 hari kerja Dokumen
pelaksanaan P2K2/FDS dilakukan dan Hasil Tekins
Penilaian dilaporkan secara berjenjang ke Kabid I | | l__{ Selesal ]

SEkdis dan Kadis sebagai acuan dalam - g S
pencaiaran biaya operasional P2K2/FDS bagi
SDM PKH.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP £3 Tahwn 2023
Tanggal Pembuatan I\ Jamvas 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
o -.’.. - -
PV A7 E0829 A6
Nama SOP Respon CGW dan Pengaduan
Masyarakat Ke arapan
NNGGaRP
W

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; '

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana;
2. Memahami Regulasi Terkait PKH.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar;

3. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor:;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika tidak menjalankan sistem kerja dengan baik maka berpengaruh terhadap fungsi
pelayanan publik.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Mutu Baku

Tahap Kegiatan

Sub
Koordinatore
JSK

Fungsional
Teknis dan
SDM PKH

Sekdin

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Ket.

2

10

11

Menugaskan Sub Koordinator Jaminan Sosial
Keluarga untuk mempersiapkan format
penilaian kelayakan KPM PKH yang dinilai dapat|
digraduasikan.

Agenda Kerja

6 Jam

Agenda Kerja

Memerintahkan fungsional teknis dan SDM PKH

untuk mempersiaphan pelaksanaan Respon
Cepat Layanan Informasi dan Pengaduan
Masyarakat Program Keluarga Harapan

Agenda Kerja

6 Jam

Dokumen dan
peralatan

Melakukan uji coba pelayanan Respon Cepat
Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
Program Keluarga Harapan

Agenda Kerja

3 hari kerja

Peralatan
pendukung

Melakukan penyempurnaan petunjuk teknis
Hotline Service Layanan Informasi dan
Pengaduan Masyarakat Program Keluarga
Harapan untuk siap diapliSub Koordinatorkan di
lapangan dan dilaporkan perkembangan kepada
Kabid

Agenda Kerja

4 jam

Dokumen

Melaporan Respon Cepat Layanan Informasi dan
Pengaduan Masyarakat Program Keluarga
Harapan siap untuk digunakan oleh masyarakat
kepada sekretaris Dinas

Ya

Konsep Dokumen
dan peralatan

2 Jam

Dokumen dan
peralatan

Memeriksa kembali kualitas Respon Cepat
Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat|

Tidak

Ya

Program Keluarga Harapan dan jika setujua
maka meneruskan kepada Kadis. Jika tidak
setuju mengembalikan kepada Kabid untuk
diperbaiki

Draft Final
Dokumen dan

penyiapan peralatan

2 Jam

Dokumen dan

peralatan

Memeriksa dan Mengoreksi sistem Respon
Cepat Layanan Informasi dan Pengaduan
Masyarakat Program Keluarga Harapan jika
setuju maka Hotline Service Layanan Informasi
dan Pengaduan Masyarakat Program Keluarga
Harapan siap untuk digunakan

Agenda Kerja

2 Jam

Dokumen

Memerintahkan Sub Koordinator Jaminan Sosial
Kelaurga untuk segera menyebarkan informasi
ofline Service Layanan Informasi dan Pengaduan
Masyarakat Program Keluarga Harapan kepada
masyarakat umum

Agenda Kerja

2 jam

Dokumen dan
peralatan
pendukung

Memerintahkan Pejabat pelaksana untuk segera|
menyebarkan informasi Respon Cepat Layanan
Informasi dan Pengaduan Masyarakat Program
Keluarga Harapan kepada masyarakat umum

Dokumen

tidak terbatas

Agenda Kerja

10.

Masyarakat umum dapat memanfaatkan Respon

Cepat Layanan Informasi dan Pengaduan
Masyarakat Program Keluarga Harapan

Peralatan

tidak terbatas

Peralatan
pendukung




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP £q ~Tahon 2023

Tanggal Pembuatan W Jafvas 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

" as PKH Untuk Intervensi
i sablllms Dan Lansia

Nama SOP Pelaksanaan
Stunting

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-IV;
2. Memahami Regulasi Terkait Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar,

3. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan kegiatan desa prioritas PKH untuk intervensi stunting, pendidikan,
kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia wajib dilakukan sesuai SOP untuk
menghindari kesalahan administrasi maupun teknis di lokasi intervensi kewenangan
Provinsi.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku KET

No. Tahap Kegiatan Kabid i ngsional

. Linjamas | Koordinator 7o Sekdin | Kadis Kelengkapan Waktu Output
JSK

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11

1. [Menugaskan Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga Agenda Kerja 1Jam kerja |Agenda Kerja
untuk mempersiapkan TOR/KAK Pelaksanaan Desa l Mulai '

Prioritas Integarsi PKH untuk intervensi stunting, -
pendidikan, kesos disabilitas dan lansia.

2. |Menelaah arahan pimpinan, menugaskan fungsional Agenda Kerja 1Jam Kerja |Dokumen
teknis dan memberikan petunjuk pembuatan TOR/KAK Teknis
Pelaksanaan Desa Prioritas Integarsi PKH untuk|
intervensi stunting, pendidikan, kesos disabilitas dan
lansia.

3. |TOR/KAK Pelaksanaan Desa Prioritas Integarsi PKH Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
untuk intervensi stunting, pendidikan, kesos disabilitas l t T_.j I Teknis
dan lansia dilnternalisasikan secara internal seksi :[ =
dengan Kabid

4. |Melakukan penyempurnaan TOR/KAK Pelaksanaan Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
Desa Prioritas Integarsi PKH untuk intervensi stunting, H Teknis
pendidikan, kesos disabilitas dan lansia Jika TOR telah
diperbaiki maka diajukan ke Kabid untuk di koreksi

5. [Mengoreksi TOR/KAK Pelaksanaan Desa Prioritas) Kagebda Kerja 2 Jam kerja |Dokumen
Integarsi PKH untuk intervensi stunting, pendidikan, ‘\ _— Teknis
kesos disabilitas dan lansia. Jika setuju maka ajukan ke !

Kadis melalui Sekdis sebagai rujukan pelaksanaan. Jlka|
tidak setuju maka dikembalikan ke Kasi untuk dikoreksi. Ya

6. |Memeriksa kembali TOR/KAK Pelaksanaan Desa 4 Agenda Kerja 2jam kerja [Dokumen
Prioritas Integarsi PKH untuk intervensi stunting, - /\ Teknis
pendidikan, kesos disabiltas dan lansia, jika setuju ; L
maka meneruskan kepada Kadis. Jika tidak setuju . /
mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki 4

7. |Memeriksa dan Mengoreksi TOR/KAK Pelaksanaan Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
Desa Prioritas Integarsi PKH untuk intervensi stunting, Teknis
pendidikan, kesos disabilitas dan lansia Jika setuju Tidak )
maka ditandatangan dan dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan intervensi. Jika tidak setuju maka
dikembalikan untuk dikoreksi. Ya

[

8. |Memerintahkan kasi jaminan sosial keluarga untuk y Agenda Kerja 1jam kerja | Dokumen dan
mempersiapkan pelaksanaan sesual TOR/KAK Desa1 peralatan
Prioritas Integarsi PKH untuk intervensi stunting, pendukung
pendidikan, kesos disabilitas dan lansia

9. |Menelaah arahan Kabid dan memerintahkan Pejabat v Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
pelaksana untuk mempersiapkan secara teknis Teknis
pelaksanaan sesuai TOR/KAK Desa Prioritas Integarsi Ej
PKH untuk intervensi stunting, pendidikan, kesos
disabilitas dan lansia

10. |Pelaksnaan Desa Prioritas Integarsi PKH untuk Agenda Kerja 3 hari Kerja Dokumen
intervensi stunting, pendidikan, kesos disabilitas dan Tekins
lansia dan hasil kegiatan di laporkan kepada Kadis | Ll n -(sl .]
melalui Sekdis. I




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP (5 TVahun 2022
Tanggal Pembuatan W Javas 2023
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Mekanisme Perthex

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah; °

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022,

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-1V;
2. Memahami Regulasi Terkait Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar;

3. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pemberian insentif SDM PKH melalui suatu tahapan penilaian yang terstandar harus
cermat dalam penilaian SDM PKH yang berkinerja yang diberikan insentif SDM PKH
yang bersumber dari APBD 1 Provinsi NTT.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kabid. b Fungsional KET
Linjamsos KoordJsI;ltor Teknis Sekdin Kadis Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 [] 9 10 11

1. |Menugaskan Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga untuk Agenda Kerja 1Jam kerja |Agenda Kerja
mempersiapkan format penilaian kinerja bulanan SDM PKH ‘ Mulal '
terkait pemberian insentif SDM PKH yang berhak menerima e
Insentif dari Pemerintah Provinsi NTT

2. |Menelaah arahan pimpinan, menugaskan pelaksana dan Agenda Kerja 1 Jam Kerja [Dokumen
memberikan petunjuk pembuatan format penilaian kinerja . Teknis
bulanan SDM PKH terkait pemberian insentif SDM PKH yang
menerima insentif dari Pemerintah Provinsi NTT

3. |Format penilaian kinerja bulanan SDM PKH terkait pemberian Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
insentif SDM PKH dilnternalisasikan secara internal seksi dengan I ':_—_'l :l I Teknis
Kabid

4. |Melakukan penyempurnaan format penilaian kinerja bulanan Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
SDM PKH terkait pemberian insentif SDM PKH. Jika format telah Teknis
diperbaiki maka diajukan ke Kabid untuk di koreksi

5. |Mengoreksi format penilaian kinerja bulanan SDM PKH terkait Kagebda Kerja | 2 Jam kerja |Dokumen
pemberian insentif SDM PKH. Jika setuju maka ajukan ke Kadis Tidak Teknis
melalui Sekdis sebagai format penilaian. kinerja yang berdampak
pada pemberian insentif SDM PKH. Jlka tidak setuju maka
dikembalikan ke Kasi untuk dikoreksi.

6. |Memeriksa kembali kualitas format penilaian kinerja bulanan SDM ¥ Agenda Kerja 2 jam kerja |Dokumen
PKH terkait pemebrian insentif SDM PKH, jika setuju maka Tidak Teknis
meneruskan kepada Kadis. Jika tidak setuju mengembalikan / \ Tidak
kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

7. |Memeriksa dan mengoreksi format penilaian kinerja bulanan SDM Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
PKH terkait pemberian Insentif SDM PKH. Jika setuju maka Teknis
ditandatangani dan dijadikan pedoman dalam penilaian kinerja
SDM PKH. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk dikoreksi.

Ya

8. |Kabid Memerintahkan kasi jaminan sosial keluarga untuk Agenda Kerja | 1jam kerja |Dokumen dan
menjadikan format penilaian kinerja bulanan SDM PKH sebagai peralatan
pedoman kelayakan SDM PKH menerima insentif SDM PKH pendukung
yang bersumber dari APBD | Pemerrintah Provinsi

]

9. [Menelaah arahan Kabid dan memerintahkan Pejabat pelaksana Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
menyebarkan ke Kab/Kota dan mempersiapkan penilaian kinerja : Teknis
bulanan SDM PKH terkait kelayakan pemberian insentif SDM
PKH

10. |Penilaian kinerja bulanan SDM PKH terkait pemberian insentif Agenda Kerja | 30 hari kerja Dokumen
dilakukan dan Hasil Penilaian dilaporkan secara berjenjang ke Tekins

Kabid - Sekdis dan Kadis sebagai acuan dalam pencaiaran
insentif SDM PKH yang berhak menerima.




N

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP 66 Tawn Zo2z
Tanggal Pembuatan I\ Janvar 2023
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Pelaksanaa

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ||
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-1V;
2.  Memahami Regulasi Terkait Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar;

3. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Diseminasi Regulasi PKH waijib dilaksanakan secara berkala untuk
melakukan penyebaran informasi sehingga pelaksana dilapangan sesuai tahapan dan
mekanisme regulasi yang berlaku.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku KET
s Sub
Ne. Tahap Kegiatan Kabid
s Koordinator | Fungsional | Sekdin Kadis Kelengkapan Waktu Output
Linjamsos JSK

1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10 11

1. |Menugaskan Sub Koordinator Jaminan Sosial Agenda Kerja 1 Jam kerja |Agenda Kerja
Keluarga untuk mempersiapkan TOR kegiatan Mulai
Diseminasi Regulasi PKH :

2. [Menelaah arahan pimpinan, menugaskan Agenda Kerja 1 Jam Kerja |Dokumen
pelaksana dan memberikan  petunjuk Teknis
pembuatan TOR kegiatan Diseminasi Reguasi
PKH

3. |TOR kegiatan Diseminasi Regulasi PKH Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
dilnternalisasikan secara internal seksi dengan L ; F:.I j ] Teknis

4. |Melakukan penyempurmnaan TOR Kegiatan Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
Regulasi PKH Jika TOR telah diperbaiki maka| - Teknis
diajukan ke Kabid untuk di koreksi

5. |[Mengoreksi TOR Kegiatan Regulasi PKH. Jika| Tidak Kagebda Kerja 2 Jam kerja |Dokumen
setuju maka ajukan ke Kadis melalui Sekdis Teknis
sebagai rujukan pelaksanaan diseminasi| \<
regulasi. Jlka tidak setuju maka dikembalikan
ke Sub Koordinator untuk dikoreksi. Ya

6. |Memeriksa kembali TOR kegiatan Diseminasi Agenda Kerja 2 jam kerja |Dokumen
Regulasi PKH, jika setuju maka meneruskan ik Teknis
kepada Kadis. Jika tidak setuju mengembalikan - L
kepada Kabid untuk diperbaiki \ /

A

7. [Memeriksa dan Mengoreksi TOR diseminasi Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
regulasi PKH. Jika setuju maka ditandatangan Teknis
dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Tidak
diseminasi regulasi PKH. Jika tidak setuju maka
dikembalikan untuk dikoreksi. %

a

8. |Memerintahkan Sub Koordinator jaminan sosial v Agenda Kerja 1jam kerja |Dokumen dan
keluarga untuk mempersiapkan pelaksanaan peralatan
Diseminasi Regulasi PKH pendukung

9. |Menelaah arahan Kabid dan memerintahkan Vv Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
Pejabat pelaksana untuk mempersiapkan Teknis
secara teknis pelaksanaan diseminasi regulasi
PKH .

10. |Pelaksnaan  Diseminasi  Regulasi PKH Agenda Kerja 1 hari Kerja Dokumen
dilaksanakan sesuai TOR kegiatan dan hasil l Tekins
kegiatan di laporkan kepada Kadis melalui & o
Sekdis. i " seleal |




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

Nomor SOP 67 Tohon 2023

Tanggal Pembuatan W daovag 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif e =

Disahkan Oleh

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Nama SOP pe,a,mnamwési et
AL o
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : w

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-1V;
2. Memahami Regulasi Terkait Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar;

3. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Graduasi KPM PKH secara berkala wajib dilaksanakan sesuai SOP sehingga penerima
bansos adalah PMKS yang layak sesuai kriteria.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku KET

No. Tahap Kegiatan Kabid i;':b . E

g
, Koordinator ungsional Sekdin Kadis Kelengkapan Waktu Output
Linjamsos JSK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menugaskan Sub Koordinator Jaminan Sosial Agenda Kerja 1 Jam kerja |Agenda Kerja
Keluarga untuk mempersiapkan format ‘ Mulai }
penilaian kelayakan KPM PKH yang dinilai dapat —
digraduasikan.

2. |Menelaah arahan pimpinan, menugaskan \ Agenda Kerja 1 Jam Kerja |Dokumen
pelaksana dan  memberikan  petunjuk Teknis
pembuatan format graduasi KPM PKH

3. |Format Graduasi KPM PKH dilntemalisasikan| : Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
secara internal seksi dengan Kabid : b:’l 4 Teknis

4. |Melakukan penyempurnaan format penilaian Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
Graduasi KPM PKH Jika format telah 3 Teknis
diperbaiki maka diajukan ke Kabid untuk di €
koreksi

5. |Mengoreksi format Graduasi KPM PKH. Jika Kagebda Kerja 2 Jam kerja |Dokumen
setuju maka ajukan ke Kadis melalui Sekdis ‘\ ) Teknis
sebagai format penilaian. Graduasi PKH. Jlka Tidek
tidak setuju maka dikembalikan ke Sub
Koordinator untuk dikoreksi. Ya

6. |Memeriksa kembali kualitas format penilaian Agenda Kerja 2 jam kerja |Dokumen
Graduasi KPM PKH, jika setuju makaj Teknis
meneruskan kepada Kadis. Jika tidak setuju <
mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki Tidak \A‘

7. |Memeriksa dan Mengoreksi format penilaian | Agenda Kerja 2 jam kerja |Dokumen
Graduasi KPM PKH. Jika setuju maka Teknis
ditandatangan dan dijadikan pedoman dalam Tiwk
Graduasi KPM PKH. Jika tidak setuju maka
dikembalikan untuk dikoreksi. Ya

8. |Memerintahkan Sub Koordinator jaminan sosial\ v Agenda Kerja 1jam kerja |Dokumen dan
keluarga untuk menyebarkan format penilaian peralatan
gaduasi KPM PKH ke ke Kabupaten/Kota pendukung

9. |Menelaah arahan Kabid dan memerintahkan Agenda Kerja 2 jamkerja |Dokumen
Pejabat pelaksana menyebarkan ke Kab/Kota Teknis
dan mempersiapkan Graduasi KPM PKH.

10. [Graduasi KPM PKH dilakukan dan Hasil Agenda Kerja tidak terbatas |Dokumen
Penilaian dilaporkan secara berjenjang ke Kabid J, Tekins
- Sekdis dan Kadis sebagai rekomendasi ke > of Selesai )

Kementerian Sosial untuk mengeluarkan dari (&
data penerima bantuan sosial.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP

b8 Tawa

202%

Tanggal Pembuatan I\

Japuan  202%

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP
Usahanya

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap lI
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-1V;
2. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar,

3. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pendampingan Kelompok P2K2 yang berkembang usahanya wajib dilakukan sesuai
SOP dan secara berkala, untuk memberikan motivasi kepada KPM PKH untuk dapat
mandiri secara ekonomi.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku KET
. Sub
o TR Lir:::::os Koordinator | Fungsional Sekdin Kadis Kelengkapan Waktu Output
JSK

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menugaskan Sub Koordinator Jaminan Sosial Agenda Kerja 1 Jam kerja |Agenda Kerja
Keluarga untuk mempersiapkan TOR/KAK| Mulai
Pendampingan  Kelompok P2K2  yang s o
berkembang usahanya.

2. |Menelaah arahan pimpinan, menugaskan Agenda Kerja 1 Jam Kerja |Dokumen
pelaksana dan memberikan petunjuk N Teknis
pembuatan TOR/KAK Pendampingan Cj
Kelompok P2K2 yang berkembang usahanya.

3. |TOR/KAK Pendampingan Kelompok P2K2 yang Agenda Kerja 1 hari kerja  |Dokumen
berkembang  usahanya. dilnternalisasikan l ]::I J‘—_:L ] Teknis
secara internal seksi dengan Kabid.

4. |Melakukan penyempurnaan TOR/KAK Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
Pendampingan Kelompok P2K2 yang Teknis
berkembang usahanya. Jika TOR telahl =
diperbaiki maka diajukan ke Kabid untuk di 'J_
koreksi.

5. |Mengoreksi TOR/KAK Pendampingan Kelompok Tidak Kagebda Kerja 2 Jam kerja |Dokumen
P2K2 yang berkembang usahanya.. Jika setuju Teknis
maka ajukan ke Kadis melalui Sekdis sebagai : \,
rujukan pelaksanaan pendampingan P2K2. Jika / b
tidak setuju maka dikembalikan ke Sub Ye
Koordinator untuk dikoreksi.

6. |Memeriksa kembali TOR/KAK Pendampingan A Agenda Kerja 2 jam kerja |Dokumen
Kelompok P2K2 yang berkembang usahanya., /\ Teknis
jika setuju maka meneruskan kepada Kadis. Livc.... o
Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid \ /
untuk diperbaiki. /

7. [Memeriksa dan  Mengoreksi TOR/KAK Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
Pendampingan Kelompok P2K2 yang b Teknis
berkembang usahanya. Jika setuju maka Tidak /
ditandatangan dan dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pendampingan P2K2. Jika tidak Ya
setuju maka dikembalikan untuk dikoreksi.

8. |Memerintahkan Sub Koordinator jaminan sosial L 2 Agenda Kerja 1jam kerja | Dokumen dan
keluarga untuk mempersiapkan pelaksanaan peralatan
Pendampngan Kelompok P2K2 yang pendukung
berkembang usahanya.

9. |Menelaah arahan Kabid dan memerintahkan A4 Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
Pejabat pelaksana untuk mempersiapkan E___] Teknis
secara teknis pelaksanaan pendampingan
kelompok P2K2 yang berkembang usahanya.

10. |Pelaksnaan Pendampingan kelompok P2K2 Agenda Kerja 3 hari Kerja Dokumen
dilaksanakan sesuai TOR/KAK kegiatan dan I Tekins

hasil kegiatan di laporkan kepada Kadis melalui
Sekdis.

o seesi )




Nomor SOP 84 -Tahen 2022

Tanggal Pembuatan W Jewag 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif ”’ﬁ-ﬁ"

Disahkan Oleh K

Timur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR o
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Nama SOP R
i 0 ?R'--——;f
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : R I

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-IV;
2. Memahami Regulasi Terkait Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar,;

3. SOP Administrasi Pencairan Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Yang Bersumber Dari APBD Provinsi NTT.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Rekonsiliasi Bansos PKH wajib dilakukan secara bertahap untuk
mengetahui data penyaluran yang berhasil dan kendala penyaluran bansos di
lapangan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku KET
Z Sub
No. Taha iatan i
e, K.ab'd Koordinator | Fungsional Sekdin Kadis Kelengkapan Waktu Output
Linjamsos JSK

1 2 3 4 5 é 4 8 9 10 11

1. [Menugaskan Sub Koordinator Jaminan Sosiall Agenda Kerja 1 Jam kerja |Agenda Kerja
Keluarga untuk mempersiapkan TOR/KAK l Mulai }

Pendampingan  Kelompok P2K2  yang -
berkembang usahanya.

2. |Menelaah arahan pimpinan, menugaskan Agenda Kerja 1 Jam Kerja |Dokumen
pelaksana dan memberikan petunjuk| A 4 Teknis
pembuatan TOR/KAK Pendampingan I I
Kelompok P2K2 yang berkembang usahanya.

3. |TOR/KAK Pendampingan Kelompok P2K2 yang Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
berkembang  usahanya. dilnternalisasikan Teknis
secara internal seksi dengan Kabid. :::{ E

4. |Melakukan penyempumaan TOR/KAK Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
Pendampingan Kelompok P2K2 yang Teknis
berkembang wusahanya. Jika TOR telah
diperbaiki maka diajukan ke Kabid untuk di
koreksi.

5. |Mengoreksi TOR/KAK Pendampingan Kelompok Tidak Kagebda Kerja 2 Jam kerja |Dokumen
P2K2 yang berkembang usahanya.. Jika setuju Teknis
maka ajukan ke Kadis melalui Sekdis sebagai \<
rujukan pelaksanaan pendampingan P2K2. Jlka /
tidak setuju maka dikembalikan ke Sub Ya
Koordinator untuk dikoreksi.

6. |Memeriksa kembali TOR/KAK Pendampingan & Agenda Kerja 2 jam kerja |Dokumen
Kelompok P2K2 yang berkembang usahanya., /\ Teknis
jika setuju maka meneruskan kepada Kadis. ... L.

Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid R
untuk diperbaiki. o

7. IMemeriksa dan  Mengoreksi TOR/KAK Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
Pendampingan Kelompok P2K2 yang . Teknis
berkembang usahanya. Jika setuju maka Tidak | A ;
ditandatangan dan dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pendampingan P2K2. Jika tidak Ya
setuju maka dikembalikan untuk dikoreksi.

8. |Memerintahkan Sub Koordinator jaminan sosiall W Agenda Kerja 1jam kerja | Dokumen dan
keluarga untuk mempersiapkan pelaksanaan peralatan
Pendampngan Kelompok ™ P2K2 yang pendukung
berkembang usahanya.

9. |Menelaah arahan Kabid dan memerintahkan v Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
Pejabat pelaksana untuk mempersiapkan l [ Teknis
secara teknis pelaksanaan pendampingan
kelompok P2K2 yang berkembang usahanya.

10. |Pelaksnaan Pendampingan kelompok P2K2 Agenda Kerja 3 hari Kerja Dokumen
dilaksanakan sesuai TOR/KAK kegiatan dan Tekins
hasil kegiatan di laporkan kepada Kadis melalui . N o
Sekdis. el i o{_selesat )




¥

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP To Tdw Qozs

Tanggal Pembuatan W Samvod  2u23

Tanggal Revisi e

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-1V;
2. Memahami Regulasi Terkait Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon/Faximil;
3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bansos PKH wajib dilakukan secara bertahap
untuk mengetahui keberhasilan dan kendala penyaluran bansos di lapangan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku KET

No. Tahap Kegiatan Kabid s'fb

Koordinator | Fungsional Sekdin Kadis Kelengkapan Waktu Output
Linjamsos JSK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menugaskan Sub Koordinator Jaminan Sosial Agenda Kerja 1 Jam kerja |Agenda Kerja
Keluarga untuk mempersiapkan TOR kegiatan Mulai
Rekonsiliasi bantuan Sosial PKH -

2. |Menelaah arahan pimpinan, menugaskan i Agenda Kerja 1Jam Kerja |Dokumen
pelaksana dan memberikan petunjuk Teknis
pembuatan TOR kegiatan Rekonsiliasi bantuan E
Sosial PKH

3. |TOR kegiatan Rekonsiliasi bantuan Sosial PKH ] Agenda Kerja 1 hari kerja |Dokumen
dilnternalisasikan secara internal seksi dengan Teknis
s L= =]

4. |[Melakukan penyempurnaan TOR kegiatan Agenda Kerja 1 hari kerja  |Dokumen
Rekonsiliasi bantuan Sosial PKH . Jika TOR a Teknis
telah diperbaiki maka diajukan ke Kabid untuk di o
koreksi

5. |[Mengoreksi TOR kegiatan Rekonsiliasi bantuan| 4k Kagebda Kerja 2 Jam kerja |Dokumen
Sosial PKH . Jika setuju maka ajukan ke Kadis Teknis
melalui Sekdis sebagai rujukan pelaksanaan B
rekonsiliasi bansos PKH. Jlka tidak setuju maka
dikembalikan ke Sub Koordinator untuk Ye
dikoreksi.

6. |Memeriksa kembali TOR kegiatan Rekonsiliasil ' Agenda Kerja 2 jam kerja |Dokumen
bantuan Sosial PKH, jika setuju maka /\ Teknis
meneruskan kepada Kadis. Jika tidak setuju s i
mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki \ /

A

7. |Memeriksa dan Mengoreksi TOR kegiatan Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
Rekonsiliasi bantuan Sosial PKH. Jika setuju W Teknis
maka ditandatangan dan dijadikan pedoman Tidak /
dalam pelaksanaan rekonsiliasi bansos PKH.

Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk|
dikoreksi. w»
]

8. |[Memerintahkan Sub Koordinator jaminan sosiall v Agenda Kerja 1jam kerja | Dokumen dan
keluarga untuk mempersiapkan pelaksanaan peralatan
Rekonsiliasi Bansos PKH pendukung

9. |Menelaah arahan Kabid dan memerintahkan v Agenda Kerja 2 jam kerja Dokumen
Pejabat pelaksana untuk mempersiapkanl Teknis
secara teknis pelaksanaan rekonsiliasi bansos
PKH .

10. |Pelaksnaan rekonsiliasi bansos PKHl Agenda Kerja 1 hari Kerja Dokumen
dilaksanakan sesuai TOR kegiatan dan hasil A Tekins
kegiatan di laporkan kepada Kadis melalui A i R
Sekdis. J




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKS| KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP U Tdwn  ZozBi-.

Tanggal Pembuatan N Jamugori

Tanggal Revisi Vo il ) \

Tanggal Efektif s A \ \ * \\

Disahkan Oleh (2] SR ;

Nama SOP Laporan Kegiatan pada UPTD Kesos Lansia

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal D3/Diploma;
2. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Kamera;

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Laporan harus tepat waktu.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Ket
il Kepala UPTD | Kasubag TU | Kepala Seksi P;:’::::‘a Kelengkapan | Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Mengeluarkan nota dinas untuk Nota Dinas 15 menit [Nota Dinas
menugaskan Kepala Seksi guna
menyiapkan konsep laporan ( Mulai )
kegiatan

2 |Menelaah nota dinas Kepala Nota Dinas dan |15 menit | Disposisi
UPTD dan menugaskan pejabat Disposisi
pelaksana untuk menyiapkan 7 (|
konsep laporan kegiatan

3 |Mengumpulkan bahan dan x Konsep Laporan |3 hari Konsep laporan
menyampaikan konsep laporan Kegiatan
kegiatan ke Kepala Seksi

4 |Memeriksa konsep laporan Tidak Konsep/Laporan |1 hari Konsep/Laporan
kegiatan. Jika setuju, memaraf Kegiatan Kegiatan
dan menyampaikan kepada -/ \

Kepala UPTD. Jika tidak setuju VA
mengembalikan kepada pejabat va
pelaksana untuk diperbaiki.

5 |Memeriksa konsep laporan| Tidak Konsep/Laporan |1 jam Konsep/Laporan
kegiatan. Jika setuju, \‘ Kegiatan Kegiatan
menandatangani, dan diproses
lebih lanjut oleh Kepala Seksi. /

Jika tidak setuju mengembalikan Ya
kepada Kepala Seksi untuk
diperbaiki.

6 |[Meneruskan kepada Pejabat Laporan 5 menit |Laporan
Pelaksana untuk digandakan, Kegiatan Kegiatan
diteruskan kepada Kepala Dinas
dan diarsipkan.

7 |Digandakan, diteruskan kepada : Laporan 1 hari Laporan
Kepala Dinas dan diarsipkan ’{ Selesal ] Kegiatan Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP 72 Tdhon 2023
Tanggal Pembuatan n &ﬂ“wnmﬁﬂﬂ’iﬁ’o‘}\‘\
Tanggal Revisi /&  NE
Tanggal Efektif .2/ g
Disahkan Oleh G A

*

l. :

Nama SOP Seleksi CaIMa Manfaat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal D3;
2. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak di jalankan, maka kegiatan Seleksi Calon Penerima Manfaat tidak
berjalan dengan baik.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala UPTD

Kasubag TU

Kepala Seksi

Pejabat
Pelaksana

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

2

3

4

5

7

10

Berdasarkan Surat
masuk/laporan masyarakat,
Kepala UPTD mengeluarkan
Surat Perintah Tugas kepada
Kepala Seksi untuk melakukan
seleksi calon Penerima manfaat

DPA dan POK

15 menit

SPT

Kepala Seksi Menerima SPT
dan berkoordinasi dengan
Kasubag TU untuk untuk
melakukan seleksi

v
v

SPT

15 menit

Disposisi

Menugaskan pejabat pelaksana
untuk menyiapkan Formulir
seleksi dan bersama-sama
dengan Pejabat Pelaksana
untuk melakukan seleksi

SPT dan
Formulir Seleksi

1sd3
hari

Formulir Seleksi
dan laporan
Seleksi

Melaporkan Hasil Seleksi
kepada Kepala UPTD

Laporan Hasil
Seleksi

30 menit

Melakukan Case Conference
untuk memastikan menerima
atau menolak Calon Penerima
Manfaat. Jika Menerima,
dilakukan penjemputan, jika
menolak, menyampaikan
secara tertulis kepada keluarga.

Hasil Case
Conference

30 Menit

Notulen rapat

Memerintah Kepala Seksi untuk
melakukan penjemputan jika
diterima, dan menyampaikan
surat pemberitahuan kepada
keluarga jika menolak

Surat Tugas,
surat keluar

1sd3
hari

Surat Tugas dan
Surat Keluar

Bersama-sama dengan pejabat
Pelaksana melakukan
penjemputan, dan penempatan
di Wisma. Menyampaikan surat
pembatalan Calon Penerima
Manfaat.

Selesai

Surat Tugas,
dokumentasi,
SPJ

3 hari

Pencatatan di
Buku Registrasi
PM




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI| KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP 12 Tahn 2023

Tanggal Pembuatan It SQMU@“

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Penerimaan Calon Penerima Manfaat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal D3/Diploma;
2. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar;
3. SOP Seleksi Calon Penerima Manfaat.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Kamera

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Penerimaan Calon Penerima Manfaat tidak ada maka berdampak
proses pelayanan sosial dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Ket
p Kepala UPTD | Kasubag TU | Kepala Seksi i Kelengkapan | Waktu Output
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Berdasarkan Hasil Seleksi Laporan Hasil |15 menit |Nota Dinas

Calon PM, Kepala UPTD Seleksi
menugaskan Kasubag TU ( Mulai ]
untuk menyiapkan Sarana
Prasarana guna Penempatan
Calon PM di dalam Panti

2 |Menelaah Disposisi Kepala Disposisi 15 menit | Disposisi
UPTD dan berkoordinasi
dengan Kepala Seksi guna N
penempatan Calon Penerima L :'l |
Manfaat di Wisma

3 |Penempatan Calon Penerima Disposisi 30 menit |Registrasi Calon
Manfaat di dalam wisma Penerima

:). Manfaat
Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKS| KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan L Dertue
Tanggal Revisi 4
Tanggal Efektif  wf L
Disahkan Oleh Febak
88 Tenggara Timur
.
“ESEF 5.S0s, M.Si

—MIRA19700629 199903 1 005

Nama SOP Terminasi Hidup Penerima Manfaat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA,
2. Menguasai tata naskah dinas;
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Masuk;
3. SOP Penerimaan Calon Penerima Manfaat.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka kegiatan terminasi hidup penerima manfaat tidak
dapat berjalan dengan baik.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Ket
e Kepala UPTD | Kasubag TU | Kepala Seksi s Kelengkapan | Waktu OQutput
Pelaksana

1 2 3 4 5 6 g 8 9 10

1 |Disposisi surat masuk atas Surat masuk dan|15 menit |Disposisi
permintaan keluarga/Laporan laporan Pekerja
Pekerja Sosial untuk Sosial
menugaskan Kepala Seksi @
guna menyiapkan konsep
terminasi Penerima Manfaat
kembali ke keluarga

2 |Menelaah disposisi Kepala Disposisi 15 menit |Disposisi
UPTD, bekoordinasi dengan
Kasubag TU untuk menyiapkan of L] 1
administrasi guna terminasi L = .
Penerima Manfaat

3 |Menugaskan pejabat pelaksana Konsep 15 menit |Konsep
untuk menyiapkan konsep ™ | Terminasi Terminasi
terminasi Penerima Manfaat L

4 [Mengajukan konsep terminasi Tidak Konsep 15 menit |Konsep
kepada Kepala Seksi, jika Terminasi Terminasi
setuju memberikan paraf dan -/\-
diteruskan ke Kepala UPTD, \/
jika tidak dikembalikan v

5 |Memeriksa konsep terminasi Konsep 15 menit | Terminasi
Penerima Manfaat, jika setuju Tidak Terminasi
memberikan paraf dan \
diteruskan ke Kepala Seksi < -
untuk melaksanakan terminas, f
jika tidak dikembalikan Ya

6 |Berkoordinasi dengan Kasubag Terminasi dan |15 menit |Surat Tugas
TU, dan selanjutnya Surat Tugas
menugaskan Pejabat "
Pelaksana untuk melaksanakan -
\asisiaani

7 |Pelaksananaan terminasi , dan Surat Tugas, 1 - 3 hari |Laporan
melaporkan hasilnya ke Kepala dokumentasi,
Seksi, Kasubag TU dan Kepala SPJ
UPTD Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan I\

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Menguasai tata naskah dinas;
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar;
3. SOP Penerimaan Calon Penerima Manfaat.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka kegiatan terminasi meninggal di ambil keluarga
tidak dapat berjalan dengan baik.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala UPTD

Kasubag TU

Kepal

a Seksi

Pejabat
Pelaksana

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

2

3

4

5

|

9

10

Laporan Penerima Manfaat
meninggal, menugaskan Kepala
Seksi guna menyiapkan konsep
Berita Acara Serah Terima
Terima Jenazah dari UPTD ke
keluarga

Informasi via
WA

15 menit

Disposisi

Menelaah disposisi Kepala
UPTD, bekoordinasi dengan
Kasubag TU untuk menyiapkan
administrasi guna penyerahan
jenazah Penerima Manfaat

Disposisi

15 menit

Disposisi

Menugaskan pejabat pelaksana
untuk menyiapkan konsep
BAST

Disposisi

30 menit

Disposisi

Mengajukan konsep BAST
kepada Kepala Seksi, jika
setuju memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala UPTD,
jika tidak dikembalikan

Tidak

N
e

Konsep BAST

30 menit

Konsep BAST

Memeriksa konsep BAST
Penerima Manfaat, jika setuju
memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala Seksi
untuk melaksanakan
penyerahan jenazah, jika tidak
dikembalikan

Tidak

Konsep BAST

15 menit

BAST

Berkoordinasi dengan Kasubag
TU, dan selanjutnya
menugaskan Pejabat
Pelaksana untuk melaksanakan
terminasi

BAST dan Surat
Tugas

15 menit

BAST dan Surat
Tugas

Pelaksananaan terminasi , dan
melaporkan hasilnya ke Kepala
Seksi, Kasubag TU dan Kepala
UPTD

=“ Selesai l

BAST, Surat
Tugas,
dokumentasi,
SPJ

3 hari

Laporan
Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP

76 Tﬂhvﬂ 2.0&51.-.:;

Tanggal Pembuatan N Facvan ok

Tanggal Revisi

UF

2
2

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Terminasi Meninggal Tidak di ambil keluarga

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA,;
2. Menguasai tata naskah dinas;
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.  SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor;
2. SOP Penanganan Surat Keluar; 2. Komputer;

3. SOP Penerimaan Calon Penerima Manfaat.

3. Peti Jenazah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak di Jalankan, maka terminasi meninggal tidak diambil keluarga tidak
berjalan dengan baik.

1. Buku Agenda Surat Masuk;

2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Ket
o Kepala UPTDI Kasubag TU | Kepala Seksi Pejsbat Kelengkapan | Waktu Output
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 /4 8 9 10
1 |Laporan Penerima Manfaat Informasi lisan |15 menit |Disposisi
meninggal, menugaskan Kepala : atau via
Sub Bagian Tata Usaha untuk ( Mulai ' Telepon/WA
menyiapkan Pemakaman
2 |Menelaah perintah Kepala Disposisi 15 menit [Disposisi
UPTD, dan menugaskan
pejabat pelaksana untuk —I‘l I
menyiapkan proses
pemakaman
3 |Pelaksananaan pemakaman , Disposisi/ Surat |1 hari Laporan

dan melaporkan hasilnya ke
Kepala Seksi, Kasubag TU dan
Kepala UPTD

=‘| Selesai '

Tugas

Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP 77 Tahon

Zo23

| Tanggal Pembuatan

I Janvan %Zér -

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penerimaan Calon Penerima Manfaat.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Komputer;
3. Kamera.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika Layanan tidak di terapkan maka penerima manfaat tidak akan mampu
bersosialisasi dengan masyarakat dan mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan
dalam kehidupannya.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala UPTDl Kasubag TU

Kepala Seksi

Pejabat
Pelaksana

Kelengkapan

Waktu Output

Ket

2

3

4

5

6

7

10

Mengeluarkan nota dinas untuk
menugaskan Kepala Seksi
guna merencanakan kegiatan
bimbingan rohani, sosial, dan
konseling kesehatan.

DPA dan POK

15 menit |Npta Dinas

Menelaah nota dinas Kepala
UPTD dan menugaskan pejabat
pelaksana untuk menyiapak
TOR dan RAB kegiatan

Nota Dinas, dan
Disposisi

15 menit |Disposisi

Mengajukan TOR dan RAB ke
Kepala Seksi, jika setuju
memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala UPTD,
jika tidak dikembalikan

TOR, RAB

30 menit

Memeriksa TOR dan RAB, jika
setuju memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala UPTD,
jika tidak dikembalikan.

Tidak

N

TOR, RAB

30 menit |RAB

Memeriksa TOR dan RAB, jika
setuju memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala Seksi
untuk dilaksanakan, jika tidak
dikembalikan

Tidak

b d

TOR, RAB

15 menit |RAB

Menugaskan Pejabat
Pelaksana untuk melaksanakan
kegiatan

Surat Tugas

15 menit |SPJ

Pelaksananaan kegiatan
bimbingan rohani, sosial, dan
konseling kesehatan,
selanjutnya melaporkan
hasilnya kepada Kepala Seksi,
Kasubag TU dan Kepala UPTD

== Selesai '

Surat Tugas,
dokumentasi,
SPJ

3 hari Laporan

Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG

Nomor SOP 7€ Tatun 2023

Tanggal Pembuatan 1t anuari 20272

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Kehadiran ASN ﬁr@ET Kesgad&man Sosial Lanjut Usia di
Kupanﬂ \'a‘:’»m(‘ﬁ &

i
"-\___;::-_ s

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

1. Pendidikan Minimal SLTA;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- | 2. Menguasai Komputer.
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;
6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor,
2. SOP Penanganan Surat Keluar, 2. Komputer;
3. Mesin finger.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila laporan kehadiran PNS setiap bulan terlambat di kiim ke BKD, maka akan
| berpengaruh terhadap penilaian tingkat disiplin PNS.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub z
Kepala UPT Bagian TU Kepegawaian | Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Menugaskan Kasubag TU untuk mempersiapkan konsep Absen Manual 30 menit Laporan Bulanan
Laporan Kehadiran Pegawai Mulai dan Elektronik
2 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk mengumpulkan \ Rekap absen 10 menit Laporan Bulanan
data Kehadiran Pegawai. Tidak / \ Ya
3 |Mengumpulkan data Kehadiran Pegawai dan . Rekap absen 1 Jam Rekapan Laporan
Menyerahkan kepada Kasubag TU. [ I Kehadiran Pegawai
4 |Menyusun konsep Laporan Kehadiran Pegawai dan " Rekap absen 1 Jam Rekapan Laporan
menyerahkan kepada Kepala UPTD. l Kehadiran Pegawai
5 |Memeriksa konsep Laporan Kehadiran Pegawai. Jika Rekap absen 1 Jam Rekapan Laporan
setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Kehadiran Pegawai
UPTD. Jika tidak setuju mengembalikan kepada adm f:
Kepegawaian untuk diperbaiki. PR
Tidak
6 |[Memeriksa draft final Laporan Kehadiran Pegawai. Jika Rekap absen 1 Jam Rekapan Laporan
setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kepala UPTD. va / \, Kehadiran Pegawai
7 |Menyerahkan Laporan Kehadiran Pegawai kepada v Laporan 30 menit Laporan Bulanan
Kasubag TU untuk dilanjutkan ke admin kepegawaian Kehadiran
dan menindaklanjuti ke BKD : Sefesal Pegawai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP 18 Tohen 2022
Tanggal Pembuatan W Jeoyad >

Tanggal Revisi D AN
Tanggal Efekiif /&

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

: 1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

1. Pendidikan Minimal SLTA;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- | 2. Mengusai Tata Naskah Dinas;
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Menguasai Komputer.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;
5.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor,
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak
pada pelanggaran regulasi.

1. Buku Kontrol Cuti Pegawai;

2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.

Pengajuaﬁw Cuti Pegawai Negeri Sipil di UPTD

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan KPengelol_a Kepa_la Sub Kelengkapan| Waktu Output Keterangan
epegawaian Bagian TU
1 2 3 4 7 8 9 10
1 |Menerima Permochonan Cuti Pegawai yang telah mendapat Permohonan | 30 menit | Permohonan
persetujuan pejabat satu tingkat dan pejabat dua tingkat Cuti Cuti, lembar
diatasnya,melakukan verifikasi jenis dan sisa cuti pemohon Mulai disposisi
dan menyampaikan hasil verifikasi kepada kasubag.
2 |Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti pemohon. Permohonan | 10 menit | Permohonan
Apabila sisa cuti yang bersangkutan telah habis, b Cuti, lembar Cuti,
dikembalikan kepada pemohon melalui pengelola Tidak / disposisi disposisi
kepegawaian. Apabila sisa cuti yang bersangkutan masih
ada, memerintahkan pengelola kepegawaian untuk
memproses surat usulan cuti ke dinas. o
3 |Memproses surat usulan cuti ke dinas,mengambil Surat Izin Permohonan | 1Jam | Surat usulan
Cuti di dinas, menggadakan untuk arsip dan menyampaikan Cuti, disposisi cuti ASN
Asli Surat lzin Cuti kepada ASN yang mengajukan Selesai
permohonan Cuti.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP B0 74 Aoz

Tanggal Pembuatan (1 _Janwari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Penanganan Surat Masuk dl UFl’I.‘J Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia e Ay

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

3. Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

4. Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/kota;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

6. Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

o

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Mengusai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar. 1. Alat Tulis Kantor;
2. Telp/Faximili;

3. Komputer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengelolaan adminitrasi surat masuk terlambat, maka akan berdampak pada
terlambatnya tindak lanjut..

1. Buku Kontrol Cuti Pegawai;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pengadministrasi | kasubag Tata . Keterangan
s Oathis Kasie Kessos Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 z 8 9 10
1 |Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda Surat 5 menit | Surat masuk
surat dalam buku agenda surat masuk, masuk dan lembar dan lembar
memasang lembar disposisi dan meneruskan disposisi Disposisi
kepada Kepala UPTD.
2 [Menelaah, mendisposisi surat masuk dan Surat masuk dan 10 menit | Surat masuk
memberikan petunjuk kepada kasubag Tata g lembar Disposisi dan Disposisi
Usaha yang dituju untuk tindaklanjut dan R
dikembalikan ke pengadministrasi umum.
3 [Mencatat disposisi Kepala UPTD Surat masuk dan 5 menit | Surat masuk
meneruskan ke kasubag Tata Usaha dan TR Disposisi dan Disposisi
kepala Seksi
4 |Mendistribusi surat sesuai disposisi Kepala Surat masuk dan 10 menit | Surat masuk
UPTD kepada Kasubag Tata Usaha dan / Disposisi dan Disposisi
Kepala Seksi e
5 |Menindaklanjuti disposisi kepala UPTD terkait Surat masuk dan 5 menit | Surat masuk

surat masuk dan mendokumentasikan.

Disposisi

dan Disposisi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP B¢ Tatun 202%

Tanggal Pembuatan W Javrears K023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Penanganan Sura\ t&bluar dl UP!‘ B }(esejahteraan Sosial
Lanjut Usia ey

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Mengusai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer,;
3. Telp/Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengelolaan administrasi surat Keluar terlambat, maka akan berdampak pada
terlambatnya tindak lanjut..

1. Buku Agenda Surat Keluar,

2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Mutu Baku

i Tahap Kegiata
i . Kasubag TU Penga:‘d:l::slraﬂ Kepala UPTD Kadis Kelengkapan Waktu Output e
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. |Memerintahkan pengadministrasi umum untuk menyiapkan bahan Disposisi Surat 5 menit Disposisi Surat
kelengkapan surat keluar dan menyerahkan kepada kasubag. VR masuk/petunjuk atasan masuk/petunjuk atasan
ulai
2. |[Menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar, menyusun konsep Disposisi Surat 30 menit Bahan kelengkapan
surat keluar dan menyerahkan kepada Kasubag. masuk/petunjuk atasan surat keluar dan
konsep surat keluar
3. [Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila setuju, memaraf dan Bahan kelengkapan 20 Menit | Konsep surat keluar
disampaikan kepada Kepala UPTD. Apabila tidak setuju surat keluar dan konsep
dikembalikan kepada pengadministrasi umum untuk memperbaiki. ;. Tidak surat keluar
Ya
4. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila setuju, memaraf dan Konsep surat keluar 20 menit Draf surat keluar
disampaikan kepada Kepala UPTD Apabila tidak setuju Tidak Ya
dikembalikan kepada Kasubag untuk memperbaiki. \/
5. [Menelaah dan mengoreksi draf surat keluar. Apabila setuju, di tanda 1 Draf surat keluar 10 menit Surat keluar
tangani dan diteruskan kepada Pengadministrasi umum dan apabila v /
tidak setuju dikembalikan kepada Kepala UPTD untuk diperbaiki.
e
6. |Mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan. Surat keluar 10 menit Surat keluar dan

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG

Nomor SOP

82 Terlren 26232

Tanggal Pembuatan

(1 Damunei 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Penyusunan Laporan Bulanan d,an‘l'ahunan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

L -_'_’,r"

1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

Pendidikan Minimal Sarjana/D-IV.

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;
6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.  SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor;
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer dan Printer.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Laporan tidak dibuat maka akan berdampak pada kualitas program pelayanan
kesejahteraan sosial dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Mutu Baku

Analis Perencanaan,

No. Tahap Kegiatan i Ket
g Kepala Sub Bagian |~ p o)\ 1asi dan Kepala UPTD Kelengkapan Waktu Output ¢
Tata Usaha Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Kepala UPTD menugaskan Kasubag TU membuat Laporan Bulanan Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2. |Menugaskan analis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk { d Disposisi 15 menit Disposisi
mengumpulkan bahan atau data dukung penyusunan laporan dan| :
menyusun konsep laporan.
3. |Mengumpulkan bahan atau data dukung kemudian menyusun konsep Disposisi 3 hari Bahan laporan,
laporan dan menyampaikan kepada kasubag Tata Usaha. > disposisi
Tidak
4. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala| \ Bahan laporan 1 jam Konsep laporan,
UPTD Jika tidak setuju dikembalikan kepada analis perencanaan, - disposisi disposisi
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.
Ya
5. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala| Konsep laporan 1 jam Draf laporan,
UPTD. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag TU untuk Tidak disposisi disposisi
diperbaiki. -
Ya
6. |Memeriksa draft laporan. Jika setuju menandatangani dan| 3 Draf laporan. 1 jam Laporan disposisi
menyerahkan kepada Kepala UPTD. Jika tidak setuju mengembalikan -
kepada Kasubag TU untuk diperbaiki. ] b :
7. |Menyerahkan laporan kepada Kasubag TU untuk didokumentasikan. Laporan disposisi 10 menit Laporan disposisi
8 |Menyerahkan laporan kepada analis perencanaan, evaluasi dan A Laporan disposisi 10 menit Laporan disposisi
pelaporan untuk didokumentasikan.
9 |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan Laporan. Laporan disposisi 20 menit Laporan bulanan,

triwulan dan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG

Nomor SOP 8z Tahug—;:-‘ﬂvt.i\

Tanggal Pembuatan It (RSO N

Tanggal Revisi /£

Tanggal Efektif

Na
/{d“/J.-——---""\t|

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA,;
2. Menguasai Tata Boga.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Masuk;
3. SOP Laporan Bulanan dan Tahunan.

1. Bahan Makanan;

2. Alat Masak;
3. Alat Pemadam Kebakaran;
4. Kotak P3K

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengadaan permakanan tidak bisa di adakan
sesuai kebutuhan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Ket
ol Kepala UPTD | Kasubag TU| Kepala Seksi o, o Kelengkapan | Waktu Output
Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Mengeluarkan nota dinas untuk DPA dan POK |15 menit [Npta Dinas
menugaskan Kasubag TU guna )
merencanakan penyediaan ( o ,
permakanan

2 |Menelaah nota dinas Kepala UPTD Nota Dinas 15 menit [Disposisi
dan berkoordinasi dengan Kepala
Seksi untuk menelah DPA dan POK o«
guna penyediaan permakanan

3 |Menugaskan pejabat pelaksana Nota Dinas, dan {30 menit |Disposisi
untuk menyiapkan RAB o I Disposisi

4 [Mengajukan RAB ke Kasubag TU, Tidak RAB 30 menit |RAB
jika setuju memberikan paraf dan \
diteruskan ke Kepala UPTD, jika
tidak dikembalikan {-

5 |Memeriksa RAB, jika setuju Tidak RAB 15 menit [RAB
memberikan paraf dan diteruskan \
ke Kasubag TU untuk melakukan /‘
pengadaan, jika tidak dikembalikan i

a

6 |Berkoordinasi dengan Kepala Seksi, Dokumen 15 menit |SPJ
dan selanjutnya menugaskan pengadaaan
Pejabat Pelaksana untuk
melaksanakan penyediaan
permakanan

7 |Pejabat Pelaksana menyediakan Dokumen 1 hari Permakanan
permakanan, mendistribusikan ke (Se I:es:al:J pengadaan,
Penerima Manfaat dan menyiapkan tanda terima
SPJ sandang, SPJ




>

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 1

Tanggal Revisi

& Tanium 2022
Jarneari 2023

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA,
2. Menguasai Komputer.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.  SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Komputer;
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. ATK;

3. Dokumentasi.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengadaan sandang tidak berjalan dengan baik.

1. Buku Agenda Surat Masuk;

2. Buku Ekspedisi Surat Keluar.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Ket
P Kepala UPTD | Kasubag TU | Kepala Seksi P::’:::;a Kelengkapan | Waktu |  Output
| 2 3 4 8 6 7 8 9 10
1 |Mengeluarkan nota dinas untuk DPA dan POK |15 menit [Nota Dinas
menugaskan Kasubag TU guna .
merencanakan pengadaan sandang ( Mulai l
2 |Menelaah nota dinas Kepala UPTD Nota Dinas 15 menit | Disposisi
dan berkoordinasi dengan Kepala N
Seksi untuk menelah DPA dan POK ——
guna pengadaan sandang
3 |Menugaskan pejabat pelaksana Nota Dinas, dan {30 menit |Disposisi
(Tim pengadaan) untuk menyiapkan 4l Disposisi
RAB
4 [Mengajukan RAB ke Kasubag TU, Tidak RAB 30 menit |RAB
jika setuju memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala UPTD, jika
tidak dikembalikan :(
a
5 |Memeriksa RAB, jika setuju Tidak RAB 15 menit |RAB
memberikan paraf dan diteruskan
ke Kasubag TU untuk melakukan /‘
pengadaan, jika tidak dikembalikan v
a
6 |Berkoordinasi dengan Kepala Seksi, Dokumen 15 menit |SPJ
dan selanjutnya menugaskan pengadaaan
Pejabat Pelaksana untuk >
melaksanakan pengadaan sandang
7 |Pejabat Pelaksana mengadakan Dokumen 1 hari Sandang
sandang, mendistribusikan ke pengadaan,
Penerima Manfaat, menyimpan di tanda terima
gudang sebagai stock barang sandang, SPJ
persediaan, dan menyiapkan SPJ




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI|I KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP 85 Tanon 202
Tanggal Pembuatan \ B H
Tanggal Revisi S AN
Tanggal Efektif /37 — X
Disahkan Oleh a oa i
' mur
9 199903 1 005
Nama SOP Reunifikas

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D3;
2. Menguasai Tata Naskah D
3. Menguasai Komputer.

inas;

Keterkaitan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;

2. SOP Penanganan Surat Keluar;

3. SOP Seleksi Calon Penerima Manfaat.

Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer;

2. Alat Tulis Kantor;

3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka kegiatan reunifikasi tidak berjalan dengan baik.

1. Buku Agenda Surat Masuk;

2. Buku Ekspedisi Surat Keluar.




-

No

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala UPTD

Kasubag TU

Kepala Seksi

Pejabat
Pelaksana

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

2

3

4

5

6

7

8

10

Mengeluarkan nota dinas untuk
menugaskan Kepala Seksi
guna merencanakan kegiatan
reuinifikasi keluarga

' Mulai '

DPA dan POK

15 menit

Npta Dinas

Menelaah nota dinas Kepala
UPTD dan berkoordinasi
dengan Kasubag TU untuk
menelah DPA dan POK guna
pelaksanaan kegiatan
reunifikasi keluarga

Nota Dinas

15 menit

Disposisi

Menugaskan pejabat pelaksana
untuk menyiapkan TOR dan
RAB kegiatan reunifikasi

Nota Dinas, dan
Disposisi

30 menit

Disposisi

Mengajukan TOR dan RAB ke
Kepala Seksi, jika setuju
memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala UPTD,
jika tidak dikembalikan

Tidak

Ya

TOR, RAB

30 menit

RAB

Memeriksa TOR dan RAB, jika
setuju memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala Seksi
untuk melaksanakan kegiatan
reunifikasi, jika tidak
dikembalikan

Tidak

TOR, RAB

15 menit

Berkoordinasi dengan Kasubag
TU, dan selanjutnya
menugaskan Pejabat
Pelaksana untuk melaksanakan
kegiatan reunifikasi keluarga

Ya

v

Surat Tugas

15 menit

SPJ

Pelaksananaan kegiatan
reunifikasi, dan melaporkan
hasilnya ke Kepala Seksi,
Kasubag TU dan Kepala UPTD

‘-{ Selesai |

Surat Tugas,
dokumentasi,
SPJ

3 hari

Laporan
Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDI AGUNG

Nomor SOP g6 Tawn 2023z
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

W Zanuan
S i)
17— e
3 Mz

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Menguasai Keterampila

1.  Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai teknik pemberian bimbingan sosial fisik, dan mental;

n.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Komputer;
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. ATK;

3 Kamera;

4. Peralatan Keterampilan.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka kegiatan bimbingan sosial, fisik, mental dan
pelatihan tidak berjalan dengan baik.

1. Buku Agenda Surat Mas

uk;

2. Buku Ekspedisi Surat Keluar.




No

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala UPTDI Kasubag TU

Kepala Seksi

Pejabat
Pelaksana

Kelengkapan

Waktu Output

Ket

2

3

4

5

7

10

Mengeluarkan nota dinas untuk
menugaskan Kepala Seksi
guna merencanakan kegiatan
bimbingan sosial, fisik, mental
dan pelatihan

DPA dan POK

15 menit [Npta Dinas

Menelaah nota dinas Kepala
UPTD dan berkoordinasi
dengan Kasubag TU untuk
menelah DPA dan POK guna
pelaksanaan kegiatan

X

Nota Dinas

15 menit |Disposisi

Menugaskan pejabat pelaksana
untuk menyiapkan TOR dan
RAB kegiatan

7
LI

Nota Dinas, dan

Disposisi

30 menit |Disposisi

Mengajukan TOR dan RAB ke
Kepala Seksi, jika setuju
memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala UPTD,
jika tidak dikembalikan

|
[=%
o

=

7
Y

<
o

TOR, RAB

30 menit |RAB

Memeriksa TOR dan RAB, jika
setuju memberikan paraf dan
diteruskan ke Kepala Seksi
untuk melaksanakan kegiatan
bimbingan sosial, fisik, mental
dan pelatihan, jika tidak
dikembalikan

Tidak

TOR, RAB

15 menit |RAB

Berkoordinasi dengan Kasubag
TU, dan selanjutnya
menugaskan Pejabat
Pelaksana untuk melaksanakan
kegiatan bimbingan sosial, fisik,
mental dan pelatihan

It

Surat Tugas

15 menit |SPJ

Pelaksananaan kegiatan
bimbingan sosial, fisik, mental
dan pelatihan, selanjutnya
melaporkan hasiinya ke Kepala
Seksi, Kasubag TU dan Kepala
UPTD

=“ Selesai '

Surat Tugas,
dokumentasi,
SPJ

3 hari Laporan

Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG

Dasar Hukum :

Nomor SOP 87 Towa 2023
Tanggal Pembuatan N Jatwed 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Z4
Disahkan Oleh 4;@‘5‘"
& r
] .
n A /
* P, 75 499903 1 005
Nama SOP Penyedia&%\tﬁ%
V4 TEN
S —

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Perarturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal S1;
2. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengadaan alat bantu tidak dapat diadakan sesuai
kebutuhan.

1. Buku Agenda Surat Masuk:
2. Buku Ekspedisi.




Pelaksana Mutu Baku

No Tahap Kegiatan Ket
i Kepala UPTD| Kasubag TU | Kepala Seksi ciont Kelengkapan | Waktu Output

Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Mengeluarkan nota dinas untuk DPA dan POK |15 menit [Npta Dinas
menugaskan Kasubag TU guna
merencanakan pengadaan alat ( Mulai l
bantu
2 |Menelaah nota dinas Kepala Nota Dinas 156 menit |Disposisi
UPTD dan berkoordinasi »
dengan Kepala Seksi untuk E .: I
menelah DPA dan POK guna
pengadaan alat bantu
3 |Menugaskan pejabat pelaksana Nota Dinas, dan |2 hari Disposisi
(Tim pengadaan) untuk ,l I Disposisi

menyiapkan RAB

4 |Mengajukan RAB ke Kasubag Tidak RAB 1 hari RAB
TU, jika setuju memberikan
paraf dan diteruskan ke Kepala
UPTD, jika tidak dikembalikan

N
=Y

5 |Memeriksa RAB, jika setuju Tidak RAB 1 hari RAB

memberikan paraf dan <\
/‘

diteruskan ke Kasubag TU
untuk melakukan pengadaan,

jika tidak dikembalikan Ya
6 |Berkoordinasi dengan Kepala Dokumen 15 menit |SPJ
Seksi, dan selanjutnya pengadaaan
menugaskan Pejabat ——» "
Pelaksana untuk melaksanakan
pengadaan alat bantu
7 |Pejabat Pelaksana Dokumen 15 menit [Alat Bantu
mengadakan alat bantu, pengadaan, Tand
mendistribusikan ke Penerima a terima alat
Manfaat, menyimpan di gudang Selesai bantu, SPJ

sebagai stock barang
persediaan, dan menyiapkan
SPJ




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

di Kupang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Perarturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA;

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Telepon.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila penyajian jamuan terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya
pelayanan terhadap penerima manfaat.

1. Buku Agenda Surat Masuk;

2. Laporan Kegiatan.




No. Tahap Kegiatan cnsmsmite W i Keterangan
Kepala UPT Kasubag TU JFU Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 f 8 9
1 |Menugaskan Kasubag TU untuk melakukan kegiatan informasi 20 menit Berkas diterima
penyajian konsumsi. l mulai l
2 [Memerintah JFU untuk menyajikan konsumsi, persiapan instruksi 30 menit
ruangan, serta memelihara dan membersikan il }
peralatan/perlengkapan makan.
3 |Menyiapkan bahan makanan untuk diolah sesuai dengan alat-alat 90 menit
menu yang disusun, persiapkan ruangan, Mempersiapkan
ruangan dan peralatan makan bagi penerima manfaat, v
Menyajikan makanan, Mencuci, merapikan serta | |
mengamankan peralatan yang dipakai dalam penyajian dan
Memelihara kebersihan dan kenyamanan ruangan makan,
dapur dan halaman sekitar dapur. selanjutnya
menyampaikan kepada Kasubag TU
4 |Mengonsep Laporan kegiatan penyajian konsumsi dokumen 20 menit
5 |Memeriksa konsep laporan penyajian konsumsi. Jika tidak dokumen 30 menit
setuju menyerahkan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki. tidak
6 |Menyerahkan laporan Penyajian Konsumsi kepada Kasubag ya dokumen 20 menit
TU .I :
7 |Kasubag TU menyerahkan laporan kepada JFU untuk dokumen 10 menit
diarsipkan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KUPANG

Nomor SOP ¥4 Tohor Zv2@as
Tanggal Pembuatan U Chnggd, w8237 Ry
Tanggal Revisi y/ &7 NN
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
mur

SNGEINE_ 43 00629 199903 1 005

Nama SOP Permlntaan Barang/Bahan di UPTD Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia di Kupang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Perarturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Menguasai Komputer.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor;
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer,;

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Permintaan Barang/ bahan tidak di jalankan, maka akan berdampak
pada pemenuhan kebutuhan penerima manfaat.

1. Laporan Permintaan Barang;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala
NO Tahap Kegiatan Kepala | Kasubag Pemegang Ket
UPTD T.U ::::; PR el Kelengkapan Waktu Output
1 |[Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia membuat rencana @ Rencana 30 menit| Rencana
kebutuhan klien kepada Kepala UPTD kebutuhan kebutuhan
2 |Kepala UPTD menelaah usulan kebutuhan. Jika disetujui maka Kepala o D
Seksi mengajukan rencana kebutuhan. Jika tidak disetujui maka
diperbaiki
3 |Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia mengajukan rencana == - Rencana 30 menit| Rencana
kebutuhan kepada Kepala UPTD H kebutuhan kebutuhan
[ 4 |Kepala UPTD menelaah usulan kebutuhan. Jika disetujui maka Kepala o i DR S
Seksi mengajukan rencana kebutuhan. Jika tidak disetujui maka tidak
diperbaiki dan diteruskan kepada Kasubag Tata Usaha
| 5 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan penilitian dan pemeriksaan| — | Dokumen 60 menit| Dokumen |
terhadap kebutuhan yang diajukan untuk kebutuhan klien E
6 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha meneruskan rencana permintaan i | Dokumen 45 Menit| Dokumen
kebutuhan tersebut kepada Kepala UPTD untuk mendapat persetujuan | ]
dan atau menolak rencana permintaan
| 7 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha meneruskan kepada Pemegang| | i | Dokumen | 15 menit | Berita Acara
Barang/Bahan untuk dibuat dokumen penerimaan barang/bahan d‘—l
kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
8 |Pemegang Barang/Bahan menyiapkan dokumen persetujuan untuk| | [jj Rencana | 30 menit | Berita Acara| |
menyerahkan barang/bahan kepada kepala Seksi Kesos kebutuhan
9 |Kepala Seksi Kesos Menerima Kebutuhan berdasarkan Rencana yang ol — I B " Rencana 60 menit | Berita Acara
dibuat [:'J“‘“‘“ : kebutuhan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG

Nomor SOP 9o Tahen Zozs

Tanggal Pembuatan W Janwoa 2023?
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Laporan Kegiatgh

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal Sarjana/D-IV.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar,
3. SOP Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Laporan harus tepat waktu.

1. Dokumentasi Kegiatan

2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. ,
Tahap Kegiatan Kepala UPTD Kepala Seksi Kasubag TU Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput s
1 2 3 4 5 6 z 8 9 10
1 |Kepala UPTD menugaskan Kasubag Tata ATK, 1 hari Dokumen
Usaha dan Kepala Seksi untuk Komputer/Laptop
menghimpun data
2 |Kepala Sub Bagian TU dan Kepala Seksi Data kegiatan tata 60 menit |laporan hasil
menyiapkan laporan hasil kegiatan bulanan [ of usaha dan seksi kegiatan
| T 2 L__ﬂ__ selama 1 bulan
3 |Mengoreksi hasil laporan Kepala Sub ATK, 30 menit |persetujuan
Bagian TU dan Kepala Seksi N tidak Komputer/Laptop dan laporan
/ laporan yang disetujui
4 |Menyampaikan laporan realisasi kegiatan ya ATK, 1 hari [laporan realisasi
bulanan kepada Kepala Dinas Komputer/Laptop kegiatan siap
dipergunakan
sebagaimana
mestinya




Nomor SOP Q! _Tohun 2023
Tanggal Pembuatan U Joanyari 2033
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif T U =
Disahkan Oleh i DI as 505
3z T v _ra Timur ¢
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ;. OSER M.Si
) BUBYM. | NIP. 16700626 166903 1 005
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG [ "Nama SOP Kehadiran Pega geri Sipildi Lingkungan UPTD
Kesejahteraan S g}ﬁm tra dan Karya Wanita

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;,

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022;

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;

2. Kemampuan Mengoperasionalkan Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar;
3. SOP Pengelolaan Data Kepegawaian.

1. Alat Tulis Kantor:;
2. Komputer dan Printer;
3. Mesin Finger Print.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila laporan kehadiran PNS setiap bulan terlambat di kirim ke BKD, maka akan
berpengaruh terhadap penilaian tingkat disiplin PNS.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan ini Keterangan
R Kepala UPTD Kasubag TU Fagrsientatran) Kelengkapan Waktu Output -
Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [Menugaskan Kasubag TU untuk Absen Manual dan| 30 menit |[Laporan bulanan
mempersiapkan konsep Laporan Kehadiran l Mulai Elektrik
Pegawai
2 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk - 10 menit  |Laporan bulanan
mengumpulkan data Kehadiran Pegawai.
3 |Mengumpulkan data Kehadiran Pegawai dan| \ - 1 Jam Rekapan laporan
Menyerahkan kepada Kasubag TU. I I kehadiran
pegawai
4 |Menyusun konsep Laporan Kehadiran Pegawai \ 1 Jam Rekapan laporan
dan menyerahkan kepada Kepala UPTD. 1 | kehadiran
2 pegawai
5 |Memeriksa konsep Laporan Kehadiran 1 Jam Draft laporan
Pegawai. Jika setuju memberi paraf dan v /K ik kehadiran
menyerahkan kepada Kepala UPT. Jika tidak pegawai
setuju mengembalikan kepada adm Y
Kepegawaian untuk diperbaiki. .
6 |Memeriksa draft final Laporan Kehadiran 1 Jam Laporan
Pegawai. Jika tidak setuju dikembalikan ke tidak kehadiran
kasubag TU. Jika setuju menandatangani dan pegawai
menyerahkan kepada Kasubag TU untuk
dilanjutkan ke admin kepegawaian Ya _
7 |Menindaklanjuti ke BKD \ Laporan kehadiran| 30 menit |Laporan
l selesai l pegawai kehadiran
pegawai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG

Nomor SOP Yda fTahuy 2p2%
Tanggal Pembuatan (I __danuari 2622
Tanggal Revisi =
Tanggal Efektif P
Disahkan Oleh i
Tlmuré
‘-. UvAi finel o
\" "NIP. 16708629 109903 1 005
Nama SOP Pengajuan Surat Usulan Cti Pegawai Negeri Sipil di UPTD

Kesejahteraan Sosial Tn:
Kupang '

Netra dan Karya Wanita di

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;

2. Komputer dan Printer;
3. Buku Agenda Surat keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak
pada pelanggaran regulasi.

1. Buku control cuti pegawai,
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
; Pengelola/Pengadm
o Ty S inistrasi ’:’m?‘,‘,‘; Kelengkapan | Waktu Output e
Kepegawaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 |Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang Permohonan 30 menit |Permohonan
telah mendapat persetujuan pejabat satu Cuti Cuti, lembar
tingkat dan pejabat dua tingkat Mulai disposisi
diatasnya,melakukan verifikasi jenis dan sisa
cuti pemohon dan menyampaikan hasil
verifikasi kepada kasubag.

2 |Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti| Permohonan 10 menit |Permohonan
pemohon. Apabila sisa cuti yang bersangkutan Cuti, lembar Cuti,
telah habis, dikembalikan kepada pemohon Tidak disposisi disposisi
melalui pengelola kepegawaian. Apabila sisal
cuti yang  bersangkutan masih ada,
memerintahkan pengelola kepegawaian untuk| \
memproses surat usulan cuti ke dinas. -

3 |Memproses surat usulan cuti ke Permohonan 1 Jam |Surat usulan

dinas,mengambil Surat Izin Cuti di dinas,
menggadakan untuk arsip dan menyampaikan
Asli Surat Izin Cuti kepada ASN yang
mengajukan permohonan Cuti.

Selesai

Cuti, disposisi

cuti ASN




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG

Nomor SOP 95 Tdwn 2023
Tanggal Pembuatan W Jetvas 2023 -
Tanggal Revisi ZaNTAH ;.

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Penanganan Sura‘tﬂﬁ@k‘dtUPTD Kesejahteraan Sosial

Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar; 1. Alat Tulis Kantor;
2. SOP Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. 2. Telp/faximili;

3.  Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengelolaan adminitrasi surat masuk terlambat, maka akan berdampak pada
terlambatnya tindak lanjut.

1. Buku Agenda Surat Masuk;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. ini i I
Tahap Kegiatan Pengaud:‘ﬂstrast Kasubag TU Kasie Kesos Kepala UPTD Kelengkapan Waktu Output s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda Surat 5 menit | Surat masuk dan
surat dalam buku agenda surat masuk, masuk dan lembar lembar Disposisi
memasang lembar disposisi dan disposisi
meneruskan kepada Kepala UPTD.
2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk dan
memberikan petunjuk kepada Kasubag TU 1 lembar Disposisi Disposisi
yang dituju untuk tindaklanjut dan " ok
dikembalikan ke pengadministrasi umum. il
3 |Mencatat disposisi Kepala UPTD Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan
meneruskan ke kasubag TU dan kepala Disposisi Disposisi
Seksi >
4 |Mencatat disposisi kepala UPTD dan | Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk dan
meneruskan ke kasubag yang dituju. > Disposisi Disposisi
5 |Menindaklanjuti disposisi kepala UPTD Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan

terkait surat
mendokumentasikan.

masuk dan

Disposisi

Disposisi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG

Nomor SOP 94 Tdwa 2023
Tanggal Pembuatan W Jaowo 2023 oo
Tanggal Revisi T NTAH N
Tanggal Efektif /AV \e,,\\ ,
Disahkan Oleh 0Si
imur
Ir

4. 19700628.$9€ 03 1005

Nama SOP Penanganan Suratkehuatd ‘/-ﬂ- Kesejahteraan Sosial
Tuna Netra dan KaryaWawita di Kupang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;,

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA,;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor,
2. Telp/faximili;

3. Komputer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut.

1. Buku Agenda Surat Keluar;
2. Disimpan sebagai data elektronik dan Arsip.




Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan ini

i P Kasubag TU Pangi::l"r::::strasi Kepala UPTD Kadis Kelengkapan | Waktu Output P

1 i 2 4 5 6 8 9 10 11

1. |Memerintahkan pengadministrasi umum untuk Disposisi Surat | 5 menit |Disposisi Surat
menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar dan _ masuk/petunjuk masuk/petunjuk
menyerahkan kepada kasubag. | Mulai atasan atasan

2. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar, L Disposisi Surat | 30 menit |Bahan kelengkapan
menyusun konsep surat keluar dan menyerahkan ; masuk/petunjuk surat keluar dan
kepada Kasubag. atasan konsep surat keluar

3. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila setuju, Bahan 20 Menit |Konsep surat keluar
memaraf dan disampaikan kepada Kepala kelengkapan
UPTD. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada NG Tidak surat keluar dan
pengadministrasi umum untuk memperbaiki. e konsep surat

keluar
Ya

4. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila setuju, Konsep surat 20 menit |Draf surat keluar
memaraf dan disampaikan kepada Kepala Dinas. keluar
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tidak =
Kasubag untuk memperbaiki.

\/

5. |[Menelaah dan mengoreksi draf surat keluar. 1 Draf surat 10 menit |Surat keluar
Apabila setuju, di tanda tangani dan diteruskan Tidak / keluar
kepada Pengadministrasi umum dan apabila :
tidak setuju dikembalikan kepada Kepala UPTD
untuk diperbaiki.

6. |Mengagendakan, mendistribusikan dan 1 Surat keluar 10 menit |Surat keluar dan

mengarsipkan.

Selesai

dokumentasi




Nomor SOP 05 Tohun 2023

Tanggal Pembuatan N Jamad 2023 J—

Tanggal Revisi 3 ‘{{ AH PR,

Tanggal Efektif V. ‘\L \

Disahkan Oleh *# s 8

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL , 408
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG Nama SOP Laporan Penyu%ﬁ Bulanan dans Tahunan &

UPTD Kesejahteraa una Netra dan Karya Wanita di
Kupang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal Sarjana/D-1V.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar;
3. SOP Penyusunan Laporan Bulanan dan Semester.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan bulanan, triwulan dan
semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan Kepala Keterangan
- Sub.Bagian A“":J’m"::"‘" Kepala UPTD |Kelengkapan Waktu Output s
Tata Usaha

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Kepala UPTD menugaskan Kasubag TU membuat Laporan Agenda Kerja 15 menit | Disposisi

Bulanan
2. |Menugaskan analis Layanan Umum untuk mengumpulkan y Disposisi 15 menit |Disposisi

bahan atau data dukung penyusunan laporan dan é

menyusun konsep laporan.
3. [Mengumpulkan bahan atau data dukung kemudian Disposisi 3 hari Bahan laporan, disposisi

menyusun konsep laporan dan menyampaikan kepada I l

kasubag Tata Usaha. L
4. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju menyampaikan Bahan laporan disposisi 2 jam Konsep laporan, disposisi

kepada Kepala UPTD Jika tidak setuju dikembalikan| \ —

kepada analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk

diperbaiki.

Ya

5. |Memeriksa draft laporan. Jika setuju menandatangani dan Konsep laporan disposisi 1 jam Draf laporan, disposisi

menyerahkan kepada analis layanan umum. Jika tidak Tidak

setuju mengembalikan kepada Kasubag TU \

Ya

6. |Menyerahkan laporan kepada analis layanan umum untuk Laporan disposisi 10 menit |Laporan

didokumentasikan, Mendistribusikan dan

Mendokumentasikan Laporan tahunan.




]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG

Nomor SOP gk Tdwn 2023

Tanggal Pembuatan W Janvas  JozE5 W TAM g*\

Tanggal Revisi /@Wﬁ\

Tanggal Efektif Y/ Ay

Disahkan Oleh 1a$)
\‘:" e Ccae
SATEYS LA S ;

Nama SOP Penyediaan Permakanan 4

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-IV;
2. Pendidikan D-lIl/S1Gizi.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyediaan Sandang;
2. SOP Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Ketrampilan Kerja.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak ada kegiatan permakanan maka akan berdampak pada pelayanan
makanan dan minuman untuk Penerima Manfaat di dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
T Kegiatan Penyedia Keterangan
- S Kepala UPTD Kasubag TU Kasle Kesos | Tim Persiapan | Tim Pelaksana Tim Pengawas i Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 [} 7 8 9 10 11 12 13
1. |Rapat pembentukan Tim Swakelola |Daftar hadir, ATK dan 2 jam Terbentuknya Tim
2. |Penerbitan SK Tim Swakelola Data Nama pegawai 30 menit |SK Tim Swakelola
| ] yang ditunjuk, ATK dan
= | Komputer
3. |Tim menyusun menu makanan dan Daftar menu dan 1 minggu | Daftar menu dan
e S
4. |Kepala seksi mengajukan permohonan == ATK, Komputer dan 30 menit  |surat permohonan
penyediaan permakanan kepada Kepala| ‘ B | 1 J daftar menu bahan makanan
LIPTD
5. |Kepala UPTD membuat surat pemberitahuan Surat permohonan dari 30 menit | Surat pemberitahuan
kepada pihak penyedia bahan makanan kering| | e | J I kasie kesos
dan tim persiapan bahan basah | ] |
6. |Penyedia bahan makanan kering mengajukan daftar harga penawaran 1 hari dokumen penawaran
7. |Penerbitan SK antara Kepala UPTD dan pihak E: ATK, Komputer 1 Hari Surart perintah kerja
: : |
8. |Droping barang dan tim pengawas melakukan Bahan makanan, ATK, 1 hari bahan makanan dan
pemeriksaan jenis dan jumiah sesuai mutu | Lr dokumentasi dan surat BAP pemeriksa
dan membuat BAP komputer
9. |Serah terima barang oleh pihak penyedia ATK dan komputer 1 hari Surat BAP
kepada Kepala UPTD/KPA ! lr |penyerahan barang
10. |Barang sudah bisa dipakai dan tim pelaksana Menu makanan, 1bulan  |Makanan yang siap
menyiapkan makanan sesuai menu makanan :w l dokumentasi, bahan untuk dimakan oleh
yang beriaku makanan penerima manfaat




L 3]

o

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG

Nomor SOP 97 Tohon 2023

Tanggal Pembuatan W Janvac 023

Tanggal Revisi ///ﬁf{m
Tanggal Efektif A O\
Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyediaan Permakanan;
2. SOP Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Ketrampilan Kerja;

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabilan kegiatan penyediaan sandang tidak di laksanakan akan berdampak pada
pemenuhan kebutuhan bahan/pakian bagi penerima manfaat yang di dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
S g KepalaUPTD | KasubagTU | Kasle Kesos | Tim Persiapan | Tim Pengasuh | Tim Pengawas ""'"“‘E Kelengkapan Waktu Output S —
2 3 -] 6 7 8 9 10 11 12 13
. |Rapat pembentukan Tim Swakelola CNB.: L: | Daftar hadir, ATK dan 2 jam Terbentuknya Tim
. |Penerbitan SK Tim Swakelola Data Nama pegawai 30 menit |SK Tim Swakelola
yang ditunjuk, ATK dan
[:...J“ Komputer

. |Tim menyusun kebutuhan sandang penerima Draft kebutuhan 1 hari Daftar kebutuhan

manfaat, dapur dan asrama [ sandang smdmgrrming—
. |Kepala seksi mengajukan permohonan E—L 3 ATK dan Komputer 30 menit  |surat permohonan

penyediaan sandang kepada kepala UPTD W | 1 M sandang
. |Kepala UPTD membuat surat pemberitahuan Surat permohonan dari 30 menit | Surat pemberitahuan

kepada pihak penyedia sandang of I kasie kesos
. |Penyedia barang menyiapkan barang dan daftar kebutuhan 2 hari barang kebutuhan

droping ke UPTD T sandang dan sandang

|--J dokumentasi

. |Barang sudah kepenerima manfaat oleh tim barang kebutuhan 1 Hari kebutuhan sandang




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG

Nomor SOP R Ty p—
Tanggal Pembuatan N Janvaa 2o RINTA L
Tanggal Revisi 2
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Reunifikasi e

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. SOP Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Ketrampilan Kerja;
3. SOP Penyediaan Asrama yang mudah di akses.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer,;
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Penerima Manfaat harus diterima kembali oleh pihak keluarga.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Lt o s Peksos Kepala seks| Kepala UPTD Kelengkapan Waktu Output
2 3 4 § 6 7 8
. |Berdasarkan hasil assesment, intervensi dan Laporan sosial kliien 1 Hari Hasil Assesment
pembahasan kasus, mengajukan rencana ( Mulai } rencana pelaksanaan
. |Menyetujui rencana reunifikasi dan penugasan Laporan sosial klien, 1-2 Hari Persetujuan
pekerja sosial untuk mengajukan rencana rencana pelaksanaan Supervisior untuk
kegiatan kepala kasie kegiatan reunifikasi melakukan kegiatan
reunifikasi
| |
. |Mengajukan rencana kegiatan reunifikasi| Laporan sosial klien, 1 hari TOR Kegiatan
kepada Kasie rencana pelaksanaan
'B kegiatan reunifikasi
. |Menelaah dan menyetujui kegiatan reunifikasi Laporan sosial klien, 1-2 Hari Persetujuan Kepala
serta melaporkan kepada Kepala UPTD. nu:/ rencana pelaksanaan UPTD
Untuk mendapatkan pengesahan jika setuju, kegiatan reunifikasi
jika tidak maka dikembalikan untuk dikoreksi \ Ya
Mengesahkan  dokumen  terkait  untuk] Rencana pelaksanaan 2-3 Hari Sertifikat, BAP
pelaksanaan kegiatan reunifikasi j kegiatan reunifikasi penyerahan PM,
ol yang telah disetujui oleh Surat pemutusan
Kepala UPTD pelayanan
Melakukan persiapan dan koordinasi dengan| Rencana pelaksanaan 1-2 hari Hasil Koordinasi
pihak yang terkait untuk melaksanakan mﬂ_—l kegiatan reunifikasi
kegiatan reunifikasi sl yang telah disetujui oleh
Kepala UPTD
. |Kegiatan reunifikasi dapat dijalankan sesuai Alat Dokumentasi 3 Hari Laporan dan
dengan jadwal dan daerah asal penerimal (Kamera) dan Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG

Nomor SOP 44 Tahun 2023
Tanggal Pembuatan W Jaauad 202>
Tanggal Revisi T
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
" NIP. 19700629199903 1 005
Nama SOP Bimbingan Soﬁl@_\ﬂs__ik—llsﬁﬁl‘ Mental dan Pelatihan Ketrampilan
Kerja e kal

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyediaan Permakanan;
2. SOP Penyediaan Alat Bantu;
3. SOP Penyediaan Sandang.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penerima Manfaat (PM) tidak mengikuti kegiatan belajar- mengajar dengan
baik, maka tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya (ditunda).

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Mutu Baku

Tahap Kegiatan

Pengadministrasi
Umum

Tim

Pekerja Sosial

Kepala seksi

Kepala UPTD

Kelengkapan

2

10

11

12

Penyusunan dan pengajuan tim pelaksana
kegiatan bimbingan sosial, fisik, mental dan
pelatihan keterampilan kerja berbentuk draft
SK Kepala UPTD

Draft SK

2 Jam

Draft SK

|bimbingan sosial fisik, mental dan pelatihan
keterampilan

Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan
bimbingan sosial, fisik, mental dan pelatihan
keterampilan

SK

1 Jam

SK

ATK, Data Pendukung

2 Jam

Jadwal pelaksanaan

Membuat silabus dan modul kegiatan
bimbingan sosial fisik, mental dan pelatihan
keterampilan

Jadwal dan materi
kegiatan

2 Jam

Data hasil kegiatan

mental dan pelatihan keterampilan

Silabus

1 Tahun

Hasil penilaian

= — S =
bimbingan (blanko keterangan instruktur,
pembimbing dan daftar hadir instruktur,
pembimbing dan PM

N

Bert remrar—

1 Jam

Bert s -

. |Memberikan penilaian perkembangan PM dan

kegiatan bimbingan

ATK. Data Pendukung

1 Jam

Membuat rekapitulasi perkembangan PM

Data perkembangan PM

Hasil rekapitulasi

_ [Kegiatan laporan dan evaluasi kegiatan

mental  dan
laporan  dan

bimbingan  sosial, fisik,
keterampilan, Pembuatan
menyerahkannya kepada Kasie

LHLF

Data hasil kegiatan

Data hasil Evaluasi

10.

Penerimaan laporan kegiatan  evaluasi
bimbingan sosial, fisikk, mental dan
keterampilan

15 Menit




Nomor SOP (00 Tahwo 2022
Tanggal Pembuatan W Janvga 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL gicr iy
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA NETRA DAN KARYA WANITA DI KUPANG [ Nama SOP e Kﬁqaanti“‘*j/ Vi
N 57
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : earh

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Perarturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

3. Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

4. Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

5. Pemerintah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

6. Kabupaten/kota;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur'Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal S1.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Ketrampilan Kerja,;
2. SOP Reunifikasi.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Kepala UPTD Pejabat/Tim P g Kepala Seksi p fia B Kelengkapan Waktu . Keterangan
2 3 4 5 (] 7 8 9 10 11
. |Kepala UPTD membuat surat pemberitahuan ATK, Komputer/Laptop 1 Jam Surat pemberitahuan
kepada pejabat pengadaan/im pengadaan
Barang dan Jasa (s }-
. |Pejabat/im pengadaan barang dan jasal Data barang, spesifikasi 30 menit Petunjuk
mengklasifikasi kontrak Ej barang dan DPA
. |Pejabat/im pengadaan barang dan jasa ATK, Komputer/Laptop 1 minggu SPK dan lelang
melakukan proses pengadaan el Jj
E__I‘ | 55
. |Droping barang dan pengurus barang Barang, ATK, 1 hari Dokumen BAP dan
memeriksa, mencatat dan membuat BAP| dokumentasi, gudang Barang Alat Bantgu
pemeriksaan I _Jl dan komputer/laptop
. |Serah terima barang oleh pihak penyedia ATK, Komputer/Laptop 15 menit Dokumen BAP
kepada Kepala UPTD/Kuasa Pengguna penyerahan barang
Anggaran dan menyerahkannya kepada ! i' : I
Kepala Seksi
. |Menerima barang dan selanjutnya diserahkan Alat bantu sesuai 1 minggu Pmm
kepada penerima manfaat dengan pengadaan menerima
( selessi ) sesuai kebutuhan




~

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP Wl Tahon 2023
Tanggal Pembuatan W Jatvad 2023
Tanggal Revisi .

| Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

3.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal Sarjana/D-IV.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Alat Tulis Kantor;
2. SOP Penanganan Surat Keluar; 2. Komputer,

3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Laporan tidak di buat maka akan berdampak pada kualitas kegiatan pelayanan
sosial dalam panti yang diperoleh.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No. Pelaksana Mutu Baku Ket
Tahap Kegiatan Kepala Petugas
Kepala UPT Sub.Bag TU oelsksana Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8

1. |Menugaskan Kasubag TU dan Kepala Seksi untuk Agenda Kerja 20 menit |Disposisi
menghimpun data kegiatan _mulai

- |

2. |Memerintahkan petugas pelaksana untuk v Disposisi 30 menit |Disposisi
mengumpulkan laporan hasil kegiatan :

3. [Mengumpulkan bahan dan membuat laporan Y Disposisi 1hari |Bahan laporan
kegiatan panti. :

r

4. |Memeriksa draft laporan kegiatan panti Jika Draf Laporan 30 menit (Draf Laporan
setuju diparaf dan dikembalikan kepada Tidek kegiatan panti kegiatan panti
pelaksana

Ya

5 |Menerima dari Kasubag TU dan melanjutkan v Draf Laporan 30 menit |Laporan kegiatan
laporan kegiatan Panti kepada kepala UPTD > , kegiatan panti panti
untuk menanda tangani

Tidak

6 |Kepala UPTD menanda tagani laporan \L Laporan kegiatan 20 menit |Laporan kegiatan
kegiatan panti yang sudah di paraf oleh < € panti panti
Kasubag TU dan dikembalikan ke pelaksana. /

7. |Menerima laporan kegiatan panti untuk di kirim Ya Laporan kegiatan 1 hari Laporan kegiatan
kepada Dinas Sosial Prov NTT dan panti panti

mendokumentasikan.




\ )
TR

PEMERINTAH PROVINS|I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP 102 Tohon 2023

Tanggal Pembuatan | Janvan 20232

Tanggal Revisi

Tanggal Efekif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional
Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal D-lll/Diploma.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar;
2. SOP Reunifikasi;

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Seleksi Calon Penerima Manfaat tidak ada maka berdampak pada
anak yang tidak bisa mendapatkan proses pelayanan sosial dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Pelaksana / Kabid Kepala [Kelengkapan (Waktu Output Ket
Pekioos Kepala Seksi | Kepala UPTD Rebok Dinas
1 2 i 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Pejabat pelaksana mengajukan rencana Informasi 30 menit |Mendapatkan
seleksi kepada Kepala Seksi : Lisan/Tertulis informasi rencana
mulai ¢ .
kegiatan seleksi
2 |Kepala Seksi melaporkan kepada kepala ! 1. Informasi 30 menit |Rencana seleksi
UPTD rencana pelaksanaan kegiatan seleksi lisan calon PM
calon PM > 2. Format
seleksi
3 |Kepala UPTD berkoordinasi dengan Kepala ; Surat Tugas 60 meit |Terbitnya surat
Bidiang Rehsos berkaitan dengan rencana tugas kegiatan
kegiatan seleksi PM L seleksi
4 |Rapat internalisasi kegiatan seleksi calon PM Ruang rapat 60 meit |Keputusan rapat
kegiatan selelski
5 |Rapat Persiapan kegiatan seleksi antara . 1. Surat Tugas 60 meit |Hasil rapat kegiatan
Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala <€ ] 2. Dokumen seleksi
Bidang Rehsos seleksi
3. Dokumentasi
4. Transportasi
6 |Melakukan kegiatan seleksi di alamat/lokasi ! hasil wawncara | 1-3 Hari |Mendapatkan data
calon PM (pemberian informasi dan dan pengisian dan informasi yg
memotivasi) format seleksi akurat calon PM
7 |Kepala Seksi melaporkan kepada kepala i hasil kegiatan 30 menit |hasil wawncara dan
UPTD tentang hasil pelaksanaan kegiatan seleksi pengisian format
seleksi calon PM seleksi
8 [Melakukan pembahasan kasus hasil seleksi Data hasil 120 menit |Hasil pembahasan
calon PM ( diterima/tidak diterima) jika kegiatan seleksi kasus
diterima akan terdaftar menjadi PM i
9 |Mendaftarkan calon penerima manfaat di 4 Buku induk 120 menit |sudah terdaftar
buku induk registrasi PM | selesai ' register calon menjadi PM di
PM dalam panti




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP

w2 “Tahwon 2023

Tanggal Pembuatan

Il “aovan 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional
Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA,;

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Kegiatan Seleksi Calon Penerima Manfaat pada UPTD Kesejahteraan Sosial
Anak di Kupang;
2. SOP Penyediaan Permakanan Pada UPTD Kesos Anak di Kupang;

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Seleksi Calon Penerima Manfaat tidak ada maka berdampak pada
anak yang tidak bisa mendapatkan proses pelayanan sosial dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Ketera
e Pengasuh P’;::‘::;a ! Kepala Seksi | Kepala UPTD Kelengkapan Waktu Output o i

1 2 3 4 5 6 F g 8 9 10
1. |Kepala Seksi memerintahkan pengasuh untuk Perintah lisan 15 menit |Perintah lisan

menyiapkan tempat dan ruangan untuk calon el

PM yang mau ditempati S
2. |Persiapan tempat dan ruangan untuk calon 1. Wisma/Kamar 120 menit |Tersedianya sarana

PM yang mau ditempati 1. Tempat Tidur dan prasarana

2. Lemari
3. Kebutuhan harian

3. |Pembagian penempatan asrama/wisma ‘ Dokumen dan Daftar 30 menit |Dokumen dan

sesuai hasil penerimaan dan identifikasi PM nama PM Daftar nama PM
4. |Pengasuh menerima Penerima Manfaat dan Penerima Manfaat dan | 120 menit [Menempati kamar

Penempatan di asrama/wisma Barmag Bawaan yang sudah

= disiapkan

5. |Pelaksana melaporkan hasil penempatan I Tidak Ya Informasi lisan dan 60 menit |Informasi lisan dan

asrama kepada Kepala Seksi \/ dokumen PM dokumen PM
6. |Melaporkan kepada Kepala UPTD hasil Laporan Lisan dan 30 menit |Disetujui oleh

penempatan penerima manfaat di ( selesai l Dokumen PM Kepala UPTD

asramal/wisma




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP 104 Tahun 2023

Tanggal Pembuatan W Jawan 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP as
Anak di Kupang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional
Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar;

2. SOP Kegiatan Seleksi Calon Penerima Manfaat pada UPTD Kesejahteraan
Sosial Anak di Kupang;

3. SOP Reunifikasi Keluarga.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak melaksanakan kegiatan terminasi dan penyaluran maka akan berdampak
pada Jumlah Quato Penerima Manfaat yang ada dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
i Sp hegem Pelakeana! | Kepala Seksi | Kepala UPTD | Kelengkapan| Waktu Output e
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 |Penerima Manfaat yang sudah tamat Informasi lisan | 1-2 hari |orang tua

SMA/SMK dan telah mendapat ” dan tulisan mendapatkan
3 mulai 2 2 ;
pelayananan dalam panti : informasi dari
Lembaga

2 |Rapat persiapan kegiatan terminasi bagi Berkas dan 120 menit |Berkas dan Berita
PM yan telah tamat SMA/SMK * . Berita Acara Acara

3 |Menyiapkan dokumen terminasi PM Dokumen PM | 30 menit |Dokumen PM
SMA/SMK yang akan diterminasi. tamat tamat SMA/SMK

SMA/SMK

3 |Memeriksa Kelengkapan berkas dan ¥ Dokumen PM | 120 menit|Dokumen PM

persiapan pelaksanaan kegiatan teriminasi Tidak / \ Ya tamat tamat SMA/SMK
\/ SMA/SMK

4 |Menyetujui kegiatan Terminasi | Penyampaian | 60 menit [Menyetujui
pemulangan PM SMA/SMK lisan/tulisan kegiatan

5 |PM yang tamat SMA/SMK diantar kepada : Laporan 1-3 Hari |Surat Tugas dan
keluarga oleh petugas atau dijemput oleh ( A ] kegiatan laporan
keluarga pelaksanaan

kegiatan




S
o

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP (05 Tawo 2023

| Tanggal Pembuatan I\ Aaquad 2023
Tanggal Revisi S
Tanggal Efekiif A PN
Disahkan Oleh &~ RepalrlJiga

Nama SOP

Bimbingan Rog#
Kesejahteraan &

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara;

2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;,

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar
Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang

perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nasional

10.

Pendidikan Minimal SLTA;

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar;

2. SOP Kegiatan Terminasi SMA pada UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di
Kupang;

3. SOP Reunifikasi Keluarga;

4. SOP Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Keterampilan.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak ada pemberian bimbingan rohani dan konseling di dalam panti maka akan
berdampak pada keterbelakangan pengetahuan agama bagi anak di dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
: Pengadminis
No. Tahap Kegiatan Ket
s trasian Tim :‘::g;’ Kepala Seksi| Kepala UPTD|  Kelengkapan Waktu Output
Umum
1 e 3 4 [ ] 6 7 8 9 10 11
1 |Penyusunan dan pengajuan tim pelaksana
kegiatan bimbingan rohani dan konseling. ; Draf rencana .. |Draf rencana kegiatan
i kegiatan bimbingan | 120 Menit bimbingan
2 |Koreksi dan penetapan tim pelaksana kegiatan Tidak 60 menit )
bimbingan rohani, dan konseling < > SK dan draf kegiatan gfr::n fre;l::na kegiatan
3 |Menyusun jadwal pelaksanaan kigiatan kegiatan Ya 120 menit
bimbingan rohani, dan konseling kDrslf ranc;nab gra; rencana kegiatan
egiatan bimbingan imbingan
4. |Membuat silabus dan modul kegiatan kegiatan 120 menit
bimbingan rohani dan konseling ATK dan data Silabus dan jadwal
pendukung pelaksanaan kegiatan
5. |Melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan R CE 1 Tahun
konseling bi:t::iangaanegl - Hasil penilaian
6 |Mempersiapkan dan membuat admininstrasi ; 120 menit
bimbingan (daftar hadir) pembimbing dan daftar ) y . .
hadir PM Berkas Admininstrasi Berkas Admininstrasi
7 |Memberikan penilaian perkembangan PM dan ATK dan data 120 menit |Daftar nilai
kegiatan kegiatan bimbingan rohani, dan ‘ salesal l pendukung

konseling




Nomor SOP \0b  Tahun - 2023
Tanggal Pembuatan It Janvad 2023
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG Nama SOP Kehadiran AS

Dasar Hukum :

?El'\r"ﬁf\ob. /
Kualifikasi Pelaksana : w

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota,

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
Periode 2018-2022;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA,;
2. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar;

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Mesin Finger Print.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila laporan kehadiran PNS setiap bulan terlambat di kirim ke BKD, maka akan
berpengaruh terhadap penilaian tingkat disiplin PNS.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
e o Kepala UPT s e Kepegawaian | Kelengkapan | Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 |Menugaskan Kasubag TU untuk Konsep 30 menit [Konsep
mempersiapkan konsep Laporan Kehadiran Mulai Laporan Laporan
Pegawai

2 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Dtata Pegawai 10 menit |Data Pegawai
mengumpulkan data Kehadiran Pegawai.

3 |Mengumpulkan data Kehadiran Pegawai dan ¥ Dtata Pegawai 1Jam |Dtata Pegawai
Menyusun konsep Laporan Kehadiran Pegawai
dan Menyerahkan kepada Kasubag TU.

‘,

4 |Memeriksa draft final Laporan Kehadiran Konsep 30 menit |[Konsep
Pegawai. Jika setuju memaraf dan Ya Tidak Laporan ASN Laporan ASN
menyerahkan kepada Kepala UPT. \/

5 |Menyerahkan Laporan Kehadiran Pegawai " Laporan 10 meit |Laporan
kepada Kasubag TU untuk dilanjutkan ke Kehadiran Kehadiran
admin kepegawaian dan menindaklanjuti ke Pegawai Pegawai
BKD

6 Laporan 1Jam |Laporan
Menerima Laporan Kehadiran Pegawai kepada h 4 Kehadiran Kehadiran
admin kepegawaian dan menindaklanjuti ke Selesai Pegawai Pegawai
BKD




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP 107

Tahon.

2022

Tanggal Pembuatan {

Aanvan

23

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

m"‘_ PSJQL\ 2
&5 2 ‘R'Q i

Nama SOP Pengajuan
Kesejahteraa

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;,

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.  Pendidikan Minimal SLTA;

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Buku Agenda Surat keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak
pada pelanggaran regulasi

1. Buku control cuti pegawai;

2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pengelola Kepala Sub Keterangan
Kepegawalan Bagian TU Kepala UPTD | Kelengkapan | Waktu Output

1 2 3 4 7 8 9 10

1 |Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang Permohonan 30 menit |Permohonan
telah mendapat persetujuan pejabat satu Cuti Cuti, lembar
tingkat dan pejabat dua tingkat disposisi
diatasnya melakukan verifikasi jenis dan sisal -—)| Mulai
cuti pemohon dan menyampaikan hasil
verifikasi kepada kasubag.

2 [Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti Permohonan 10 menit |Permohonan
pemohon. Apabila sisa cuti yang bersangkutan Cuti, lembar Cuti, disposisi
telah habis, dikembalikan kepada pemohon Tidak v; disposisi
melalui pengelola kepegawaian. Apabila sisa
cuti yang bersangkutan masih ada,
memerintahkan pengelola kepegawaian untuk
memproses surat usulan cuti ke dinas.

3 |[Melaporkan Kepala UPTD untuk Menyetujui : Permohonan 30 menit |Surat Cuti,
hasil verivikasi jenis dan sisa cuti pemohon dan Tidak Cuti, lembar lembar
memerintahkan pengelola kepegawaian untuk - / disposisi disposisi
memproses surat usulan cuti ke dinas \

Ya

4 |Memproses surat usulan cuti ke Permohonan 1Jam |Surat usulan

dinas,mengambil Surat lzin Cuti di dinas, Cuti, disposisi cuti ASN

menggadakan untuk arsip dan menyampaikan
Asli Surat lzin Cuti kepada ASN yang
mengajukan permohonan Cuti.

Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP 108 Tohoo 2022
Tanggal Pembuatan | Janvard 2023
Tanggal Revisi T
Tanggal Efektif ; b\

Disahkan Oleh

Nama SOP Penangatyh

Anak di Kupad

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2.  Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota,

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA,;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar, 1. Alat Tulis Kantor;
2. SOP Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. 2. Telp/faximili;

3. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengelolaan adminitrasi surat masuk terlambat, maka akan berdampak pada
terlambatnya tindak lanjut.

1. Buku Agenda Surat Masuk;
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pengadministrasi Kepala Sub
S Kepala UPT Bagian TU Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8

1 |Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda Surat 5 menit |Surat masuk
surat dalam buku agenda surat masuk, lai masuk dan lembar dan lembar
memasang lembar disposisi dan i disposisi Disposisi
meneruskan kepada Kepala UPTD

2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan ! Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk
memberikan petunjuk kepada Kasubag TU lembar Disposisi dan Disposisi
yang dituju untuk tindaklanjut dan
dikembalikan ke pengadministrasi umum |

3 |Mencatat disposisi Kepala UPTD dan ] Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk
meneruskan ke kasubag TU yang dituju Disposisi dan Disposisi

4 |Menelaah dan Menidaklanjuti isi surat y Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk
disposisi dari kepala UPTD dan Disposisi dan Disposisi
dikembalikan ke pengadministrasi umum

5 |Menerima surat disposisi dan Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk
meninaklanjuti sesuai petunjuk dan arahan Disposisi dan Disposisi
dari Kasubag TU

6 |Menindaklanjuti disposisi dan 4 Surat masuk dan 7 menit [Dokumen
mendokumentasikan. l selesai ' Disposisi Tindaklanjut.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP led Tawn 2pz=

Tanggal Pembuatan U Janvan 2023
Tanggal Revisi : ;

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh
gagaga Timur
*
29199903 1005
Nama SOP Penanganam$ JPTD Kesejahteraan Sosial

Anak di Kupa + SIS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.  SOP Penanganan Surat Masuk pada UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di 1. Alat Tulis Kantor;
Kupang; 2. Telp/faximili;

2. SOP Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan pada UPTD
Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang.

3.  Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut.

1. Buku Agenda Surat Keluar;
2. Disimpan sebagai data elektronik dan Arsip.




Pelaksana Mutu Baku
. Thhvip Haguin KaSubag TU Pengzsi:;:}mtram ':’e:.:g Kelengkapan Waktu Output m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. |Memerintahkan petugas pelaksana Konsep surat 10 menit |Konsep surat
untuk menyiapkan bahan ; keluar keluar
kelengkapan surat keluar dan Mulai
menyerahkan kepada kasubag TU.

2. |Menyiapkan bahan kelengkapan . Buku Agenda 30 menit |Buku Agenda dan
surat keluar kemudian dan Ekspedisi Ekspedisi
menyampaikan kepada Kasubag TU

3 |Kasubag TU memerintahkan untuk Konsep surat 20 menit |Konsep surat
membuat konsep surat keluar 1 keluar keluar

3. |Menyusun konsep surat keluar dan ; Bahan 30 Menit |[Konsep surat
menyampaikan kepada Kasubag TU G kelengkapan keluar

surat keluar

4. |Mengoreksi dan menyempurnakan ) Konsep surat 30 menit |Surat keluar
konsep surat keluar dari pelaksana. Tk keluar
Apabila setuju di paraf dan bila tidak \
setuju dikembalikan kepada .
pelaksana untuk diperbaiki. /

5. |Menerima surat keluar yang sudah Ya surat keluar 20 menit |surat keluar
dikoreksi dan di paraf oleh Kasubag
TU dan di lanjutkan kepada Kepala >
UPTD untuk ditanda tangani ¥

6. |Menerima dan menandatangani Surat keluar 10 menit |Telah ditanda
surat keluar dan diserahkan kepada Tidak tangani surat
pelaksana \ keluar

7. |Mengagendakan, mendistribusikan surat keluar 20 menit |surat keluar dan

dan mengarsipkan.

Ya

dokumentasi




Nomor SOP Wo Tabun, 2023
Tanggal Pembuatan W Jdawan " 2023
Tanggal Revisi —
Tanggal Efektif P mNTAH T P
Disahkan Oleh g7 daia Di iz
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG Nama SOP Laporan Bgf) Bulanan, Triwulan,
SemesteraiNgay UPTD Kesejahteraan Sosial
Anak di Kuparg

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara;

2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal Sarjana/D-IV.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer,
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Laporan tidak dibuat maka akan berdampak pada kualitas program pelayanan
kesejahteraan sosial dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub. Petugas Ket
Kepala UPT Bagian TU pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 4 8 9
1. |Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Agenda Kerja 20 menit |Disposisi
konsep laporan kegiatan bulanan,triwulan G
mulai
Semester dan tahunan.
2. |Memerintahkan petugas pelaksana untuk Disposisi 30 menit |Disposisi
mengumpulkan dan membuat bahan laporan
bulanan,triwulan dan tahunan. .
3. |Mengumpulkan bahan dan membuat laporan k4 Disposisi 1 hari Bahan laporan
bulanan, triwulan semester dan tahunan.
4. |Memeriksa draft laporan bulanan,triwulan semester Tidak Konsep laporan 1 jam Draf laporan
dan tahunan.. Jika setuju diparaf dan dikembalikan bulanan, triwulan dan bulanan,triwulan dan
kepada pelaksana tahunan. tahunan.
Ya
5 |Menerima dan melanjutkan laporan — Vb Draf laporan 1 jam Laporan
bulanan, triwulan semester dan tahunan kepada bulanan,triwulan dan bulanan,triwulan dan
kepala UPTD untuk menanda tangani > tahunan. tahunan.
Tidak
6 [Menyerahkan laporan bulanan,triwulan semester Laporan 20 menit |Laporan
dan tahunan.kepada Kepala UPTD untuk bulanan,triwulan dan bulanan,triwulan dan
ditandatagani. tahunan. tahunan.
7. |Menyerahkan laporan bulanan, triwulan semsteran Ya Laporan 20 menit |Laporan
dan tahunan. kepada petugas pelaksana untuk di bulanan, triwulan dan bulanan,triwulan dan

kirim kepada dinas sosial prov ntt dan
mendokumentasikan

tahunan.

tahunan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Dasar Hukum :

Nomor SOP W Tahor 2023
Tanggal Pembuatan W Jenvan - 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1 #rg Aimur
€A 1,
\A . 700629 1005
Nama SOP Penyediamjyuprn Kesejahteraan Sosial
Anak di Ku
N

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal Sarjana/D-IV;
2. Pendidikan D-1l/S1Gizi.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar;
2. SOP Penerimaan Penerima Manfaat di dalam Panti pada UPTD Kesejahteraan
Sosial Anak di Kupang;

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak ada kegiatan permakanan maka akan berdampak pada pelayanan
makanan dan minuman terhadap anak asuh yang ada di dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku Ket
No. Tahap Kegiatan Kepala | Kasubag | Kepala Tim Tim Tim Penyedia
lengk
UPTD TU Seksi Persiapan | Pelaksana | Pengawas Barang Ko Yeshsu Duipat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 |Rapat Pembentukan Tim Swakelola Daftar hadir ATK | 120 menit | Tebentuknya tim
mulai swakelo
2 |Penerbitan SK Tim swakelola A SK Tim swakelola | 60 menit |SK Tim swakelola
3 |Tim Menyusun menu makan dan Daftar menudan | 1 minggu |Menu Makan
berkoordinasi dengan ahli gizi rumah —> > standar gizi
sakit/puskesmas terdekat T
4 |Kepala Seksi mengajukan permohonan Surat 120 menit |Surat
penyediaan permakanan kepada kepala el pemberitahuan Pemberitahuan
UPTD
5 |Kepala UPTD membuat surat Surat permohonan| 30 menit [Surat permohonan

pemberitahuan kepada pihak penyedia
bahan makanan kering dan tim
persiapan bahan basah

6. |Penyedia bahan makanan kering ATK dan 30 menit |Draf penawaran
mengajukan permohonan penawaran _ Komputer/Laptop harga
harga /

7. |Penerbitan SPK antara kepala UPTD v ATK dan 1 hari SPK
dan pihak penyedia bahan makanan Komputer/Laptop
kering

8 |Droping barang dan tim pengawas ATK dan 1 hari |Bahan makanan
melakukan tim pemeriksaan jenis dan Komputer/Laptop dan surat BAP
jumlah sesuai mutu dan membuat BAP pemeriksaan

9. |Serah terima barang oleh pihak penyedia ATK dan 1hari |Surat BAP
kepada kepala UPTD/Kuasa Pengguna " Komputer/Laptop penyerahan
Anggaran barang

10. |Barang sudah bisa dipakai dan tim Menu Makanan 1 bulan |makanan yang

pelaksana menyiapkan makanan sesuai
menu makanan yang berlaku

::7 ;elmi l

dokumentasi
bahan makanan
dan peralatan
masak

siap dimakan oleh
PM




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP 12 Toha 2023
Tanggal Pembuatan U Danvan * 2023
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Dasar Hukum :

r - “i I =
& 7 ‘r 1
Nama SOP PenyediaaWk Terlantar di dalam Panti
A
Kualifikasi Pelaksana :

7

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara,;

Pendidikan Minimal SLTA.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional
Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak ada penyediaan sandang maka akan berdampak pada pelayanan
kebutuhan sandang bagi anak asuh yang ada di dalam panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pembantu Anak Asuh Ket
Tim Pemeriksa B b TokolCV Kepala UPT dalam Pantl Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 -] 6 T 8 9 10 11

1 |Membuat rencana sesuai kebutuhan pakaian konsep rencana kegiatan 120 menit | Draf rencana kebutuhan
berdasarkan jumiah penerima manfaat yang ada di mulai belanja kebutuhan anak anak
dalam panti dan diajukan kepada Kepala UPTD; rJ

2 |Rencana kebutuhan sandang penerma manfaat konsep rencana kegiatan 120 menit | Draf rencana kebutuhan
diserahkan kepada kepala UPTD untuk disetujui dalam Tidak / . belanja kebutuhan anak anak
pelaksanaan kegiatan pemenuhan belanja pakaian anak \ ]
di dalam panti

3 |Menyerahkan kembali rencana kebutuhan belanja Ya konsep rencana kegiatan 120 menit |Daftar Rencana
pakaian pembantu bendahara untuk membuat surat belanja kebutuhan anak kebutuhan anak
pesanan belanja pakaian dan dikirim kepada pihak i
ketiga/Rekanan l

4 |pihak ketiga membuat surat pemberitahuan kepada + SPJ dan Anggaran belanja 60 menit |SPJ Laporan
UPTD bersediaftidak bersedia (bersedia) menyiapkan pertanggungjawaban
bahan pakaian sesuai dengan surat pesanan keuangan

5 |Membuat SPJ dan lampiran daftar kebutuhan serta SPJ dan uang belanja 120 menit |SPJ dan uang belanja
dokumen lain yang berhubungan dengan pengadaan
bahan pakaian yang disediakan oleh pihak ketiga sesuai
rencana kebutuhan;

6 |Pihak ketiga mengadakan / menyediakan pakaian Pakaian/Barang 60 menit | Pakaian/Barang
tersebut dan menyerahkan kepada UPTD sesuai
dengan kebutuhan berdasarkan surat pesanan;

7 |Tim Pemeriksa memeriksa pengadaan pakaian tersebut Pakaian/Barang 60 menit |Pakaian/Barang
dan bendahara barang menerima/menyimpan
kelengkapan penyediaan pakaian bagi penerima
manfaat.

8 |Mendistribusikan penyediaan bahan pakaian kepada ¥ SPJ dan uang belanja 60 menit  |Perlalatan dan bahan
Penerima Manfaat yang ada dalam panti dan menanda |kebutuhan anak
tangani tanda terima.

9 |Mendokumentasikan laporan tanda terima SPJ Laporan 120 menit |Laporan tanda terima
barang/peralatan kebutuhan penerima manfaat di dalam S pertanggungjawaban barang
panti 7 s keuangan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP W2 Tdhon gp22
| Tanggal Pembuatan il davai 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
imur
9903 1 005
Nama SOP Reunifikasi K TP Kesejahteraan Sosial Anak
di Kupang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara;

Pendidikan Minimal SLTA.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar di UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;

1. Alat Tulis Kantor,;
2. Komputer dan Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan maka Reuinifikasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku Ket
No. Tahap Kegiatan Pekerja Kepala Kepala Kepala Kepala
Sosial Seksi UPTD Bidang Dinas i i i Spin

') 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Berdasarkan hasil asesmen, intervensi, dan Laporan dan Rencana 120 menit |Hasil assesment
pembahasan kasus, Pekerja Sosial mengajukan ' mulai } pelaksanaan kegiatan
rencana reunifikasi kepada kepala seksi. - reunifikasi

2 |Kepala Seksi menyetujui rencana reunifikasi dan — Laporan dan Rencana | 120 menit |Menyetujui Kegiatan
menugaskan pekerja sosial untuk mengajukan 1 I pelaksanaan kegiatan reunifikasi
rencana kegiatan kepada Kepala UPTD reunifikasi

3 |Pekerja sosial mengajukan rencana kegiatan E'_I Laporan dan Rencana 120 menit |TOR Iﬁegiatan
reunifikasi kepada Kepala UPTD i pelaksanaan kegiatan

reunifikasi

4 |Kepala UPTD menelaah rencana kegiatan dan Tidak \ Ya Laporan dan Rencana 60 menit |Penelaahan kepala

melaporkan kepada Kepala Bidang untuk disetujui pelaksanaan kegiatan UPTD
v reunifikasi

5 |Kepala Bidang menelaah dan menyetujui kegiaianl by Laporan dan Rencana 1-2 hari |Persetujuan kepala
reunifikasi serta melaporkan kepada Kepala Dinas [ T pelaksanaan kegiatan UPTD
untuk mendapatkan pengesahan reunifikasi

6 |Kepala Dinas mengesahkan dokumen terkait 1 Laporan dan Rencana 2-3 Hari |Pengesahan
untuk pelaksanaan kegiatan reunifikasi sebagai L__:I pelaksanaan kegiatan
dasar pekerja sosial melakukan kegiatan ' reunifikasi

7 |Pekerja Sosial melakukan persiapan dan Bahan/Barang 2-3 Hari |Hasil koordinasi
koordinasi dengan pihak yang terkait untuk l S _lL
pelaksanaan kegiatan reunifikasi.

8 |Pekerja Sosial menyerahkan laporan hasil r_| Laporan dan 2-3 Hari |Laporan dan
kegiatan reunifikasi kepada Kepala Seksi atas I eiid pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
sepengetahuan Supervisor. reunifikasi kegiatan reunifikasi

9 |Kepala Seksi memeriksa laporan hasil kegiatan Laporan dan 60 menit |Laporan dan
reunifikasi dan menugaskan Pekerja Sosial untuk —-| | pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
mendokumentasikan dokumen terkait. reunifikasi kegiatan reunifikasi

10 |Pekerja Sosial mendokumentasikan laporan hasil Laporan dan 60 menit |Laporan dan
kegiatan reunifikasi. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan

reunifikasi kegiatan reunifikasi

11 |Kepala Seksi melaporkan dokumentasi A Laporan dan 120 menit [Laporan dan
kelengkapan dokumen kegiatan kepada Kepala | sclesal | pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
UPTD, Kepala Bidang dan Kepala Dinas reunifikasi kegiatan reunifikasi




: /4
S

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP

4 Tahwn

Tanggal Pembuatan

it Jaavan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

'6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional
Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA;

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar di UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;
2. SOP Permakanan pada UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang;

3. SOP Seleksi Calon Penerima Manfaat pada UPTD Kesos Anak di Kupang;

4. SOP Bimbingan Rohani dan Koseling.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer,;
3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika Layanan tidak di terapkan maka penerima manfaat tidak akan mampu
menyelesaikan berbagai permasalahan dan mendapatkan kebahagiaan serta
kesejahteraan dalam kehidupannya.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Pengadminis
No. Tahap Kegiatan Ket
i trasian Tim F;‘:::f Kepala Seksi| Kepala UPTD|  Kelengkapan Waktu Output
Umum =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Penyusunan dan pengajuan tim pelaksana
kegiatan bimbingan sosial, fisik, mental dan Draf rencana 120 menit Draf rencana kegiatan
keterampilan. ke kegiatan bimbingan bimbingan
2 |Koreksi dan penetapan tim pelaksana kegiatan Tidak / 80 menit )
bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan SK dan draf kegiatan Draf rencana kegiatan
N bimbingan
3 |Menyusun jadwal pelaksanaan kigiatan kegiatan Ye 120 menit
bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan Draf rencana Draf rencana kegiatan
“ kegiatan bimbingan bimbingan
4. |Membuat silabus dan modul kegiatan kegiatan 120 menit
bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan ATK dan data Silabus dan jadwal
pendukung pelaksanaan kegiatan
5. |Melaksanakan kegiatan bimbingan sosial, fisik, R it 1 Tahun
mental dan keterampilan encana kegiatan g
pi bimbingan Hasil penilaian
6 |Mempersiapkan dan membuat admininstrasi 120 menit
bimbingan (daftar hadir) pembimbing dan daftar - )
hadir PM Berkas Admininstrasi Berkas Admininstrasi
7 |Memberikan penilaian perkembangan PM dan ATK dan data 120 menit |Daftar nilai
kegiatan kegiatan bimbingan sosial, fisik, mental pendukung

dan keterampilan




N

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP

s Tahwn 022

Tanggal Pembuatan

1 aan?e ‘Mﬁé}

LN
o)

Tanggal Revisi /4
| Tanggal Efektif | ]
Disahkan Oleh
Terfggara Timur
WRNS700629 199903 1 005
Nama SOP Pranata Jamu#n—p&da UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di

Kupang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/kota,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar di UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang ;

1. Alat Tulis Kantor;

2. SOP Permakanan pada UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang; 2. Peralatan Makan dan minum;
3. SOP Penerimaan Manfaat di dalam Panti pada UPTD Kesejahteraan Sosial Anak | 3. Peralatan Masak;

di Kupang; 4. Kamera.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak ada kegiatan pranata jamuan maka akan berdampak pada anak tidak
mendapatkan pelayanan makanan dan minuman terhadap anak asuh di panti.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Kﬂe S8

Menugaskan Kasubag TU untuk melakukan kegiatan

terlaksanana kegiatan

informasi 20 menit
= : ' mulai | =

penyajian konsumsi. dengan baik
Memerintah JFU untuk menyajikan konsumsi, instruksi 30 menit terlaksanana kegiatan
persiapan ruangan, serta memelihara dan —):} dengan baik
membersikan peralatan/perlengkapan makan.
Menyiapkan bahan makanan untuk diolah sesuai alat-alat 90 menit terlaksanana kegiatan
dengan menu yang disusun, persiapkan ruangan, dengan baik
Mempersiapkan ruangan dan peralatan makan
bagi penerima manfaat, Menyajikan makanan,
Mencuci, merapikan serta mengamankan peralatan
yang dipakai dalam penyajian dan Memelihara
kebersihan dan kenyamanan ruangan makan, dapur
dan halaman sekitar dapur. selanjutnya
Mengonsep Laporan kegiatan penyajian konsumsi m dokumen 20 menit terlaksanana kegiatan

dengan baik
Memeriksa konsep laporan penyajian konsumsi. Jika tidak dokumen 30 menit terlaksanana kegiatan
tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag TU untuk dengan baik
diperbaiki.
Menyerahkan laporan Penyajian Konsumsi kepada ya dokumen 20 menit terlaksanana kegiatan
Kasubag TU _’:_ dengan baik
Kasubag TU menyerahkan laporan kepada JFU untuk dokumen 10 menit terlaksanana kegiatan

diarsipkan.

dengan baik




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP l\e Tahwn 2023

Tanggal Pembuatan i aanyd.!..zpkg?{\

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Pengajuan Bantuan Stimulan Bagi Eks Penerima Manfaat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak
Terlantar di pelihara oleh Negara,

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah,;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubermnur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal D-1lI/ Diploma;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1.  SOP Penanganan Surat Keluar di UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang; 1. Alat Tulis Kantor;

2. SOP Reunifikasi Keluarga pada UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang; 2. Komputer;

3. SOP Kegiatan Terminasi Atas Permintaan Penerima Manfaat. 3. Proposal

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak di buat pengajuan bantuan sosial Gubernur maka akan berdampak pada
Penerima Manfaat tidak bisa mendapatkan dana bantuan sosial Gubernur.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy;




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Petugas Kepala Bidang | Dinas Sosial Ket
Palakeainn Kasubag TU | Kepala UPTD Wehnce Prov NTT Kelengkapan Waktu Output
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Menerima Surat pemberitahuan dari Kepala Surat Masuk dan 30 menit |Hasil disposisi
Bidang Rehsos tentang Bansos Gubernur disposisi
Menerima Disposisi surat dan menidaklanjuti Hasil Disposisi 30 menit |Hasil Disposisi
sesuai arahan
Pelaksana mengumpulkan data anak dan Proposal dan lampiran | 120 menit |Proposal dan
membuat pengajuan proposal bantuan sosial Bk nama penerima lampiran nama
Gubernur - Bansos penerima Bansos
Kasubag TU Menerima, dan mengoreksi dan Proposal dan lampiran | 30 menit |Proposal dan
memaraf pengajuan proposal bantuan sosial Tidak / va nama penerima lampiran nama

Gubernur dan dilanjutkan kepada Kepala UPTD

Bansos

penerima Bansos

Mengirimkan dan Mengarsipkan pengajuan Proposal 60 menit |Proposal
Bantuan Sosial Gubernur bagi Penerima Manfaat
Menerima proposal permohonan bantuan sosial Proposal dan Buku 120 menit | Proses Bansos

Gubernur dari UPTD untuk proses selanjutnya

Ekspedisi

Gubermnur




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG

Nomor SOP W1 _ Tahon 2»}5_ B

Tanggal Pembuatan i aauw B N,

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Kegiatan Termlnasl Atas Permintaan Penerima Manfaat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang Fakir Miskin dan Anak | Pendidikan Minimal SLTA,;
Terlantar di pelihara oleh Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/kota;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional
Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar. 1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Kamera.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabilan tidak melaksanakan kegiatan penyaluran maka akan berdampak pada anak
tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
- _ TWee lagivan P‘;:'; sana/ | yepalaSeksi | Kepala UPTD | Kelengkapan | Waktu Output e
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Laporan studi kasus (case strory) Informasi lisan | 1-2 hari |orang tua
berdasarkan laporan pendamping | mulai ] dan tulisan mendapatkan
—— informasi dari
Lembaga
2 |Temu bahas terminasi bagi PM yang 1 Berkas dan 120 menit |Berkas dan Berita
bermasalah % Berita Acara Acara
3 |Menyiapkan dokumen terminasi PM yang 1 Dokumen PM | 30 menit |Dokumen PM
akan diterminasi. tamat tamat SMA/SMK
SMA/SMK
3 |Memeriksa Kelengkapan berkas dan _— ‘\ Ya Dokumen PM | 120 menit {Dokumen PM
persiapan pelaksanaan kegiatan teriminasi </ tamat tamat
SMA/SMK
4 |Menyetujui kegiatan Terminasi PM ] Penyampaian | 60 menit [Menyetujui
bermasalah lisan/tulisan kegiatan
5 |PM bermasalah diantar kepada keluarga . Laporan 1-3 Hari |Surat Tugas dan
oleh petugas atau dijemput oleh keluarga e kegiatan laporan
( _ ] pelaksanaan
kegiatan

WGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/

ﬁ, VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




